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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar
memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan
komitmen  Pemerintah = Kabupaten  Katingan  untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berkesinambungan;

bahwa menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

24.

25.

26.

27.

28.

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nommor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2019 Nomor 5) (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

nallel S

o

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Katingan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
Bupati adalah Bupati Katingan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Katingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten pada Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Badan  Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbang
atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode I
(satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan

penjabaran atau bagian dari RPJMD Kabupaten Katingan
Tahun 2018-2023.
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(2) RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan acuan
penyusunan Renja PD yang meliputi program dan kegiatan
Perangkat Daerah.

(3) RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA, PPAS, dan
RAPBD Kabupaten Katingan Tahun 2023.

(4) RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 memuat rencana
program dan  kegiatan pembangunan yang waktu
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 01 Januari 2023
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023, adalah
sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) Sistematika penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 dapat diubah menjadi
RKPD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2023 apabila
terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan.

(3) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan
PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita
acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

(4) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan
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Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD
ditetapkan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD
Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten
Katingan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 04 Juli 2022

BUPATI KATINGAN,

)41

S%(ARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 04 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR
670



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas Berkat dan Rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2023 telah selesai
disusun, sesuai dengan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Penyusunan dokumen ini juga mempedomani dan
memperhatikan peraturan ataupun kebijakan yang diterbitkan oleh
pemerintah  pusat terkait penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta
perkembangan keadaan akibat pandemic Covid-19 yang melanda dunia
termasuk Indonesia sejak tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2023 merupakan penjabaran arah kebijakan tahunan berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan
Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023. Dokumen ini disusun melalui
tahapan penyelarasan dengan berbagai kebijakan Provinsi dan
Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023
merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2018 -
2023. Selanjutnya, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan pedoman bagi penyusun
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ini, kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional membagi ruang lingkup
perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Pada ruang lingkup
waktu perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5
tahun; serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka
pendek kurun waktu 1 tahun.

RKPD merupakan penjabaran arah kebijakan tahunan berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta sesuai
dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD merupakan
rencana kerja dari seluruh perangkat daerah pada tahun rencana. Setiap
Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan bahan
masukan untuk rancangan akhir RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan
Tahun 2023 disusun melalui tahap penyelarasan dengan berbagai
kebijakan Provinsi dan Pembangunan Nasional yaitu dengan
mempertimbangkan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022,
serta dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan
Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD tahun 2023 juga dilakukan melalui
proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi
seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang).

Selain itu dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 sudah
mulai melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah
dimutakhirkan dengan terbitnya Kepmendagri 050-5889 tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, serta melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
RKPD Kabupaten Katingan juga mulai melaksanakan amanat yang ada
dalam Sustainable Development Goals (SDG’s). Penyusunan Rancangan
RKPD digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politik, yaitu penekatan berdasarkan kebijakan Kepala
Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD, dalam
penyusunan RKPD Tahun 2023 telah mengakomodir hasil
reses/pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Katingan;

2. Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan
metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional,
kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;

3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua
pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan; dan
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4. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up),
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD tahun 2023 yaitu

dengan melibatkan partisipatif masyarakat, yang dilakukan melalui

mekanisme Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Tingkat Kabupaten, serta

pendekatan Teknokratik dilakukan oleh Bappedalitbang dan Perangkat

Daerah (PD) Kabupaten Katingan melalui penyusunan Rancangan Awal

Renja PD Tahun 2023.

Pada tahun 2023 merupakan tahun ke V (lima) pelaksanaan RPJMD
Perubahan Kabupaten Katingan 2018-2023, yang berarti RKPD
Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan bagian dari periode
Pembangunan Jangka Menengah tahap kelima yaitu pencapaian,
berdasarkan kondisi tersebut dapat di simpulkan tema pembangunan
Kabupaten Katingan periode Tahun 2023 adalah ” Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian dan
Pembangunan Berkelanjutan »”. Berdasarkan tema pembangunan
tersebut RKPD tahun 2023 akan memuat gambaran umum, hasil evaluasi
program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
RKPD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan, meliputi
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49161);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590 );
Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Katingan tahun 2018-2023 (lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 2).
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1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan dokumen teknis
operasional dan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan
periode 2018-2023, serta merupakan satu bagian yang utuh dari Sistem
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Katingan, khususnya dalam
menjalankan agenda pembangunan baik yang tertuang dalam Perubahan
RPJMD maupun RTRW Kabupaten Katigan.

Dokumen RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan acuan
pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD). Pemerintah Kabupaten Katingan
selanjutnya menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Katingan. Hubungan
antar dokumen perencanaan jangka pendek dengan perencanaan jangka
menengah dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
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1.4. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2023 bermaksud untuk memberikan arahan rencana

pembangunan tahunan yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan

serta program dan kegiatan, hal tersebut guna untuk mencapai target
pembangunan dan mewujudkan sasaran-sasaran RPJMD Perubahan

Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Tujuan penyusunan RKPD

Kabupaten Katingan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas tahun 2023;

2. Pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten
Katingan Tahun 2023;

3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;

4. Dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang juga
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pengukuran
tolak ukur kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;

5. Sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah,
antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
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menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan
efisien dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab1 Pendahuluan
1.1  Latar belakang.
1.2  Dasar hukum penyusunan.
1.3 Hubungan antar dokumen.
1.4 Maksud dan tujuan, dan
1.5 Sistematika dokumen RKPD.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah
2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
3.1 Arah Kebikalan Ekonomi Daerah.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023.
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Menyajikan dan menjelaskan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan yang disertai dengan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun
2018-2023. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Katingan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun
perencana.
Bab VII Penutup
Menyajikan dan menjelaskan hal-hal yang perlu dilaksanakan
untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2023 yang efektif
dan efisien.
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Bab Il

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
A. Aspek Geografi
a) Luas dan batas wilayah administrasi

Berdasarkan UU Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah; dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan luas wilayah
Kabupaten Katingan adalah 17.500 km2. Namun, semenjak pembentukan
wilayah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan terus
melakukan kajian penetapan tata batas administrasi, sehingga luas
Kabupaten Katingan menjadi 20.410,90 km?.

Kabupaten Katingan memiliki 13 Kecamatan, yaitu Katingan Kuala,
Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang
Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai,
Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya, batas wilayahnya sebagai
berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sintang Provinsi Kalimantan Barat

2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin
Timur dan Kabupaten Seruyan

3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau

4.  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

b) Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan letak Geografis Kabupaten Katingan terletak antara
0°20" - 3°38" Lintang Selatan dan 112°00" - 113°45" Bujur Timur. Wilayah
kecamatan terluas di Kabupaten Katingan adalah Kecamatan Kamipang
dengan luas 2.854,27 km? atau sekitar 13,98 persen terhadap luas
wilayah Kabupaten Katingan. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten
Katingan adalah Kecamatan Pulau Malan yaitu seluas 647,48 km? atau
3,17 persen terhadap luas wilayah Kabupaten Katingan. Secara rinci
disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Katingan
No Kecamatan Luas (km?) Persentase (%) Kelurahan Desa
1 Katingan Kuala 1.484,81 7,27 2 14
2 Mendawai 2.391,58 11,72 0 7
3 Kamipang 2.854,27 13,98 0 9
4 Tasik Payawan 808,12 3,96 0 8
5 Katingan Hilir 665,22 3,26 2 6



No Kecamatan Luas (km?) Persentase (%) Kelurahan Desa
6 Tewang Sangalang Garing 903,39 4,43 1 9
7 Pulau Malan 647,48 3,17 0 14
8 Katingan Tengah 1.635,65 8,01 1 15
9 Sanaman Mantikei 2.772,38 13,58 0 14
10 Petak Malai 1.661,65 8,14 0 7
11 Marikit 2.117,36 10,37 0 18
12 Katingan Hulu 1.461,27 7,16 1 22
13 Bukit Raya 1.007,72 4,94 0 11

Katingan 20.410,90 100 7 154

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Kabupaten Katingan terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dan 154 (seratus
lima puluh empat) Desa. Wilayah Katingan dialiri Sungai Katingan dengan
panjang 650 km yang mengalir dari utara ke selatan memiliki banyak
anak sungai. Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam dua kawasan besar
yaitu bagian selatan merupakan kawasan pasang surut dengan potensi
pertanian tanaman pangan, dan bagian utara merupakan kawasan non
pasang surut dengan potensi lahan perkebunan.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Katingan

PETA
ADMINISTRASI KABUPATEN KATINGAN
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SANAMAN MANTIKE!
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Sumber : DPUPRHUB Kabupaten Katingan 2022
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c) Topografi

Kabupaten Katingan sebagian besar wilayah merupakan dataran
rendah yang berada pada ketinggian antara 10 - 50 meter di atas
permukaan air laut. Ketinggian wilayah berdasarkan Kecamatan yang
berada di Kabupaten Katingan diperoleh Kecamatan Bukit Raya
merupakan Kecamatan dengan posisi ketinggian 50 meter diatas
permukaan laut, sedangkan Kecamatan Katingan Kuala berada di dataran
yang paling rendah, yaitu 13 meter diatas permukaan air laut.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota
di Kabupaten Katingan

Kecamatan Tinggi DPL (m) Jarak ke Ibukota
Katingan Kuala 12 365
Mendawai 6 317
Kamipang 25 90
Tasik Payawan 26 60
Katingan Hilir 22 0
Tewang Sangalang Garing 36 23
Pulau Malan 41 40
Katingan Tengah 31 97
Sanaman Mantikei 49 115
Petak Malai 62 230
Marikit 79 180
Katingan Hulu 96 219
Bukit Raya 118 291

Sumber : RTRW Kabupaten Katingan 2019

d) Demografi

Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Katingan 165,990 juta
jiwa, terdiri dari 85,942 juta penduduk laki-laki dan 80,048 juta
penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan

Laju
. Pertumbuhan
Kecamatan Penduduk (ribu) Penduduk per
tahun (%)
2017 2018 2019 | 2020 2021 2010-2021
Katingan Kuala 20,7 20,9 18,5 18,6 18,7 0,40
Mendawai 4,1 4,1 4.2 4.2 4,2 0,12
Kamipang 6,7 6,7 7,2 7,2 7,2 0,29
Tasik Payawan 8,5 8,6 7,9 7,9 7,9 0,50
Katingan Hilir 36,0 36,9 38,3 38,8 39,3 1,28
Tewang Sangalang Garing 12,5 12,6 13,3 13,1 13,1 0,29
Pulau Malan 9,2 9,3 10,3 10,5 10,5 0,51
Katingan Tengah 33,6 34,4 27,1 29,2 29,3 0,31
Sanaman Mantikei 10,4 10,4 10,3 10,9 10,9 0,28
Petak Malai 4,1 4,1 3,4 3,6 3,6 0,08
Marikit 7,1 7,1 6,7 6,8 6,8 0,13
Katingan Hulu 8,6 8,6 7,8 8,2 8,2 0,13
Bukit Raya 4,0 4.0 3,0 3,2 3,2 0,09
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Laju

. Pertumbuhan
Penduduk (ribu) Penduduk per
tahun (%)

2017 2018 | 2019 2020 | 2021 2010-2021
165,3 167,7  170,0 | 162,2 | 163,1 0,54

Kecamatan

Total Kabupaten
Katingan
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2022

Pada tahun 2021 penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan
Katingan Hilir sebanyak 39,3 ribu jiwa, diikuti dengan Kecamatan
Katingan Tengah sebesar 29,3 ribu jiwa dan Katingan Kuala sebesar 18,7
ribu jiwa sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah
Kecamatan Bukit Raya, yaitu sebanyak 3,2 ribu jiwa.

Tabel 2.4
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Katingan Tahun 2021

Luas Penduduk
Kecamatan Km l;zﬂili?it::

(juta) % Jumlah (juta) (%)
Katingan Kuala 1,48 7,27 18,7 11,44 13
Mendawai 2,39 11,72 4,2 2,55
Kamipang 2,85 13,98 7,2 4,41
Tasik Payawan 0,81 3,96 7,9 4,88 10
Katingan Hilir 0,67 3,26 39,3 24,13 59
Tewang Sangalang Garing 0,90 4,43 13,1 8,03 15
Pulau Malan 0,65 3,17 10,5 6,46 16
Katingan Tengah 1,64 8,01 29,3 17,95 18
Sanaman Mantikei 2,77 13,58 10,9 6,71 4
Petak Malai 1,66 8,14 3,6 2,23 2
Marikit 2,12 10,37 6,8 4,18 3
Katingan Hulu 1,46 7,17 8,2 5,06 6
Bukit Raya 1,01 4,94 3,2 1,98 3

Total Kabupaten Katingan 20,411 100 163,1 100,00

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Katingan Hilir,
yaitu sebesar 59 Jiwa/Km?2, diikuti oleh Kecamatan Katingan Tengah
sebesar 18 jiwa/Km? dan Kecamatan Pulau Malan sebesar 16 jiwa/Km?2.
Sedangkan yang rendah tingkat Lkepadatan penduduknya yaitu
Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Petak Malai sebesar 2 jiwa/Km?2.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dapat dilihat dari nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua
pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin
meningkat. Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan
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ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian
PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga
telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga
konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan
PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

2011 2012 2013

Catatan : *) Angka Sementara

2014

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan
Tahun 2011-2021

2015

2016 2017

Catatan : **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

2018

2020

2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan pada periode tahun 2011
sampai dengan 2018 terjadi peningkatan, yaitu dari tahun 2011 sebesar
6,14 % sampai dengan tahun 2018 sebesar 6,59%, pada tahun 2018
sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,78%, yaitu pada
tahun 2019 pertumbuhan PDRB sebesar 5,81%, serta pada tahun 2020
terjadi penurunan signifikan hingga minus 3,25%, akan tetapi tahun 2021

kembali mengalami kenaikan menjadi 2,90%.

Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan

Pertambangan dan
Penggalian

Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

Transportasi dan
Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.5
PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

2017
1.807,76

570,87
1.023,56

1,89
2,98

827,19
502,20
484,54
152,28

48,24

2018
1.947,73

565,63
1.106,27

2,18
3,31

957,27
581,93
561,81
171,60

52,95

2019
2.103,92

536,46
1.225,74

2,35
3,59

1.044,34
650,96
644,46
192,21

60,44

2020*
2.216,14

432,08
1.292,92

2,61
3,99

955,85
655,09
653,08
191,67

71,14

2021**
2.493,49

361,17
1.506,28

2,79
4,59

1.089,89
663,19
741,94
208,89

80,73
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Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021**

Jasa Keuangan dan 77,208 82,09 91,15 103,95 117,42
Asuransi

Real Estate 188,74 218,57 243,10 242,50 221,87

Jasa Perusahaan 0,98 1,10 1,23 1,12 1,15

Administrasi 450,77 517,14 567,33 570,42 597,76

Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 351,61 396,64 448,00 474,36 509,81
Jasa Kesehatan dan 168,68 195,77 221,97 253,43 290,89

Kegiatan Sosial
Jasa lainnya 146,21 164,19 186,48 186,15 187,77

PDRB | 6.805,60 7.526,20 | 8.223,73 | 8.306,48  9.079,21
Catatan : *) Angka Sementara
Catatan : **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2021 didominasi pada beberapa sektor
diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.493,49 juta,
dan industri pengolahan sebesar 1.506,28 juta, selanjutnya PDRB
menurut lapangan usaha yang terkecil yaitu pada sektor jasa perusahan
dan Pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021**

Pertanian, Kehutanan, dan 1.260,9 1.341,4 1.428,6 1.396,4 1.429,1
Perikanan

Pertambangan dan 416,6 396,4 352,9 240,3 185,1
Penggalian

Industri Pengolahan 650,1 703,5 770,8 772,1 795,8

Pengadaan Listrik dan Gas 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Pengadaan Air, Pengelolaan 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang

Konstruksi 537,0 584,2 613,6 560,4 607,6

Perdagangan Besar dan 319,1 349,3 371,5 368,7 373,0
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

Transportasi dan 297,7 322,9 347,7 346,0 384,1
Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan 90,2 98,1 106,6 104,6 112,2
Makan Minum

Informasi dan Komunikasi 42,6 45,3 50,6 60,5 67,5

Jasa Keuangan dan Asuransi 55,9 57,5 62,3 71,2 77,3

Real Estate 118,5 128,4 138,7 135,1 121,4

Jasa Perusahaan 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Administrasi Pemerintahan, 286,0 309,9 330,6 322,7 345,2

Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 247,3 266,3 289,5 305,3 317,3

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 108,7 118,4 129 144,5 154,5
Sosial

Jasa lainnya 96,4 103,7 113,2 111,6 112,3

PDRB | 4.531,1 | 4.829,6  5.110,2 4.943,3 5.087,5
Catatan : *) Angka Sementara
Catatan : **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022
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PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
didominasi
diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.429,1 juta dan
industri pengolahan sebesar 795,8 juta,
lapangan usaha yang terkecil yaitu pada sektor jasa perusahan.

Lapangan Usaha Tahun 2021

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)

Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa lainnya

PDRB

Catatan : *) Angka Sementara
Catatan : **) Angka Sangat Sementara

2017
26,56
8,39
15,04
0,03

0,04
12,15
7,38

7,12
2,24
0,71
1,13
2,77
0,01
6,62
5,17
2,48

2,15
100

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

pada beberapa

sektor

selanjutnya PDRB menurut

2018
25,89
7,52
14,7
0,03

0,04
12,27
7,73

7,46
2,38

0,7
1,09
2,89
0,01

6,87
5,27
2,59

2,18
100

2019 2020*
25,82 | 26,68
6,63 | 5,20
14,75 | 15,57
0,03| 0,03
0,04 | 0,05
12,68 | 11,51

79 7,89
7,78 | 7,86
2,33 | 2,31
0,73 | 0,86

1,1 1,25
2,05 | 2,92
0,01 0,01
6,80 | 6,87
542 | 5,71
2,67 | 3,05
2,26 2,24
100 100

2021**
27,46
3,98
16,59
0,03

0,05
12,00

7,30

8,17
2,30
0,88
1,29
2,44
0,01

6,58

5,62
3,20
2,07

100

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 berdasarkan lapangan
usaha dengan nilai tertinggi pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
sebesar 27,46 persen dan industri pengolahan sebesar 16,59 persen.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

2017

3,21
7,99

7,44
3,4

4,33

2018
6,31
4,77
8,21
9,38

4,72

2019
6,57
11,5
9,57
4,09

3,21

2020*
-2,25
-31,91
0,17
9,16

10,59

2021**
2,35
-22,97
3,07
4,49

10,61
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Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021%**
Konstruksi 9,49 8,79 5,03 -8,67 8,41
Perdagangan Besar dan Eceran,; ) 1,17
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,19 9,49 6,35 0,75
Transportasi dan Pergudangan 7,42 8,47 7,70 -0,50 11,02
Pgnyedlaan Akomodasi dan Makan 8,59 8.75 8,71 -1,90 7,24
Minum
Informasi dan Komunikasi 4,96 6,43 11,54 19,74 11,48
Jasa Keuangan dan Asuransi 5,1 2,83 8,41 14,22 8,60
Real Estate 8,69 8,34 8,01 -2,55 -10,15
Jasa Perusahaan 4,87 5,84 7,24 -10,92 0,73
Admlmst.ras1 Pem.ermtal}an, Pertahanan 6,71 8,37 6,57 2,40 6,98
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 7,97 7,76 8,62 5,47 3,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,29 8,87 8,97 12,01 6,92
Jasa lainnya 7,49 7,57 9,18 -1,45 0,58
PDRB 6,56 6,59 5,81 -3,25 2,90

Catatan : *) Angka Sementara
Catatan : **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Perekonomian Kabupaten Katingan kurun waktu tahun 2017 sampai
dengan 2021 mengalami peningkatan maupun penurunan, pada periode
tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan, dimana Laju
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan 2017 mencapai 6,56 persen,
sedangkan pada tahun 2018 mencapai 6,59 persen, akan tetapi pada
tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,78 persen dan pada tahun 2020
terjadi penurunan signifikan yaitu sebesar 9,06 persen dengan nilai laju
pertumbuhan PDRB tahun 2020 minus 3,25 persen, kemudian kembali
mengalami peningkatan menjadi 2,90 persen pada tahun 2021.

2) Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah merupakan indikator penting untuk bahan
analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa
secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan
adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks
Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS
di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palangkaraya dan Kota Sampit.

Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam kurun waktu
2016-2020 mengalami peningkatan dan juga penurunan, pada tahun
2016 sebesar 1,91 persen, kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan
sebesar 3,68 persen, akan tetapi kembali mengalami penurunan pada
tahun 2019 sebesar 2,70 persen dan pada tahun 2020 sebesar 0,71
Persen.

Adapun inflasi di Kota Sampit dalam kurun waktu 2016-2020
mengalami peningkatan dan juga penurunan, pada tahun 2016 sebesar
2,46 persen, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup
signifikan yaitu sebesar 6,02 persen, selanjutnya mengalami penurunan
pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,02 persen dan 2020 sebesar 1,62
persen. Pada Tahun 2021 Inflasi di 2 Kota mengalami peningkatan, untuk
Kota Palangka Raya mengalami inflasi sebesar 2,58 persen sedangkan
Kota Sampit sebesar 4,62 persen.
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Tabel 2.9
Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2017-2021

Indeks dan IHK

Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Inflasi Kota 3,11 3,68 2,7 0,71 2,58
Palangkaraya
Inflasi Kota Sampit 3,29 6,02 2,02 1,62 4,62

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2022

3) PDRB Per kapita

PDRB Perkapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah,
maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun
ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar
penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang
tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB
Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala
atau per satu orang penduduk. Dalam kurun waktu 2016-2020 PDRB Per
kapita Kabupaten Katingan baik dengan ADHB atau ADHK mengalami
peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dirinci pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021

No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021*
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)
1 |ADHB 6.805,6 | 7.526,2| 8.236,8| 8.307,2| 6.127,5
2 [ADHK 4.531,1] 4.829,6| 5.110,0| 4.943,7| 4.252,0

Catatan : *) Angka Sementara
Catatan : **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Katingan dalam angka 2022

4) Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang
dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Gini
Ratio Kabupaten Katingan masuk kategori ketimpangan sedang karena
berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5, yaitu di tahun 2017 sebesar 0,266,
di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,301, dan 3 Tahun terakhir
mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2021 menjadi sebesar
0,230.

Tabel 2.11
Indeks Gini Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Kabupaten 0,266 0,301 0,274 0,252 0,230
Katingan

Sumber : BPS Provinsi Kalteng 2022

5) Indeks Pembangunan Manusia
Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan dapat
dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai
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barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran
kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar,
mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang
layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena
terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan
hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan
gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok
yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk
hidup layak.

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021
Tahun Kabupaten Katingan Provinsi Kalteng
2016 67,41 69,13
2017 67,56 69,79
2018 67,91 70,42
2019 68,55 70,91
2020 68,68 71,05
2021 68,89 71,25

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia tahun
2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun
2016 sebesar 67,41 dan pada tahun 2021 berada pada titik 68,89 hal ini
menggambarkan dari sisi pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat
Kabupaten Katingan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Namun
bila disandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah, IPM
Kabupaten Katingan masih dibawah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021

FOH7
69779
6913

=68:89

fate? UG. 00

/JJ
7.J

674

2016 2017 2018 2019 2020 2021

e Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022
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6) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah
indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang Thidup
berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku
secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Gambar 2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun
2016-2021 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun
2016 mencapai 10,1 ribu jiwa dengan garis kemiskinan 387.848 dan
persentase penduduk miskin sebesar 6,23 persen, dan pada tahun 2021
jumlah penduduk miskin yaitu 9,15 ribu jiwa dengan garis kemiskinan
498.487 dengan presentase penduduk miskin sebesar 5,25 persen.

Tabel 2.13
Angka Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021
. Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah
Penduduk

1 Miskin (000 10,1 9,51 8,73 8,51 8,23 9.15
jiwa)
Garis 38.

2 Kemiskinan ’48 412.113 420.418 434.609 474.056 498.487
Persentase

3 Penduduk 6,23 5,78 5,22 5,02 4,79 5,25
Miskin

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur
kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Murni, Angka
Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-rata
Lama Sekolah dan Rasio penduduk yang bekerja. Indikator ini mengalami
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perubahan pada setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam
hal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah.

a) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur
keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di
wilayah perdesaan.

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Katingan berfluktuatif setiap
tahunnya, akan tetapi bila dilihat perkembangannya secara keseluruhan
mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2017 sebesar 99,49 persen menjadi
99,78 persen pada tahun 2021. Namun demikian, pemerintah tetap akan
terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Data
angka melek huruf Kabupaten Katingan Tahun 2017 hingga 2021
ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2017-2021
Tahun Angka Melek huruf
2017 99,49
2018 99,29
2019 99,68
2020 99,20
2021 99,78

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

b) Rata - Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15
tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah
dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah
selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun,
tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa
memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama
sekolah Kabupaten Katingan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
mengalami kenaikan yaitu dari 8,64 pada 2017 menjadi 8,68 pada tahun
2021.

Tabel 2.15
Rata- Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021
Urai Tahun
ratan 2017 2018 2019 @ 2020 | 2021
Kabupaten Katingan 8,64 8,65 8,66 8,67 8,68

Provinsi Kalimantan 8,29 8.37 8,51 8.59 8.64
Tengah

Sumber : Provinsi Kalteng Dalam Angka 2022

c) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan merupakan
lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan
untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai
jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan meningkat
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setiap tahunnya yaitu 12,20 pada tahun 2017 menjadi 12,81 pada tahun
2021, secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.16
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Uraian LA
2017 2018 2019 2020 2021
Harapan Lama 12,20 | 12,21 12,51 12,67 12,81

Sekolah
Sumber : Provinsi Kalteng Dalam Angka 2022

d) Angka Umur Harapan Hidup

Tingkat Kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari
besarnya Usia/Angka Harapan Hidup penduduknya. Angka Harapan
Hidup Kabupaten Katingan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2017
Angka Harapan Hidup mencapai 65,53 tahun terus meningkat sampai
tahun 2021 yaitu 65,87 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang
lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga usia
mencapai 65-66 tahun. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Angka Umur Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
. Tahun
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021

Angka Harapan 6553 | 65,62 6570 | 6578 | 65,87
Hidup

Sumber : Provinsi Kalteng Dalam Angka 2022

e) Cakupan Penanganan Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.
pada tahun 2017 ditemukan 3 kasus gizi buruk klinis dengan cakupan
balita gizi buruk yang mendapat perawatan/penanganan sebesar 100
persen, untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 seluruh kasus gizi
buruk klinis yang ditemukan seluruhnya telah ditangani. Adapun
Cakupan Penanganan Gizi Buruk klinis di Kabupaten Katingan disajikan
dalam tabel berikut :

Tabel 2.18
Cakupan Penanganan Gizi Buruk Kabupaten Katingan
Tahun 2017-2021

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan Penanganan 100 100 100 100 100
Gizi Buruk (persen)
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022
Disamping penanganan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan/penanganan, Status Gizi Balita berdasarkan pengukuraan
antropometri menurut indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB sangat penting
untuk diketahui. Status gizi merupakan indikator penting, sehingga
ditetapkan sebagai salah satu sasaran dan target Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan 2015-2019, yaitu
menurunkan prevalensi balita gizi kurang (Underweight), prevalensi balita
kurus (Wasting) dan prevalensi balita pendek (stunting).

Berdasarkan hasil RISKESDAS tahun 2018 prevalensi stunting di
Kabupaten Katingan sebesar 33,26%, prevalensi balita kurus (wasting)
sebesar 9,9%. Berdasarkan hasil rekap e-PPGBM bulan Agustus 2020
didapatkan data prevalensi stunting pada balita usia 0-59 bulan sebesar
16,0% dari 5.555 balita yang diukur tinggi badannya, prevalensi wasting
sebesar 4,82% dari 5.562 balita yang diukur, dan prevalensi underweight
sebesar 8,85%. Sedangkan hasil rekap e-PPGBM tahun 2021 prevalensi
balita stunting sebesar 21,22%, prevalensi gizi buruk sebesar 0,74% dan
prevalensi gizi kurang sebesar 6,07%. Jumlah balita yang diukur status
gizinya sebanyak 7.253 balita dari 11.362 balita yang ada. Sedangkan dari
hasil survey status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting
sebesar 29,3%.

Dalam Rakortek pembahasan indikator kinerja pemerintah
daerah/kota tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 untuk
Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita tahun 2023
ditargetkan sebesar 7%, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)
pada Balita sebesar 20%.

f) Angka Kematian Ibu (AKI) atau Jumlah Kasus Kematian Ibu

Merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya
kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan,
persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan
nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Penurunan
AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu tujuan ke 3 yaitu tahun
2030 dipastikan masyarakat hidup sehat dan mempromosikan
kesejahteraan bagi semua, dengan cara mengurangi angka kematian ibu,
epidemik AIDS, pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Dalam perhitungan AKI ada persyaratan yang harus dipenuhi,
apabila jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 maka disebutkan
jumlah kasus kematian ibu saja karena tidak dapat dilakukan
perhitungan AKI nya.

Berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan
Anak (PWS-KIA) dan laporan kegiatan maternal dan perinatal, jumlah
kelahiran hidup dan jumlah kematian Ibu di Kabupaten Katingan pada
tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Jumlah Kelahiran Hidup dan Jumlah Kematian Ibu
Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021.

No. Tahun Jumlah Lahir Hidup Jumlah Kematian Ibu
1. 2017 3.094 3
2. 2018 3.298 4
3. 2019 3.379 7
4. 2020 3.244 3
5. 2021 2.637 4

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022
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Dari Tabel di atas menunjukkan dalam periode 5 tahun terjadi
fluktuatik jumlah kasus kematian ibu, dan tertinggi jumlah kasus
kematian ibu terjadi tahun 2019 sebanyak 7 kasus, ditahun 2021 jumlah
kasus kematian ibu sebanyak 4 kasus dari 2.637 jumlah lahir hidup.

Masih tingginya AKI di Kabupaten Katingan juga berkaitan dengan
tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan masih belum maksimal,
terutama yang berkaitan dengan masalah penanganan persalinan, terlihat
dari data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) persalinan dengan tenaga
kesehatan pada tahun 2020 sebanyak 3.020 persalinan (93,24%)
menurun menjadi sebanyak 2.510 persalinan (92,65%) pada tahun 2021
dari 2.709 jumlah persalinan, dimana seharusnya seluruh persalinan
(100%) harus ditangani tenaga kesehatan.

Dalam Rakortek pembahasan indikator kinerja pemerintah
daerah/kota tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 target
penurunan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Katingan tahun
2023 ditargetkan sebanyak 3 kasus kematian ibu

g) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang
berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu
tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi lebih tinggi dari
target yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Katingan masih cukup tinggi, hal ini dikarenakan AKB
merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan
dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayan perinatal.

Berikut Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan disajikan dalam
tabel ini :

Tabel 2.20
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2017 - 2021
No Uraian Llea
’ 2017 2018 2019 2020 2021
j, |JumlahKelahiran 5 6, | 3098 | 3379 | 3244 | 3.019
Hidup
5 Jumlah Kematian 9 35 45 20 53
Bayi
Angka Kematian
3. | Bayi (AKB) per 291 10,6 13,3 6,2 9,8

1000 Kelahiran
Hidup
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Katingan (2021)

h) Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan
faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita
seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan, selain itu
indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dalam
tingkat kemiskinan penduduk.

Berikut disajikan tabel AKABA di Kabupaten Katingan tahun 2017
sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut :
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Tabel 2.21
Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2017 - 2021
Tahun

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kematian
Balita (AKABA) per

L | 1000 K(elahira1)'1p 8,73 | 10,6 15,4 6,8 18,1
Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Katingan (2021)

i) Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama

Seminggu Yang Lalu

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas
sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Adapun perkembangan Penduduk Berumur 15
Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di
Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.22
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Selama
Seminggu Yang Lalu Tahun 2017-2021 (jiwa)

No. Lo 2017 2018 2019 2020 2021
Kegiatan

A, |Angkatan 77.142 | 82.596 | 86.166 @ 81.135 | 83.436
Kerja

1 | Bekerja 74.200 | 78.644 | 81.473 | 77.458 | 78.850

o | Pengangguran 2.942 3.952 4.693 4.677 4.586
Terbuka
Bukan

B. | Angkatan 39.801 | 36.257 | 35.561 | 45.102 | 46.172
Kerja

1 | Sekolah 10.660 8.617 7.678 9.854 7.056

o | Mengurus 25.156 | 24.825 | 24.867 | 27.806 | 30.824
rumah tangga

3 | Lainnya 3.985 2.815 3.016 7.442 8.292
Jumlah 116.943 | 118.853  121.727  127.237 | 129.608

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah penduduk
berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 jumlah penduduk berumur
15 tahun ke atas berjumlah 116.943 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja
sebanyak 77.142 jiwa dan 39.801 jiwa bukan angkatan kerja (63,45
persen penduduk yang bekerja). Pada tahun 2018 jumlah penduduk 15
tahun keatas berjumlah 118.853, dengan jumlah angkatan kerja
sebanyak 82.596 jiwa dan 36.257 jiwa bukan angkatan kerja (66,17
persen penduduk yang bekerja). Pada tahun 2019 jumlah penduduk
berumur 15 tahun ke atas berjumlah 118.853 jiwa, dengan jumlah
angkatan kerja sebanyak 82.596 jiwa dan 36.257 jiwa bukan angkatan
kerja. Pada tahun 2021 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas
berjumlah 129.608 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 83.436
jiwa dan 46.172 jiwa bukan angkatan kerja.
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j) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang
penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.
Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah
penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat
pengaguran terbuka Kabupaten Katingan pada periode tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2017
sebesar 3,81 persen dan di tahun 2019 meningkat menjadi 5,45 persen,
serta pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,69. Namun pada tahun 2021
mengalami penurunan menjadi sebesar 5,50 persen

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan
Tahun 2017-2021

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Kab. Katingan 3,81 4,78 5,45 5,69 5,50
Provinsi
Kalimantan 4,23 4,01 4,10 4,58 4,53
Tengah

Sumber : 1. Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022; 2. Provinsi Kalimatan Tengah Dalam
Angka 2022

k) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan penduduk yang termasuk Bukan Angkatan
Kerja adalah penduduk wusia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih
sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya
selain kegiatan pribadi. TPAK Kabupaten Katingan pada tahun 2017
sebesar 65,97 dan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2019
menjadi sebesar 70,79 dan pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi
sebesar 64,38.

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Katingan Tahun 2017-2021
. Tahun
Uraian
2017 2018 2019 @ 2020 2021
Kab. Katingan 65,97 | 69,49 | 70,79 | 64,55 | 64,38

Provinsi Kalimantan Tengah 67,74 | 70,03 | 69,68 @ 68,40 | 68,87

Sumber : 1. Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022; 2. Provinsi Kalimatan Tengah Dalam
Angka 2022

C. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga
a) Jumlah Group Kesenian

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Katingan
dimanfaatkan oleh kalangan seniman yang terdapat di Kabupaten
Katingan untuk memelihara budaya yang ada. Para pekerja seni yang ada
di Kabupaten Katingan umumnya mendirikan sanggar-sanggar seni
sebagai wadah mengasah kemampuan seninya. Adapun jumlah group
kesenian yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2021 dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2.25

Jumlah Group Kesenian di Kabupaten Katingan

Nama Sanggar

Sanggar “MIRAH MAMANGUN” Mirah
Kalanaman

Sanggar “SANGUMANG” SMKN-2 Kat. Hilir
Sanggar “KAMELOH BULAN” SMPN 1 Kat. Hilir
Sanggar “RIAK DANUM PAMBELUM” Kasongan
Sanggar “KAHARUM MANYAN” Petak
Bahandang

Sanggar “TARUNG RIWUT” Luwuk Kanan
Sanggar “SULUH KAHARAP SMADA JAYA”
Kasongan

Sanggar "JALAN PANGEN MARAWEI” Kamipang
Sanggar “PALAMPANG UTUS” Kasongan
Sanggar “PALAMPANG TARUNG” Kamipang
Sanggar “BETANG ITAH” Kasongan

Sanggar “TALENTA BANAMA MANUAH”
Kasongan

Sanggar “AMBAN BALANGA” Tumbang Lahang
Sanggar “HAPAKAT” Kasongan

Sanggar “ANAK TABELA” Kasongan

Sanggar “KARANG TARUNA PALAMPANG
TARUNG” Tumbang Tarusan

Sanggar “BUDAYA PANDEHEN” Kamipang
Sanggar Seni " PALAMPANG TARUNG"
Sanggar "BETANG ITAH"

Sanggar " TALENTA BANAMA MANUAH"
Sanggar Seni BUDAYA "TAMPUNG PENYANG"
SMP MUHAMMADIYAH Kec. Katingan Tengah
Sanggar Seni "PANDEHEN" SMP NEGERI 1
Kamipang

Sanggar Seni "PALAMPANG TARUNG" Desa
Tumbang Tarusan

Sanggar Seni BUDAYA "AMBAN BALANGA"
SMPN 4 Tumbang lahang

Sanggar Seni BUDAYA "TURUS PAMBELUM",
Kasongan

Sanggar Seni BUDAYA "PAJAWAN TIUNG",
Kasongan

Komunitas Seni Budaya "Tandak Intan Haring
Pajajewung"

Komunitas Silat Bangkui Desa Telaga
Komunitas silat kuntau "Singa Jambung"
Komunitas seni budaya Desa Keruing
Komunitas seni budaya Danau Biru

32 Sanggar HARUEI KALINGU RAWEIL.
Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan (2022)

Kecamatan

Katingan Tengah

Katingan Hilir
Katingan Hilir
Katingan Hilir

Tasik Payawan
Tasik Payawan
Katingan Hilir
Kamipang
Katingan Hilir
Kamipang
Katingan Hilir
Katingan Hilir
Katingan Tengah

Katingan Hilir
Katingan Hilir

Pulau Malan

Kamipang
Kamipang
Katingan Hilir
Katingan Hilir
Katingan Tengah

Kamipang

Tewang Sangalang
Garing

Katingan Tengah
Katingan Hilir
Katingan Hilir
Katingan Hilir
Kamipang
Katingan Hilir
Kamipang

Tewang Sangalang

Garing
Katingan Hulu
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b) Jumlah Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas
hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya
ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung
berkembangnya kesenian suatu daerah. Adapun Jumlah gedung kesenian
yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Jumlah Gedung Kesenian di Kabupatean Katingan
No. Nama Gedung Kecamatan
1. | Betang “BUKIT BATU” Bukit Batu Katingan Hilir
2. | Betang “KAYAU PULANG” Kasongan Katingan Hilir

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan 2022

c) Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolok
ukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang
olahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber
daya manusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung
dalam satuan 10.000 penduduk. Adapun Jumlah klub olahraga yang ada
di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Jumlah Group Klub Olahraga di Kabupaten Katingan

No Nama Klub Olahraga KECAMATAN
1 |PERBAKIN Katingan Hilir
2 |PSTI Katingan Hilir
3 |PBVSI Katingan Hilir
4 |IPSI Katingan Hilir
S5 |PERCASI Katingan Hilir
6 |PTMSI Katingan Hilir
7 |PODSI Katingan Hilir
8 |FORKI Katingan Hilir
9 |TI Katingan Hilir
10 |PERTINA Katingan Hilir
11 |PABBSI Katingan Hilir
12 |PASI Katingan Hilir
13 | PRSI Katingan Hilir
14 |PERBASI Katingan Hilir
15 |PSSI Katingan Hilir
16 |POBSI Katingan Hilir
17 |PERBASASI Katingan Hilir
18 |ISSI Katingan Hilir
19 | KODRAT Katingan Hilir
20 |PSJI Katingan Hilir
21 |PERKEMI Katingan Hilir
22 |FPTI Katingan Hilir
23 |PERSANI Katingan Hilir
24 |SOLDA Katingan Hilir
25 [IMI Katingan Hilir
26 |PERPANI Katingan Hilir
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No. Nama Klub Olahraga KECAMATAN
27 |PELTI Katingan Hilir
28 |IODI Katingan Hilir
29 |[PERSERONI Katingan Hilir
30 |GABSI Katingan Hilir
31 |PBSI Katingan Hilir

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan ,
(2022)

d) Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga
di suatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi
pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga.
Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk.

Jumlah sarana olahraga pada tahun 2021 tercatat sebanyak 13
sarana, adapun jumlah gedung olahraga yang ada di Kabupaten Katingan
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Katingan

No. Nama Club Olahraga/Kepengurusan Kecamatan

1. | Lapangan Sepak Bola Sport Centre Katingan Hilir

2. | Lapangan BASKET Sport Centre Katingan Hilir

3. | Lapangan VOLLEY BALL Sport Centre Katingan Hilir

4. | Lapangan BASE BALL/SOFT BALL Sport Katingan Hilir

Centre

5. | Lapangan ATLETIK Sport Centre Katingan Hilir

6. | Lapangan TAKRAW Sport Centre Katingan Hilir

7. | Lapangan TENNIS LAPANGAN Sport Centre | Katingan Hilir

8. | Lapangan PANJAT DINDING Sport Centre Katingan Hilir

9. | Lapangan SEPAK BOLA Buntut Bali Pulau Malan
10. | Lapangan SEPAK BOLA Mendawai Mendawai
11. | Lapangan SEPAK BOLA Pendahara Tewang Sangalang

Garing

12. | Lapangan SEPAK BOLA Samba Kahayan Katingan Tengah
13. | Lapangan BASKET Katingan Tengah Katingan Tengah

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan ,
(2022)

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum merupakan aspek menjelaskan
perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Katingan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
pemukiman, sosial, sedangkan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik,
perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,
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kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian,
perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.4.Aspek Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan
pelayanan dasar.

A.
1)

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar/APK

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap
jumlah penduduk kelompok wusia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan
jumlah siswa pada tingkat pendidikan PAUD/SD/SMP dibagi dengan
jumlah penduduk berusia 5 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017-2021
No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Pendidikan Anak Usia
1 Dini (PAUD) 78,74 91,91 92,41 92,67 23,41
2 | Sekolah Dasar (SD/MI) 108,0 | 118,86 | 11544 | 114,12 | 112,73
Sekolah Menengah
3 Pertama (SMP/MTs) 98,65 89,58 77,73 78,27 80,13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan 2022
2) Angka Partisipasi Murni/APM

APM merupakan indikator yang bisa digunakan dalam mengukur
kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Murni Proporsi
penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni Tahun 2017-2021
No Uraian Tahun
2017 | 2018 | 2019 2020 | 2021
Pendidikan Anak Usia Dini
1 (PAUD) 62,83 | 51,83 | 63,03 | 58,01 | 22,74
2 | Sekolah Dasar (SD/MI) 93,24 100 99,87 | 99,85 | 99,78
Sekolah Menengah Pertama
3 (SMP/MTs) 71,18 | 76,28 | 76,05 | 75,98 | 76,13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan 2022

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Katingan tahun 2021 mengalami
kenaikan dan penurunan, yang mengalami kenaikan APM sekolah
menengah pertama (SMP/MTs) tahun 2021 mencapai 76,13 Sedangkan
yang mengalami penurunan pada APM Sekolah Dasar tahun 2021 sebesar
99,78 dan APM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2021 mengalami
penurunan mencapai 22,74..
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3)

terhadap

Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan

penduduk

usia

sekolah.

Angka
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Partisipasi

sekolah

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.
Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan penduduk usia sekolah yang
sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan
Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017-2021

No Uraian iahiun

2017 2018 2019 2020 2021
1 | Usia 5-6 Tahun NA NA NA 123,32 | 123,88
2 | Usia 7-12 Tahun 100 100 99,88 99,85 99,78
3 | Usia 13-15 Tahun 96,38 97,64 95,67 96,76 97,69
4 | Usia 16-18 Tahun 72,89 74,04 69,91 69,93 69,81
5 | Usia 19-24 Tahun 16,04 13,01 22,19 23,65 NA

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat per usia sekolah yaitu usia 7-
12 tahun, usia 13-15 tahun, usia 16-18 tahun, dan usia 19-24 tahun. Di
Kabupaten Katingan pada tahun 2021, Angka Partisipasi Sekolah yang
paling tinggi yaitu pada usia 7-12 tahun, dengan APS sebesar 99,78%,
artinya hampir semua penduduk yang berusia 7-12 tahun sedang
mengenyam pendidikan. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling
rendah di Kabupaten Katingan yaitu usia 19-24 tahun atau perguruan
tinggi tidak diketahui.

4) Rasio Murid Guru Sekolah Dasar dan Menengah
Rasio Murid terhadap Guru adalah jumlah murid tingkat pendidikan
per 10.000 jumlah murid menurut tingkat Pendidikan. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk
mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu
pengajaran. Rasio Murid Terhadap Guru di Sekolah Dasar dan Menengah
di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah
di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

. Tahun
NO Uraian 2018 [ 2019 |2020 |2021
1 Rasio Murid Terhadap Guru SD 14:1 [15:1 [12:1 |14:1
2 Rasio Murid Terhadap Guru SMP |[12:1 |12:1 [11:1 |12:1

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2022

Nilai rasio yang kecil tersebut bisa menjadi keuntungan karena beban
pekerjaan guru tidak terlalu berat, namun hal ini juga dapat menjadi
sebuah tanda bahwa jumlah penduduk yang bersekolah hanya sedikit,
sehingga hal ini apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan di
kemudian hari. Jika dikaji dari sudut padang berupa kondisi Kabupaten
Katingan yang memiliki banyak wilayah terpencil, analisis rasio
murid/guru ini juga perlu memperhatikan distribusi guru dan murid yang
ada.
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B.
1)

Kesehatan
Angka Kematian Bayi
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Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang
berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu
tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang sensitif
terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan,
terutama pelayan perinatal. Perkembangan kematian bayi di Kabupaten
Katingan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2017 - 2021
No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1, |Jumlah Kelahiran 3.094 | 3.298 | 3.379 | 3.244 | 3.019
Hidup
2. | Jumlah Kematian Bayi 9 35 45 20 53
Angka Kematian Bayi
3. | (AKB) per 1000 2,91 10,6 13,3 6,2 9,8

Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2022
2) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) per satuan balita
Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk
menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka
diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan
kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap
posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan
Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Adapun
jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Katingan , tahun 2017 dengan
jumlah 203, pada tahun 2018 posyandu mengalami kenaikan menjadi
210, dan pada tahun 2019 posyandu kembali mengalami penurunan
signifikan menjadi 203 dan tahun 2020 bertahan dengan jumlah 203.
Pada tahun 2021 jumlah posyandu bertambah menjadi 204.

Tabel 2.34
Rasio Posyandu di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
No Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1. | Jumlah Posyandu 203 210 203 203 204
2. | Jumlah Balita 13.640 | 17.189 | 14.142 | 14.554 | 12.341
3. | Rasio Posyandu per 100 Balita 1,5 1,2 1,4 1,4 1,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2022

3)

bentuk pemberdayaan masyarakat

Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan
bidang kesehatan.
puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di

di

Melalui
daerah

perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh
berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu
merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam
cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan
agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.
Adapun jumlah puskesmas dan puskesmas yang tersebar di 13

11-23



RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023

Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah
ini :

Tabel 2.35
Rasio Puskesmas di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021
Tah

N Indikator a1un
o 2017 2018 2019 2020 2021
1. | Puskesmas 16 16 16 16 16
2. | Puskesmas Pembantu 111 114 114 114 123
3. | Jumlah Penduduk 1653 | 167,7 | 170,0 | 162,2 | 163,099

(ribu)

Rasio Puskesmas per
4. 30.000 penduduk 2,90 2,86 2,82 2,96 2,94
5 Rasio Pustu per 10.000 6,72 6,80 6,71 7.03 7.54

penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 2022
4) Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis
profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita
oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah
rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan
fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Adapun jumlah
fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 berjumah 1 (satu) rumah sakit.

Tabel 2.36
Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Tahun
Indikat

No naikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. | Rumah Sakit 1 1 1 1 1
g, |Jumlah Penduduk 165,3 | 167,7 170,0 | 162,2| 163,1

(ribu)

Rasio Rumah Sakit
3. | per 100.000 0,65 0,68 0,70 0,62 | 0,63

penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 2022

S)

Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100. Adapun cakupan

kujungan bayi di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
= Indikat Tahun
° ndikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 g:;‘fpan Kunjungan 92,3 94,6 93,8 | 8326 | 84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2022
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6) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization (UCI)
adalah jumlah desa atau kelurahan UCI dibagi dengan jumlah seluruh
Desa atau Kelurahan dikali 100. Adapun Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Children Immunization yang ada di Kabupaten Katingan
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

= Indikat Tahun
o- ndikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Cakupan
Desa/Kelurahan
1 Universal Children 60,3 80,7 714 75,2 126
Immunization

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa cakupan
Desa/Kelurahan Universal Children Immunization di Kabupaten Katingan
pada kurun waktu tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung
antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten
Katingan. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian
di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa
angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan
darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan
dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik
nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi
panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi
kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Panjang Jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2020 adalah
808,665 Km dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, hanya
215,208 Km dalam kondisi baik dan 247,158 Km dalam kondisi Mantap,
serta pada tahun 2021 jalan kondisi mantap sebesar 41,47 persen jika
dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.
Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan mantap
yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2017 — 2021 disajikan pada tabel
dibawah ini :

Tabel 2.39
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dan Mantap
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Kondisi Jalan 2017 2018 2019 2020 2021
Panjang Jalan Kondisi 146,83 | 161,885 | 208,718 | 215208 | 264,246
Baik (km)

Panjang Jalan Kondisi 250,79 | 266,611 | 237,747 | 247,158 | 292,266
Mantap (km)
Panjang Jalan

Kesclurahan (km) 794,37 | 797,61 807,59 808,665 | 817,544
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Kondisi Jalan 2017 2018 2019 2020 2021

Proporsi Panjang Jalan

Kondisi Baik (%) 18,48 20,30 25,84 26,61 32,322

Proporsi Panjang Jalan

Kondisi Mantap (%) 31,57 33,43 29,4 30,56 35,749
Sumber : DPUPRHub Katingan Tahun 2022
2) Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan

pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air
irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori
yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok
jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan
air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang
terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks
tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Adapun Jaringan
Irigasi yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :

Tabel 2.40
Jaringan Irigasi di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021
Uraian 2018 2019 2020 2021
Luas Irigasi Kabupaten
Dalam Kondisi Baik (Ha) 3400 3527 2.773,95 | 2.580,55
Luas Daerah Irigasi Rawa —
Rusak Berat (Ha) 1839 994 2.087,45 | 2.949,20
Luas Daerah Irigasi Rawa —
Rusak Sedang (Ha) 949 1447 1.445,30 | 1.105,95
Luas Daerah Irigasi Rawa —
Rusak Ringan (Ha) 612 1086 1.066,30 737,30
Luas Irigasi Kabupaten (Ha) 7373 7373 7.373 7.373,00
Persentase Irigasi
Kabupaten Dalam Kondisi 46,11 47,83 38 35,00
Baik (%)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan
, Data Teknis Irigasi (Krisna DAK Tahun 2019-2021)

3) Panjang Jalan

Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Katingan pada

tahun 2018 hingga 2021 secara keseluruhan mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Adapun panjang jalan menurut jenis permukaan di
Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Panjang Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021
- Tt Tahun
o raian 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Permukaan Aspal (km) 272,332 | 279,941 | 285,349 | 299,206
2 | Permukaan Kerikil (km) 10,092 8,912 9,918 11,739
3 | Permukaan Tanah (km) 480,136 | 483,682 | 478,343 | 471,214
4 | Permukaan Lainnya (km) 35,055 | 35,055 | 35,055 0,345
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5 | Panjang Jalan Keseluruhan (km) | 797,61 | 807,59 | 808,665 | 817,544

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

D. Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1) Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di
Kab/Kota yang ditangani
Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang
ditangani selama tahun 2020 adalah 48,139% (LPPD Tahun 2020)
sedangkan data tahun sebelumnya tidak tersedia. Selain itu, jumlah unit
RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang berkurang di tahun 2020 sebesar
18,9585 (LPPD Tahun 2020) sedangkan data tahun sebelumnya tidak
tersedia.

2) Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh
kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam
kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang
layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang
sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.
Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum
dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang
terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 2.42
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di
Kabupaten Katingan, 2018-2021

Uraian 2018 2019 2020
Sumber Air Utama untuk Minum 37,57 39,69 41,04
(air kemasan, air isi ulang &
leding)
Air minum bersih 59,65 72,82 80,55
Fasilitas Tempat Buang Air Besar 68,04 81,78 82,26
sendiri
Fasilitas Tempat Buang Air Besar 53,34 67,22 61,58
sendiri/ bersama dengan tangki
septik
Sumber penerangan utama listrik 98,26 98,25 98,85
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2019-2021
E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan)

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten
adalah jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah
pelanggaran K3 dikali 100. Adapun Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disajikan
pada tabel berikut.
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Tabel 2.43
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman,
keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Tahun

Indikator 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100 100 100 100 100
(ketertiban, ketrentaman, keindahan)

Sumber : Satpol PP Kabupaten Katingan, 2022

2) Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten diukur dalam
waktu tanggap penanganan kebakaran yang mengukur rata-rata waktu
tanggap penanganan kebakaran, dimana rata-rata waktu tanggap adalah
jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu
satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran dan tingkat
waktu tanggap penanganan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan adalah 100%.

F. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang
merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan
fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang
serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan
wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,
atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pada urusan sosial ini ditunjukan oleh masih tingginya tingkat
kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS), dimana permasalahannya adalah :

a) Masih rendahnya pendidikan dan tingkat kompetensi angkatan kerja;

b) Belum optimalnya penanganan bencana sosial;

c) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak,
perempuan dan trafficking;

d) Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial;

e) Masih rentan terhadap konflik sosial.

1) Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Kabupaten Katingan tidak terlepas dari masalah PMKS. Masalah
kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang
oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak
diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi
persoalan di Kabupaten Katingan yaitu fakir miskin, penyandang cacat
dan lanjut usia terlantar.

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan
sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk
dalam PMKS dan mendapatkan bantuan sosial. Berikut adalah tabel
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan selama
Tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 2.44
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Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

2]23'%7 igggl 157 (APBD)
ufltuk Korban 22.423 KPM
15 30(APBD) | . Banji) (BTT APBD
Jumlah Kelompok fakir miskin, | (APBD) | 15(APBD untuk Korban
. (KAT) | 5.868 KPM (BTT .
KAT dan PMKS lainnya yang 146 Prov) Banyjir)
o 5.768 APBD untuk
diberi bantuan (APBN) 236 500 KPM (BTT
(APBN (APBN) penanganan Covid 19)
Covid-19)
6.336 KPM 6.261 KPM
(APBN) (APBN)

Jumlah Kelompok fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya yang 1.124 1.124 10.710 37.938 30.147
seharusnya diberi bantuan

Persentase Kelompok fakir
miskin, KAT dan PMKS lainnya 14,3 21 55,36 91,68 97,34
yang diberi bantuan (Persen)

Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS) 32 32 20 20 20
yang dilatih (KK)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi
perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga
Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data
Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan
dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan
meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi
dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah.
Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan
memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan
sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga
peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan
kondisi disabilitasnya.

Tabel 2.45
Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2021

Indikator 2018 2019 2020 2021
Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat 2.969 3.009 3.542 3.517
PKH
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022
3) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi adalah menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat
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di satu wilayah. Adapun Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo
dan panti rehabilitasi di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti
Rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2017 - 2021

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi (unit)

Sumber : Katingan dalam angka 2022

2.1.5.Aspek Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar
A. Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah
ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami
perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan
Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator
ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang
aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu
waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok
umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya
memiliki pola huruf ”"U” terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24)
tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih
banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada
kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka
masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.47
Tingkat Parstisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021

Tlngkat Partisipasi Angkatan 62,49 70,79 64,55 64.38
Kerja (persen)

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2022

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk Dalam Angkatan kerja (15
sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum
mendapatkannya. Angka pengangguran di Kabupaten Katingan cenderung
mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 3,81 persen, mengalami
peningkatan di tahun 2018 menjadi 4,78 persen dan naik kembali di tahun
2019 menjadi 5,45 persen. Serta pada tahun 2020 sebesar 5,69, dan pada
tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen menjadi 5,50.
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan disajikan
pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.48
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat Pengangguran 3,81 4,78 5,45 5,69 5,50
Terbuka (persen)

Sumber : Kabupaten Katingan dalam Angka 2022

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan
penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi,
administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan
pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif
di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju
kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur
dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta,
besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah
proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap
jumlah seluruh pekerja perempuan dikalikan 100. Adapun Persentase
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.49
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga 44,22 46,37 48,02 49,67 51,32
pemerintah

Sumber : DP3AP2 KB Kabupaten Katingan, 2022

2) Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu
tahun per 1.00 rumah tangga dikalikan 100. Rasio KDRT di Kabupaten
Katingan Tahun 2016 sebesar 0,012, meningkat di tahun 2018 menjadi
0,016 dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 0,032. Pada 2 (dua)
tahun terakhir mengalami penurunan hingga 0,004 pada tahun 2021.

Tabel 2.50
Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021
Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Rasio KDRT 0,012 | 0,004 | 0,016 | 0,032 | 0,004 | 0,004

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

3) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan adalah jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan
anak yang terselesaiakan dibagi dengan jumlah pengaduan perlindungan
perempuan dan anak. Adapun Penyelesaian pengaduan perlindungan
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perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Katingan
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit
Pelayanan Terpadu (%)

Indikator 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas | 100 100 100 | 100 100
terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu (%)
Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2022

C. Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang
kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb, sedangkan
Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam
negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin
pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi
kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan pada tahun 2017
sebanyak 45.170 ton beras dan 608,304 ton daging, meningkat di tahun
2021 menjadi 46.809 ton beras dan 646,330 ton daging. Ketersediaan
pangan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Beras (ton) 45.170 50.336 | 22.204,83 | 48.459,58 | 46.809,00
Daging (ton) :
Sapi Potong (kg) 420.144 | 318.823 331.500 116.837 140.043
Kerbau (kg) 1.805 902,5 722 1083 2.078
Kambing (kg) 11.132 19.123 12.327 12.854 13.417
Babi (kg) 175.223 | 360.955 284.719 370.454 490.792
Ayam Buras (ekor) 78.853 | 100.369 92.703 100.723 101.793
Ayam Ras 26.5013 | 623.310 | 2.087.655 118.447 177.146
Pedaging (ekor)
Itik /Entok (ekor) 5.085 5.919 6.179 12.630 21.499
Produksi Perikanan
Tangkap :
Ikan Perikanan Laut 2.251,10 2053 2005,53 2132,09 2.332,09
(ton)
Ikan Perairan Umum 3.736,28 | 3076,20 3108,61 3149,73 4.767,91
(ton)
Produksi Perikanan
Budidaya :
Ikan Perikanan Laut 0 0 0 0 0
(ton)
Ikan Perikanan Umum | 4.064,75 | 4093,17 3535,89 3550,455 3.412,51
(ton)

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Katingan (2021); Kabupaten
Katingan Dalam Angka (2018-2022)
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D. Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti
kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Katingan selalu
berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak
atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan
pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang
memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan
atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui
mediasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan Pemerintah
Daerah hingga tahun 2021 pencapaiannya sudah mencapai 100% (LPPD
Kabupaten Katingan Tahun 2021).

E. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk
hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih
dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga
tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal
yang sederhana namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari
masing-masing indikatornya dan memberikan kesimpulan cepat dari suatu
kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu serta dijadikan
sebagai acuan bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam
mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun IKLH Kabupaten Katingan tahun 2016 mencapai 76.18;
tahun 2017 sebesar 75,00; tahun 2018 tidak tersedia; tahun 2019 mencapai
76,32; dan tahun 2020 sebesar 75,07. Capaian IKLH tahun 2021 mengalami
penurunan menjadi 73,45 poin dari target 75,55.

Tabel 2.53
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021
Uraian 2018 2019 2020 2021

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (2018-2021)

74,73 | 77,62 | 74,67 73,45

1) Persentase Penanganan Sampah
Adapun fokus penanganan sampah yang merupakan salah satu untuk
meningkatkan sanitasi lingkungan dicapai dalam tabel berikut :

Tabel 2.54
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan
Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Presentase Jumlah - - 13,92 41,66 64,00
Sampah yang Tertangani
(%)

Volume sampah yang 20.000 |11.315 |25.943 |7.755 23.612
ditangani (m?3)/hari

Volume produksi sampah | 47.457 |25.915 | 18.632 |3.230 36.914
(m3)/hari

Persentase tempat 42,14 1.06 1.06 3.18 2,87
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Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

pembuangan sampah
persatuan penduduk
(persen)

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan (2017-2021)

2) Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah Jumlah kasus lingkungan
yang dapat diselesaikan pemda berbagi dengan jumlah kasus lingkungan
yang ada. Persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten
Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.55
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Jumlah kasus lingkungan yang
diselesaikan Pemerintah 1 1 1 4 2

Daerah (kasus)

Jumlah kasus lingkungan yang

ada (kasus) L L L 4 2

Pfersentase Penegakan Hukum 100 100 100 100 100
Lingkungan (persen)

Sumber : LPPD Kabupaten Katingan (2017-2021)

3) Tutupan Lahan

Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan
bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 wilayah Kabupaten Katingan masih
sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan
sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Katingan
masih cukup efisien. Berikut ini disajikan data tutupan lahan di
Kabupaten Katingan.

Tabel 2.56
Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan
No. Tutupan Lahan Luas (ha) Pers(c:/zl)tase
1 Hutan lahan kering primer 187.729,38 9,19
2 Hutan lahan kering sekunder 550.006,12 26,93
3 Hutan tanaman 7.217,58 0,35
4 Semak belukar 127.009,19 6,22
5 Perkebunan 68.077,45 3,33
6 Pemukiman 3.450,58 0,17
7 Tanah terbuka 40.467,89 1,98
8 Tubuh air 17.027,00 0,83
9 Hutan mangrove sekunder 5.337,10 0,26
10 | Hutan rawa sekunder 475.023,29 23,26
11 | Semak belukar rawa 251.234,79 12,30
12 | Pertanian lahan kering 26.756,89 1,31
13 Pertanian lahan kering campur 190.869,11 9,35
semak
14 | Sawah 20.042,55 0,98
15 | Transmigrasi 1.239,34 0,06
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No. Tutupan Lahan Luas (ha) Pers(c: /Zl)tase
16 | Tambang 26.222,84 1,28
17 | Rawa 44.288,90 2,17
Total 2.042.000,00 100,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

F. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang
sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi
kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di
sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi
kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan
publik dan pembangunan sektor lain.
1) Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang
wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan
pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan
sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte,
NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara
Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan
penduduk didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia>17
tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah
menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Katingan disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2.57
Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk
Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Rasio penduduk ber
KTP satuan penduduk | 90,58 95,69 98,24 99,64 99,40
(%)

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021

2) Persentase Bayi Berakte Kelahiran

Persentase bayi berakte kelahiran adalah jumlah penduduk ber KK
dibagi dengan jumlah penduduk yang telah menikah dikalikan 100.
Adapun Persentase bayi beraktee kelahiran dapt dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.58
Persentase Bayi Berakte Kelahiran
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase bayi berakte
kelahiran (%) 83 84 92,05 | 92,5 93,7

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021
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Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kabupaten

Katingan dalam periode Tahun 2017 sampai

berstatus “Sudah”.

4)

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

dengan Tahun 2021

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten adalah Ada
atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala kabupaten.
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten di Kabupaten
Katingan dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 2.59
Persentase Ketersediaan Database Kependudukan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 | 2018 2019 2020 2021
Ketersediaan database
kependudukan skala Ada Ada Ada Ada Ada
kabupaten (ada/tidak)

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan 2022

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pekembangan status desa di Kabupaten Katingan berdasarkan
Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 — 2021 ditampilkan pada tabel

berikut :

Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020

Tabel 2.60
Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat

Uraian Status Desa 2018 2019 2020 2021
Mandiri 0 0 1 2
Maju 1 2 5 11
Berkembang 12 37 51 64
Tertinggal 65 95 91 73
Sangat Tertinggal 76 20 6 4
Jumlah 154 154 154 154

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Katingan, 2022

1)

Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif berbagi dengan
jumlah PKK dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten
Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.61
Persentase PKK Aktif
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian

2017

2018

2019

2020

2021

Persentase PKK Aktif
(%)

100

100

100

100

100

Sumber : DPMD Kabupaten Katingan, 2022
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H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana salah satu
program dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengendalikan populasi
penduduk yang terus meningkat. Keluarga Berencana itu sendiri memiliki
arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan
membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana
berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program
penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan.
Disamping itu program keluarga bertujuan utuk membangun keluarga
kecil yang bahagia dan sejahtera.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam
rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat
terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target
dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini
menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik.
Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena
realisasi capaian belum mencapai target.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Salah satu indikator
keberhasilan keluarga berencana adalah meningkatkan angka pemakaian
kontrasepsi/CPR. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi
Jumlah Aseptor KB di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100.
Berikut Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR keluarga di Kabupaten
Katingan :

Tabel 2.62
Angka Pemakaian Kontrasepsi
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Angka Pemakaian
Kontrasepsi/CPR 78,51 79.76 81,95 82,42 97,56

Sumber :1. DPBAP2KB Kabupaten Katingan Tahun 2021
2. Katingan dalam angka 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilhat terjadi peningkatan
jumlah pemakaian kontrasepsi dari tahun ke tahun hal ini seiring dengan
meningkatnya jumlah PUS yang menjadi Aseptor KB.

I. Perhubungan
1) Jumlah Terminal Angkutan Jalan

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam
transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya
penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat
dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang.
Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra
dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang
merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar
dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda
transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang
dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi
penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya. Jenis
dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021 disajikan
pada tabel berikut.
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Tabel 2.63
Jenis dan Jumlah Terminal
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Lok 2017 2018 2019 2020 2021
Terminal
Kelas C 1 0 0 0 0
(unit)

Sumber : DPUPRHUB Kabupaten Katingan 2022

2) Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan

Pengujian kelayakan kendaraan bermotor angkutan jalan bertujuan
untuk menjamin keselamatan moda transportasi yang dioperasikan
mengangkut orang dan barang hingga dapat mencegah kecelakaan dalam
berlalu lintas. Pelaksanakan pengujian kelayakan angkutan jalan di
Kabupaten Katingan mulai tahun 2016 hingga tahun 2018, pada tahun
2019 hingga 2021 Kabupaten Katingan tidak ada melakukan pengujian
kelayakan angkutan jalan hal ini disebabkan karena peralatan yang
digunakan untuk pengujian tidak memenuhi standart akreditasi
pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian
Perhubungan.

Tabel 2.64
Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Kendaraan
bermotor 989 875 35 0 0
angkutan jalan
(KIR) (unit)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan,
2021

3) Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu pada tahun 2018 berjumlah 21 unit,
sedangkan pada tahun 2019 tidak ada pemasangan rambu-rambu akibat
dari rasionalisasi anggaran yang ada di Kabupaten Katingan.Pemasangan
rambu-rambu di Kabupaten Katingan mulai tahun 2018 sampai dengan
tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Pemasangan Rambu-rambu
di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

Uraian 2018 2019 2020 2021
Rambu—rambq yang 21 ) 46 30
Terpasang (unit)

Sumber : DPUPRHUB Kabupaten Katingan 2022

4) Izin Trayek
Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dan
barang pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum
untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Sejak tahun 2016 ijin
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trayek seperti mikrolet sudah tidak aktif lagi, hal ini disebabkan karena
masyarakat peminat angkutan umum telah beralih dan lebih memilih
menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi berupa roda dua
maupun roda empat, demikian halnya untuk moda transportasi sungai
yang mulai ditinggalkan dengan memanfatkan jaringan infrastruktur
darat yang sudah mulai terbuka. Banyaknya izin trayek di Kabupaten
Katingan Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021
Kategori 2017 2018 2019 2020 2021

Izin Trayek Angkutan
Jalan

Izin Trayek Angkutan

Sungai

Sumber : DPUPRHUB Kabupaten Katingan 2022

5) Dermaga Sungai

Sungai Katingan yang berada di Kabupaten Katingan memiliki
panjang 650 km, lebar 250 m, kedalaman berkisar 3-7 m, dan alur sungai
yang bisa dilayari 520 km. Transportasi sungai sejauh ini masih menjadi
andalan bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Katingan, untuk
mengangkut orang dan barang maupun kendaraan. Oleh karenanya,
Pemerintah Kabupaten Katingan membangun dermaga sungai guna
mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Adapun dermaga
yang tersedia di Kabupaten Katingan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.67
Dermaga Sungai yang Tersedia di Kabupaten Katingan

Tahun 2018-2021

Jenis Dermaga Sungai 2018 2019 2020 2021
Dermaga Bongkar Muat/ 28 28 28 28
Tambatan (unit)

Dermaga Penyeberangan (unit) 15 15 15 15
Total (unit) 43 43 43 43

Sumber: DPUPRHUB Kabupaten Katingan 2022

Adapun jumlah orang/barang melalui dermaga yang tersedia di
Kabupaten Katingan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.68
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga di Kabupaten Katingan
Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Orang 7.335 | 7.476 | 7.683 | 7.671 7.572
Melalui Dermaga

Sumber : DPUPRHUB Kabupaten Katingan 2022

J. Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di tingkat Kecamatan Salah satu indikator keberhasilan
penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan
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Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di
tingkat Kecamatan. Formulasi untuk Cakupan Pengembangan dan
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan
adalah Jumlah KIM dibagi Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota
dikalikan 100%, berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sampai dengan saat ini
belum tersedia.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui akses
masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika menggunakan
tabel dibawah ini :

Tabel 2.69
Persentase Penduduk Mengakses Layanan Komunikasi dan
Informatika di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

Uraian 2018 2019 2020 2021
Persentase Penduduk Dalam 3
Bulan Terakhir Mengakses 30,25 33,66 36,80 45,39

Internet (%)

Persentase Penduduk Berumur
5 Tahun ke Atas yang
Menggunakan Telepon Seluler
Dalam 3 Bulan Terakhir (%)

73,24 74,77 72,60 77,04

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka, (2018-2021)

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas azas kekeluargaan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan.
1) Persentase Koperasi Aktif

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam
meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian
masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat
bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur.

Tabel 2.70
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Koperasi
AKHif (unit) 116 88 83 90 97
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Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Seluruh 202 207 194 204 211
Koperasi (unit)

Persentase

Koperasi Aktif (%) 57,42 42,51 42,78 44,12 45,97

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, 2022

2) Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi
dengan jumlah seluruh UKM. Persentase Usaha Mikro dan Kecil adalah
jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Patut
diketahui, UU Cipta Kerja sudah merubah sebagian ketetapan yang
berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perihal Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satu ketetapan yang
diubah yakni mengenai kriteria dari UMKM itu sendiri. Hal ini diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) UMKM pada Pasal 35 PP UMKM
2021.

Kriteria UMKM seperti yang disebutkan di bawah mengubah
klasifikasi UMKM yang ada, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.66
dimana jumlah usaha menengah pada tahun 2020 sebelumnya ada 2
menjadi tidak ada atau O, hal ini disebabkan oleh klasifikasi UKM yang
sebelumnya merupakan usaha menengah, berubah jadi usaha kecil,
sedangkan usaha kecil yang ada berubah klasifikasi menjadi usaha mikro.
Adapun penambahan data jumlah usaha mikro secara signifikan pada
tahun 2021 merupakan hasil monitoring UKM yang dilakukan pada tahun
2021.

Tabel 2.71
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Jumlah Usaha Menengah NA 0 9 9 0
(unit)

Jumlah Usaha Kecil (unit) NA 81 397 399 2
Jumiah Usaha Milsro NA 1445 | 1160 | 1206 | 3248
(unit)

flf;?tl)ah Seluruh UKM NA 1526 | 1559 | 1607 | 3250
Persentase UKM (%) NA 100,00 | 99,87 | 99,88 | 100,00

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, 2022

3) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM adalah jumlah UKM aktif non

BPR/LKM UKM. Berdasarkan data pada tabel 2.67, seluruh UKM yang
ada di Kabupaten Katingan merupakan UKM non BPR/LKM UKM

Tabel 2.72
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah UKM non
BPR/LKM UKM (unit) NA 1526 1559 1607 | 3250

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan 2022
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L. Penanaman Modal

Penanaman Modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman
Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik
Indonesia. = Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten
Katingan. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti
mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa,
mendorong eksport non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi,
membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.
1) Jumlah Investor

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala
nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin
banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan
ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa
ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Adapun
jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan
Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah investor
PMDN (unit) 99 107 119 63 54
Jumlah Investor
PMA (unit) 16 16 14 10 10
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan ,
2022

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.74
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Realisasi PMDN Tahun 1.124.980.14 | 848.775.526.0 | 3.790.278.623 | 4.171.745.209. | 7.112.964.499.
Evaluasi 8.645,00 19,00 .286 352,80 639,10
Realisasi PMDN Tahun 237.496.700. | 1.124.980.148 | 848.775.526.0 | 3.790.278.623. | 6.343.693.888.
Sebelum Evaluasi 000,00 .645,00 19 286,00 007,14
Kenaikan/Penurunan

Nilai Realisasi PMDN (%) 373,68 -24,55 346,56 10,06 12,13
Jumlah nilai Investasi 112;22(;(1)3 848'775'?3668 3.790.278.623 | 4.171.745.209. | 7.112.964.499.
PMDN (Rupiah) ) ’ ’ .286,00 352,80 639,10

1.219.881.97 | 1.875.572.532

Jumlah nilai investasi 1.852.401.015 | 2.171.948.678. | 2.118.845.977.
PMA (Rupiah) 4.652,41 132,41 342,41 654,34 565,74
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan,
2022
3) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi
PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu
berbading dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100. Adapun
Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.75
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021 (jutaan)

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi Tahun 1.124.980.14 | 848.775.526.0 | 3.790.278.62 | 4.171.745.209 | 7.112.964.499
berkenaan (Rp.) 8.645,00 19,00 3.286 .352,80 .639,10
Realisasi Tahun Yang 237.496.700. | 1.124.980.148. | 848.775.526. | 3.790.278.623 | 6.343.693.888
Lalu (Rp.) 000,00 645,00 019 .286,00 .007,14
Kenaikan/penurunan
nilai realisasi PMDN 373,68 -24,55 346,56 10,06 12,13
(persen)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan,
2022

M. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama
dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda
dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun
pengukuran. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk
oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu
perencanaan kerja dan peraturan.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan
yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan
upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan
kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu
periode tahun. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga
yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk
petandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.
Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event”
olahraga dalam satu periode tahun. Jumlah organisasi pemuda selama
tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2014 sampai 2017 mencapai 18
organisasi pemuda. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di
Kabupaten Katingan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 2.76
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Organisasi 18 120 126 126 121
Pemuda

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2022

N. Kebudayaan

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang
Dilestarikan adalah jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Yang Dilestarikan berbagi dengan total Benda, Situs dan Kawasan yang
dimiliki daerah dikalikan 100. Adapun persentase Benda, Situs dan
Kawasan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.77
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Benda, Situs 14 14 17 10 11
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Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
(situs)

Total Benda, Situs dan
Kawasan yang dimiliki 14 14 17 10 11
daerah (situs)

Persentase Benda, Situs
dan Kawasan Cagar
Budaya Yang
Dilestarikan (%)

100 100 100 100 100

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Katingan 2022

oO. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya
terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem
tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan
masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah
perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang
dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di
wilayah  pemerintah  daerah. Perpustakaan umum  merupakan
perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan
menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis
dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Katingan .
Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran
masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu
mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

Tabel 2.78
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah
pengunjung
perpustakaan
per tahun

9.953 7.791 5.413 2.313 507

Persentase
Pengunjung NA NA NA NA 0,10
Perpustakaan

Sumber : Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2021

P. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan
berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan,
kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi,
kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator Produksi Perikanan menunjukkan jumlah produksi
perikanan yang dihasilkan suatu daerah. Adapun produksi perikanan di
Kabupaten Katingan Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
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Tabel 2.79
Produksi Perikanan
Kabupaten Katingan Tahun 2016-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Produksi 10.052,13 | 9.222,37 | 8.650,03 | 8832,28 10.512,51
Perikanan
(Ton)

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Katingan (2016-2022)

Q. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung
oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat,
pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan
industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan,
minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata
menawarkan tempat istrihat, budaya, petualangan. Kabupaten Katingan
sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali
dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan
lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata
dapat dikembangkan dengan suluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga
berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan
dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Katingan .
Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha
mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik
turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar
negeri (turis asing).

Kunjungan Wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
yang ke Kabupaten Katingan . Kunjungan wisatawan (wisman) yang
datang ke Kabupaten Katingan merupakan barometer keberhasilan
pariwisata Kabupaten Katingan terutama ketertarikan turis asing untuk
berkunjung. Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten
Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Indikator Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
Wisatawan 40.746 32.616 36.336 11.826 32.964
(orang)

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Katingan 2022

R. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati
yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri,
atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam
hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan,
palawija, kehutanan dan perkebunan.
1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Perhektar

Produktivitas padi atau pangan utama lokal lainnya perhektar
adalah produksi tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam
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satuan ton berbagi dengan luas areal tanaman padi atau bahan utama
lokal lainnya (jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalan) dalam satuan ha
dikalikan 100. Adapun Produktivitas padi atau pangan utama lainnya di
Kabupaten Katingan kurun waktu 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar
di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

Uraian 2018 2019 2020 2021
Produksi (ton) 50.336 22.0204,83 | 48.459,58 34.867
Luas Panen (ha) 16.611 12.493,56 17.741.63 13.125

Produktivitas Padi
atau Bahan
Pangan Utama
Lokal Lainnya
Perhektar
(ton/ha)

3,03 1,78 2,73 2,657

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase
produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang ada di
Kabupaten Katingan tahun 2018 sebesar 3,03 ton/ha, menurun di tahun
2019 menjadi 1,78 ton/ha, dan sampai tahun 2020 meningkat menjadi
2,73 ton/ha. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,657 ton/ha.

S. Kehutanan

Sumberdaya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan
yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan
kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat
memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat
antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga
kerja dan pengembangan wilayah.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan
sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu
yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem,
hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen,
tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta
mencegah timbulnya pemanasan global. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Katingan tidak melaksanakan
urusan pilihan Kehutanan, mengingat tidak mengelola Taman Hutan Raya
(TAHURA).

T. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya
pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan
penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas.
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten
Katingan tidak melaksanakan urusan pilihan A. Energi Dan Sumber Daya
Mineral.

Adapun Rasio Elekrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa berlistrik di
Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat
pada table berikut :
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Tabel 2.82
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik
Provinsi Kalimantan Tengah
Triwulan IV Tahun 2021

JUMLA | KELURAHAN/D JLH JLH RUMAH TANGGA JLH JLH RASIO RASIO RASIO | RASI
NO | KABUPATEN | JUML | JUMLA H ESA KELUR | KELUR BERLISTRIK RUMAH | RUMAH | ELEKTRIFI | ELEKTR | ELEKTR o
/KOTA AH H RUMAH BERLISTRIK AHAN/D | AHAN/D TANGG | TANGG KASI IFIKASI | IFIKASI | DESA
KELURA| DESA | TANGG ESA ESA A A PLN (%) NON (%) BERL
HAN A PLN | NON- | BERLIS | BELUM PLN NON-PLN | BERLIS | BELUM PLN (%) ISTRI
PLN TRIK BERLIS TRIK BERLIS K
TRIK TRIK (%)
1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 | Sukamara 3 29 16.518 28 4 32 0 13.833 326 14.159 2.359 83,75 1,97 85,72 100,0
0
2 | Lamandau 3 85 23.968 43 29 72 16 15.850 5.124 20.974 2.994 66,13 21,38 87,51 81,82
3 | Kotawaringin 13 81 79.801 80 12 92 2 68.064 1.853 69.917 9.884 85,29 2,32 87,61 97,87
Barat
4 | seruyan 3 97 55.669 58 35 93 7 29.055 4.959 33.650 22.019 52,19 8,25 60,45 93,00
5 | Kotawaringin 17 168 119.588 150 26 176 9 104.100 9.946 114.046 5.542 87,05 8,32 95,37 95,14
Timur
6 | Katingan 7 154 41.063 90 60 150 11 33.356 5.008 38.454 2.609 81,23 12,42 93,65 93,17
7 | Gunung Mas 13 114 28.112 73 51 124 3 18.928 4.388 23.316 4.796 67,33 15,61 82,94 97,64
8 | Palangka 30 0 69.726 30 0 30 0 69.707 0 69.707 19 99,97 0,00 99,97 100,0
Raya 0
9 | Pulang Pisau 4 95 32.406 92 6 98 1 30.354 957 31.311 1.095 93,67 2,95 96,62 98,99
10 | Kapuas 17 214 91.672 175 38 213 18 79.235 4,632 83.867 7.805 86,43 5,05 91,49 92,21
11 | Barito Timur 3 100 33.229 101 1 102 1 26.870 153 27.023 6.206 80,86 0,46 81,32 99,03
12 | Barito 7 86 35.369 64 20 84 9 28.605 4.109 32.714 2.655 80,88 11,62 92,49 90,32
Selatan
13 | Barito Utara 10 93 32.893 76 20 9% 7 26.868 3.058 29.926 2.967 81,68 9,30 90,98 93,20
14 | Murung Raya 9 116 28.331 50 56 106 19 16.220 8.284 24.504 3.827 57,25 29,24 86,49 84,80
JUMLAH 139 1.432 - 1.110 358 1.468 103 561.045 52.523 613.568 | 74.777
JUMLAH 1.571 688.345 1.468 1.571 613.568 688.345 81,51 7,63 89,14 93,44
TOTAL

Sumber data: 13 Kabupaten dan 1 Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
PT.PLN (Persero) Area Palangka Raya dan Kapuas
Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) Kalteng
Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2019
Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Rasio Desa Berlistrik 93,44 %
Rasio Elektrifikasi PLN 81,51 %
Rasio Elektrifikasi Non PLN 7,63 %
Rasio Elektrifikasi 89,14 %

U. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari
suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pasar beserta aktivitasnya
merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukan mulai
berkembangnya suatu daerah maupun ekonomi masyarakatnya,
khususnya di wilayah yang mencangkup beberapa desa yang berdekatan.
Adapun jumlah pasar tradisional di Kabupaten Katingan yang telah
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dibangun oleh Pemerintah Daerah hingga tahun 2021 berjumlah 23
pasar.

Berikut di tampilkan tabel data pasar tradisional yang ada di
Kabupaten Katingan seluruh Kecamatan.

Tabel 2.83
Pasar Tradisonal di Kabupaten Katingan
No Nama Pasar Lokasi Bentuk
Desa/Kel. Kecamatan Bangunan
1. | Pasar Pagatan Pagatan Hilir | Katingan Kuala | Toko, Los
2. | Pasar Subur Indah Subur Indah | Katingan Kuala | Kios
3. | Pasar Jaya Makmur |Jaya Makmur | Katingan Kuala | Kios
4. | Pasar Mendawai Mendawai Mendawai Toko, Los
5. | Pasar Mekar Tani Mekar Tani Mendawai Los
6. | Pasar Perigi Perigi Mendawai Kios
7. | Stasiun Pendaratan | Kasongan Katingan Hilir Los
Ikan Perairan Umum | Baru
(SPIPU) Ujung
Hurung
8. | Pasar Bajenta Kasongan Katingan Hilir Kios
Lama
9. | Pasar Kasongan Kasongan Katingan Hilir Kios,Toko
Lama
10. | Pasar Basah Kasongan Katingan Hilir Los
Kasongan Lama
11. | Pasar Kereng Pangi | Hampalit Katingan Hilir Kios,Los
12. | Pasar Pendahara Pendahara Twg. Sanggalang | Kios,Los
Garing
13. | Pasar Buntut Bali Buntut Bali Pulau Malan Los
14. | Pasar Tura Tura Pulau Malan Los
15. | Pasar Tumbang Tumbang Katingan Tengah | Kios
Samba Samba
16. | Pasar Tumbang Tumbang Sanaman Kios
Kaman Kaman Mantikei
17. | Pasar Tumbang Tumbang Marikit Kios
Hiran Hiran
18. | Pasar Tumbang Tumbang Katingan Hulu Kios
Sanamang Sanamang
19. | Pasar Dahian Dahian Pulau Malan Los
Tunggal Tunggal
20. | Pasar Desa Jaya Desa Jaya Katingan Kuala | Blok Pasar
Makmur Makmur
21. | Pasar Desa Desa Sanaman Blok Pasar
Tumbang Manggu Tumbang Mantikei
Manggu
22. | Pasar Desa Jaya Desa Jaya Katingan Kuala | Blok Pasar
Makmur Makmur
23. | Pasar Desa Desa Sanaman Blok Pasar
Tumbang Manggu Tumbang Mantikei
Manggu

Sumber : Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan,

2022
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V. Perindustrian

Pertumbuhan jumlah industri di Kabupaten Katingan terus
meningkat setiap tahunnya dan adapun Persentase pertumbuhan industri
di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.84
Persentase Pertumbuhan Industri
di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan
Industri per 661 665 679 733 742
tahun (unit)

Persentase
Pertumbuhan 13,57 0,61 2,11 7,95 1,23
Industri (%)

Sumber : Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, 2022

W. Transmigrasi

Jumlah transmigran umum di Kabupaten Katingan mengalami
stagnansi. Hal ini ditunjukan oleh dengan jumlah transmigran umum
tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlahnya sama yaitu 3.681
orang. Selain itu, sejak tahun 2018 kawasan transmigrasi di Kabupaten
Katingan sudah habis masa bina. Sementara itu transmigran swakarsa
selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada.

Tabel 2.85
Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
transmigran 3.681 - - - -
(orang)

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Katingan, 2022

2.1.6.Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan
unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah
satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan
dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.
Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi
peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi
RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk
makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan
mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman,
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tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan,
sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pada dua tahun terakhir ini rata-rata pengeluaran perkapita
penduduk Katingan tidak ada yang berada di bawah Rp. 200.000,-,
bahkan untuk semua jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.86
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2018-2021

Golongan Persentase | Persentase | Persentase | Persentase
Pengeluaran (Rp) Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
(%) (%) (%) (%)
Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021
< 150 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 000 - 199 999 | 0,00 0,00 0,00 0,00
200 000 - 299 999 | 0,00 0,00 0,00 0,00
300 000 — 499 999 |5.73 4,74 2,99 0,95
500 000 - 749 999 | 26,88 19,06 21,03 10,32
750 000 — 999 999 | 23 25,23 23,88 23,74
1 000 000 - 1 499 24.1 26.78 32,11 34,02
999
1 500 000+ 20,3 24,18 19,98 30,97
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kab. Katingan

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus infrastruktur bisa digambarkan dari sarana dan prasarana
perhubungan, aspek tata ruang dan aspek pendukung seperti bank,
pertokoan, perhotelan serta lingkungan  hidup. Ketimpangan
pengembangan wilayah yang terjadi antara bagian Utara (Kecamatan
Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu dan Bukit Raya) dan Bagian Selatan
(Kecamatan Petak Bahandang, Kamipang, Mendawai, dan Katingan Kuala)
yang relatif tertinggal terhadap bagian Tengah Kabupaten Katingan
(Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, dan Pulau Malan),
diantaranya disebabkan oleh keterkaitan yang rendah antara satu
kawasan dengan kawasan lainnya serta keterisolasian wilayah akibat
minimnya dukungan transportasi (darat).

Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan
institusi pendukung seperti perbankan. Jumlah bank tercatat 3 unit
kantor bank yang terpusat di dalam Kota Kasongan. Bank yang beroperasi
diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank
Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, pada 2021
terdapat total 194 unit koperasi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten
Katingan. Pada tahun 2021 juga terdapat sebanyak 5 buah hotel (non
bintang) dan 35 akomodasi lainnya (losmen/penginapan) yang
mendukung perkembangan perekonomian.

Secara garis besar gambaran fasilitas wilayah dapat dilihat pada
tabel dibawah :

Tabel 2.87
Fasilitas Wilayah di Kabupaten Katingan
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 | Tahun 2021
Panjang Jalan 807,59 808,665 817,544
Kabupaten di
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Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 | Tahun 2021

Kabupaten Katingan
(km)
Jumlah Bandar Udara 1 1 1
Jumlah Kendaraan
Bermotor (unit)
e R2 47.804 51.365 56.546
e Mobil Penumpang | 2643 3066 3.581

(Sedan, SUV, MPV)
e Bus 12 13 13
e Truk 1713 582 2.162
Pasar Tradisional | 20 21 23
(buah)
Jumlah Kantor Pos |4 4 4
Pembantu
Keberadaan Anggota | 74,77 62,08 77,04
Rumah Tangga yang
Menggunakan Telepon
seluler/Komputer (%)
Menara Komunikasi | 67 83 73
(site)

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

C. Fokus Iklim Berinvestasi
1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam konsep ekonomi investasi merupakan sumber terpenting dari
pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan tercipta barang dan jasa di
satu sisi dan tercipta lapangan kerja pada sisi lainnya. Lapangan kerja
yang tercipta tentu menciptakan penghasilan yang selanjutnya akan
menjadi pendorong konsumsi yang akan kembali mendorong pengusaha
untuk berinvestasi kembali. Investasi dapat berupa investasi fisik dan
investasi finansial. Dalam konteks perekonomian makro aktivitas investasi
fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
dan Perubahan Inventori.

Dalam konteks kinerja mikro pemerintah daerah, investasi ini
tercatat pada kinerja nilai investasi yang baru saja ditamankan. Artinya
untuk mendeteksi tingkat investasi di suatu daerah dapat penggunakan
data PMTB dan data investasi yang keduanya dapat saling melengkapi,
walaupun sesungguhnya nilai investasi yang ditamankan itu sudah
masuk dalam komponen PMTB.

Tabel 2.88
PDRB Kabupaten Katingan Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)

Tahun

paae 2018 2019 2020 2021

Pembentukan Modal Tetap

Bruto (ADHK) 2.233,13 | 2.347,90 | 2.218,42 | 2.265,12

Pembentukan Modal Tetap

Bruto (ADHB) 3.566,25 | 3.865,73 | 3.815,63 | 4.107,63

Sumber : BPS Kabupaten Katingan 2022
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2. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas manjadi salah satu indikator yang mendukung
kenyaman investasi di suatu daerah, semakin kecil angka kriminalitas
maka investor akan semakin yakin berinvestasi disuatu daerah dan
menandakan kondusifnya daerah tersebut.

Tabel 2.89
Angka Kriminalitas di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021
. Tahun
Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Jumlah kasus di Kepolisian 128 107 63 S7
Jumlah penduduk 167.706 | 169.997 | 162.222 | 163.099
Angka Kriminalitas 7,63 6,29 3,88 3,49
Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022
D. Fokus Sumber Daya Manusia
1. Kualitas Tenaga Kerja

Angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun
ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja,
dan pengangguran (unemployment). Contoh orang yang punya pekerjaan
namun sementara tidak bekerja adalah pekerja sedang cuti, sakit, mogok
kerja, izin/berhalangan, dan sebagainya.

Tabel 2.90
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan
Uraian Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021
Jumlah lulusan S1 (Angkatan Kerja) 8049 | 6977 | 8140 | 7966
Jumlah lulusan S1 (Bukan Angkatan 193 510 | 1079 956
Kerja)

Sumber : Kabupaten Katingan Dalam Angka 2022

2.1.7.Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual
sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM
secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan
ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun
terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan
mekanisme penerapan SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa
Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah
Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 6 (enam)
Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM menjadi Prioritas Pembangunan  yang
diterjemahkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Perangkat
Daerah. Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis
masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan
kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya
manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara
pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian
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terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

Adapun pencapaian (realisasi) SPM Kabupaten Katingan pada tahun
2021 sebagai layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.91
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
di Kabupaten Katingan Tahun 2021

Realisasi

Jenis Pelayanan Target Capaian

No Dasar Indikator Pencapaian Capaian| SPM 2021
(%)
1 2 3 4 5

SPM Pendidikan

1 Pendidikan Dasar {Jumlah anak usia 7-15 Tahun
yang berpartisipasi dalam 100% 99.07

endidikan dasar (APS) (%)

Rata-rata kemampuan Literasi
SD berdasarkan asesmen NA 1.69
nasional
Rata-rata kemampuan
Numerasi SD berdasarkan NA 1.56
asesmen nasional
Rata-rata kompetensi Literasi
SMP berdasarkan Asesmen NA 1.77
Nasional
Rata-rata kompetensi Numerasi
SMP berdasarkan Asesmen NA 1.62
Nasional

2 Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7— 100 % 3,24

Kesetaraan 18 Tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah yang
perpartisipasi dalam

endidikan kesataraan

3 Pendidikan Anak {Jumlah Warga Negara Usia 5-6
Usia Dini Tahun yang berpartisipasi 100% 70,11
dalam pendidikan PAUD

Jumlah anak usia 5-6 tahun
yang berpartisipasi dalam NA 72,15
endidikan (APS) (%)

Peningkatan Proporsi Jumlah
Satuan PAUD yang
Mendapatkan Minimal
Akreditasi B (%)

NA 61.36

Pertumbuhan Proporsi Guru
PAUD Formal dengan NA 59.09
kualifikasi S1 / D IV (%)

Rasio pengawas dan penilik

PAUD NA 3.64
SPM Kesehatan
1 Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang 3.938 79,18
Kesehatan Ibu mendapatkan layanan
Hamil kesehatan
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Realisasi
Jenis Pelayanan . . Target Capaian
No Dasar Indikator Pencapaian Capaian| SPM 2021
(%)
1 2 3 4 5

2 Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 3.759 52,11
Kesehatan Ibu mendapatkan layanan
Bersalin kesehatan

3 Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 3.579 83,26
Kesehatan Bayi mendapatkan layanan
Baru Lahir kesehatan

4 Pelayanan Jumlah Balita yang 13.652 83,31
kesehatan balita mendapatkan layanan

kesehatan

S Pelayanan Jumlah Warga Negara usia 28.922 44,89
kesehatan pada pendidikan dasar yang
usia pendidikan mendapatkan layanan
dasar kesehatan

§) Pelayanan Jumlah Warga Negara usia 89.543 52,18
kesehatan pada produktif yang mendapatkan
usia produktif, layanan kesehatan

7 Pelayanan Jumlah warga negara usia 11.260 90,57
kesehatan pada lanjut yang mendapatkan
usia lanjut; layanan kesehatan

8 Pelayanan Jumlah Warga Negara 28.868 53,13
Kesehatan penderita hipertensi yang
penderita mendapatkan layanan
hipertensi kesehatan

9 Pelayanan Jumlah Warga Negara 6.463 47,27
Kesehatan penderita diabetes melitus yang|
penderita diabetes mendapatkan layanan
melitus kesehatan

10 |Pelayanan Jumlah Warga Negara dengan 258 84,88
kesehatan orang |gangguan jiwa berat yang
dengan gangguan terlayani kesehatan
jiwa berat

11 [Pelayanan Jumlah Warga Negara terduga | 2.369 49,94
kesehatan orang  ftuberculosis yang
terduga mendapatkan layanan
tuberkulosis kesehatan

12 |Pelayanan Jumlah Warga Negara dengan 3.939 67,52
kesehatan orang  rrisiko terinfeksi virus yang
dengan risiko melemahkan daya tahan tubuh
terinfeksi virus manusia (Human
yang melemahkan |[Immunodeficiency Virus) yang
daya tahan tubuh mendapatkan layanan
manusia (Human |kesehatan
Immunodeficency
Virus)

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Penyediaan Jumlah Warga Negara yang 100 % 95,05
Kebutuhan pokok memperoleh kebutuhan pokok
air minum sehari |air minum sehari-hari
- hari

2 Penyediaan Jumlah Warga Negara yang 100 % 80,04
Pelayanan memperoleh layanan

Pengolahan air
limbah Domestik

pengolahan air limbah

domestik
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Realisasi
Jenis Pelayanan . . Target Capaian
No Dasar Indikator Pencapaian Capaian| SPM 2021
(%)
1 2 3 4 5
SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
1 Penyediaan & Jumlah Warga Negara korban 100 % 0,00
rehabilitasi rumah bencana yang memperoleh
vg layak huni bagi frumah layak huni
korban bencana
Kabupaten
2 Fasilitasi Jumlah Warga Negara yang 100 % 0,00
penyediaan rumah terkena relokasi akibat
yvang layak huni [program Pemerintah Daerah
bagi masyarakat [Kabupaten yang memperoleh
yang terkena fasilitasi penyediaan rumah
relokasi program |yang layak huni
Pemerintah Daerah
Kabupaten
SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat
1 Pelayanan Jumlah Warga Negara yang 335 100
ketentraman dan memperoleh Layanan Akibat
ketertiban Umum [Penegakan Hukum Perda dan
Perkada
2 Pelayanan Jumlah Warga Negara yang 5 100
penyelamatan dan Memperoleh Layanan
evakuasi korban [Penyelamatan dan Evakuasi
bencana Korban Kebakaran
SPM Sosial
1 Rehabilitasi sosial Jumlah Warga Negara 100 % 80
dasar penyandang penyandang disabilitas yang
disabilitas terlantar memperoleh rehabilitasi sosial
di luar panti diluar panti
2 Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar yang 100 % 63.33
dasar anak memperoleh rehabilitasi sosial
terlantar di luar diluar panti
panti
3 Rehabilitasi sosial Jumlah Warga Negara lanjut 100 % 53,33
dasar lanjut usia (usia terlantar yang
terlantar diluar memperoleh rehabilitasi sosial
panti diluar panti
4 Rehabilitasi sosial Jumlah tuna sosial khususnya 0% 0
dasar tuna sosial |gelandangan dan pengemis di
khususnya luar panti sosial (Tidak Ada
gelandangan dan Kasus)
pengemis diluar
panti
S Perlindungan dan {Jumlah perlindungan dan 100 % 90

jaminan social
pada saat tanggap
dan pasca bencana
bagi korban

bencana kabupaten

jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana
kabupaten
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2021 diukur
berdasarkan capaian prioritas pembangunan dan program di setiap
Organisasi Perangkat Daerah dari sisi realisasi kinerja dan penyerapan
anggaran. RKPD 2023 merupakan penjabaran tahap terakhir (tahun
kelima) Visi-Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang
tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023.
Tema pembangunan yang menjadi fokus RKPD 2023 adalah “Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian dan
Pembangunan Berkelanjutan ”. Adapun prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2023, sebagai berikut :

Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.

Meningkatkan kepastian dan kualitasn produk hukum daerah.

Menguatkan ekonomi lokal berbasis pertanian.

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

dan terjangkau.

Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender

dalam pembangunan.

8. Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh
wilayah.

9. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim.

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan
keamanan, ketertiban dan ketenteraman.

11. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.

Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat
sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta hasil evaluasi ini
menjadi bahan pertimbangan arah kebijakan.

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
berjalan terdapat pada Matrik Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan
Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Katingan sebagai
berikut :

AR

N
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Tabel 2.92
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Katingan
sampai dengan Tahun 2021

11-57



RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan
dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah, diantaranya
sebagai berikut :

A. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah.

1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Katingan pada
tahun 2021 sebesar 5,50% atau terjadi penurunan sebesar
0,19% dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 TPT
Kabupaten Katingan sebesar 5,69%, akan tetapi bila
dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Tengah dan TPT
Kabupaten/Kota yang ada, TPT Kabupaten Katingan masih
berada di bawah Kabupaten/Kota yang lain.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Katingan meningkat
pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,25%, dengan kenaikan sebesar
0,46% dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 persentase
penduduk miskin Kabupaten Katingan sebesar 4,79%, selain itu
kondisinya juga masih berada di bawah persentase penduduk
miskin Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2021 IPM sebesar 68,89 sedangkan pada Tahun
2020 berada pada titik 68,68, atau pada periode 2019-2020
meningkat sebesar 0,21%. Hal ini menggambarkan dari sisi
pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat Kabupaten
Katingan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Namun bila
disandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota
Palangkaraya, kondisi IPM Kabupaten Katingan masih berada
cukup jauh dibawah.

Infrastruktur dasar dan energi masih terbatas serta
Ketersediaan infrastruktur pertanian di pedesaan masih rendah.
Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih
rendah Eksplorasi SDA yang kurang terkendali.

B. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.

1.

Sarana prasarana pendidikannya belum mencapai target yang
ditetapkan dalam 8 Standart Nasional Pendidikan, serta
Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta
Keterbatasan pembiayaan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
penunjang Pendidikan.

Angka rata-rata sekolah lama di Kabupaten Katingan
dipengaruhi oleh Jarak rata-rata sekolah.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih
dan sehat serta pemahaman masyarakat akan asupan makanan
bergizi dan seimbang.

Panjang Jalan Kondisi Baik masih rendah yang disebabkan oleh
minimnya pemeliharaan serta masih rendahnya peningkatan
kondisi jalan.

Penyediaan jaringan air bersih dan penataan kawasan
permukiman dan perumahan masih minim.

Pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan holtikultura
lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing masih rendah,
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serta lemahnya kelembagaan pertanian, bantuan permodalan
untuk usaha tani masih belum optimal, pengetahuan dan
keterampilan baru dalam budidaya pertanian masih kurang
serta penerpatan teknologi pertanian yang belum optimal.

Masih tingginya kawasan kerusakan hutan, dan luasan lahan
kritis.

Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
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Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Triwulan IV Tahun 2021

Kabupaten Katingan (TC.19)

i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
U U= Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada Cell| i peEm AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN -~ 96.78 Dinas Pendidikan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh 100 Persen 100 Persen 96.00 % 96.00 % Dinas Pendidikan
pelayanan administrasi perkantoran
11 1 22'0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.07 T Dinas Pendidikan
Z:rNsentase terwujudnya penyediaan gaji dan tunjangan 100 Persen 96.00 9% 96.00 Dinas Pendidikan
20 " - . " 1
111 1 2 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 97.07 T Dinas Pendidikan
Jumlah pegawai 2146 orang 7745.00 360.9 7745.00 Dinas Pendidikan
2.0 - . . " 1
1.2 1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63,476,595.00 59,364,800.00 93.52 59,364,800.00 Dinas Pendidikan
Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian 100 Persen 93.00 93 93.00 Dinas Pendidikan
20 . " . " 1
121 1 5 2 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 63,476,595.00 59,364,800.00 93.52 59,364,800.00 Dinas Pendidikan
Jumlah pakaian dinas 65 stel 64.00 98.46 64.00 Dinas Pendidikan
122 1 2.0 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
5 Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi 48 orang 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
Peraturan Perundang-undangan
13 1 2(;0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 743,979,340.00 676,316,640.00 90.91 676,316,640.00 Dinas Pendidikan
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat 100 Persen 90.00 %0 90.00 Dinas Pendidikan
Daerah
13.1 1|20 1 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,695,000.00 4,097,000.00 87.26 4,097,000.00 Dinas Pendidikan
6 Bangunan Kantor
Jumlah komponen listrik 70 buah 70.00 100 70.00 Dinas Pendidikan
13.2 1 2(;0 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199,421,092.00 196,618,742.00 98.59 196,618,742.00 Dinas Pendidikan
Jumlah ATK yang diadakan 44 jenis 44.00 100 44.00 Dinas Pendidikan
Jumlah peralatan kantor 67 buah 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
133 1 2(;0 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52,350,000.00 37,135,000.00 70.94 37,135,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah pegawai yang dilayani makan dan minum 65 orang 65.00 100 65.00 Dinas Pendidikan
20 " " 1
134 1 s 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 168,563,969.00 148,141,750.00 87.88 148,141,750.00 Dinas Pendidikan
. . 231155.0 231155.0 " -
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 154098 lembar o 150.01 o Dinas Pendidikan
135 1|29 | 6 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang:- 11,495,000.00 8,712,000.00 75.79 8,712,000.00 Dinas Pendidikan
6 undangan
jumlah koran 18 eksemplar 18.00 100 18.00 Dinas Pendidikan
20 T . " 1
13.6 1 s 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 307,454,279.00 281,612,148.00 91.59 281,612,148.00 Dinas Pendidikan
Frekuensi perjalanan dalam daerah 161 orang 162.00 100.62 162.00 Dinas Pendidikan
Frekuensi perjalanan dinas luar daerah 50 orang 2.00 4 2.00 Dinas Pendidikan
20 " . . " 1
14 1 s Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,714,516,175.00 1,159,310,694.00 67.62 1,159,310,694.00 Dinas Pendidikan
Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah 100 Persen 66.00 66 66.00 Dinas Pendidikan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge ITIEr]i lan r!ggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a R i 12 13
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
20 " " 1
141 1 s 1 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
Jumlah surat yang dikirim 120 surat 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
14.2 1 ZéO 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290,000,000.00 92,211,949.00 31.8 92,211,949.00 Dinas Pendidikan
Durasi layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Pendidikan
20 " " 1
143 1 s 3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 100 3,000,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 25 unit 25.00 100 25.00 Dinas Pendidikan
144 1 ZéO 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,421,516,175.00 1,064,098,745.00 74.86 1,064,098,745.00 Dinas Pendidikan
Jumlah alat yang diperbaiki 22 unit 5.00 22.73 5.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Meterai 1235 lembar 1285.00 104.05 1285.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Paket B yang dilayani SKB 1 Sekolah 2.00 200 2.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Paket C yang dilayani SKB 1 Sekolah 2.00 200 2.00 Dinas Pendidikan
Jumlah PAUD yang dilayani Koordinator Wilayah 157 Sekolah 236.00 150.32 236.00 Dinas Pendidikan
Jumlah peralatan kebersihan 21 buah 21.00 100 21.00 Dinas Pendidikan
Jumlah SD yang dilayani Koordinator Wilayah 241 Sekolah 356.00 147.72 356.00 Dinas Pendidikan
Jumlah tenaga THL non PNS 14 orang 767.00 5,478.57 767.00 Dinas Pendidikan
15 1|29 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 201,217,124.00 99,307,122.00 4935 99,307,122.00 Dinas Pendidikan
S Pemerintahan Daerah
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi 100 Persen 48.00 48 48.00 Dinas Pendidikan
perangkat daerah
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
151 1 é 1 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 201,217,124.00 99,307,122.00 4935 99,307,122.00 Dinas Pendidikan
Jabatan
Jumlah kendaraan operasional yang mengalami perawatan 22 unit 28.00 127.27 28.00 Dinas Pendidikan
2 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54,765,219,327.00 54,765,219,327.00 23,604,118,606.85 43.1 Dinas Pendidikan
APM SMP/MT/Paket B 65.37 Persen 65.37 Persen 91.00 139.21 91.00 139.21 Dinas Pendidikan
21 2 ZiO Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30,884,806,333.00 11,664,611,590.85 37.77 11,664,611,590.85 Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang 100 Persen 92.00 92 92.00 Dinas Pendidikan
Berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Dasar
211 2 ZiO 2 |Penambahan Ruang Kelas Baru 200,000,000.00 199,840,000.00 99.92 199,840,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang terbangun 3 Ruang 1.00 3333 1.00 Dinas Pendidikan
20 " 1
212 2 1 3 [Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1,058,990,000.00 1,044,975,527.00 98.68 1,044,975,527.00 Dinas Pendidikan
JUMLAH RUANG GURU YG TERBANGUN 5 RUANG 5.00 100 5.00 Dinas Pendidikan
213 2 ZiO 4 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 960,000,000.00 957,313,000.00 99.72 957,313,000.00 Dinas Pendidikan
JUMLAH RUANG UKS YG TERBANGUN 6 RUANG 6.00 100 6.00 Dinas Pendidikan
214 2 ZiO 5 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1,213,248,000.00 1,205,700,000.00 99.38 1,205,700,000.00 Dinas Pendidikan
JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN YG TERBANGUN 6 RUANG 6.00 100 6.00 Dinas Pendidikan
215 2 ZiO 6 |Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2,499,891,000.00 2,395,516,263.85 95.82 2,395,516,263.85 Dinas Pendidikan
Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah 4 unit 5.00 125 5.00 Dinas Pendidikan
216 2 ZiO 8 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 270,000,000.00 269,460,251.00 99.8 269,460,251.00 Dinas Pendidikan
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5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a R i 12 13
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Jumlah ruang kelas direhabilitasi 4 ruang 2.00 50 2.00 Dinas Pendidikan
217 2 ZiO 14|Pengadaan Mebel Sekolah 87,500,000.00 0 0 0 Dinas Pendidikan
Jumlah meubiler sekolah 2 unit 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
218 2 ZiO 18|Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
Jumlah gedung 1 unit 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
219 2 ZiO 22|Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2,665,785,000.00 2,590,371,000.00 97.17 2,590,371,000.00 Dinas Pendidikan
PENGADAAN ALAT PRAKTIK 11 PAKET 16.00 145.45 16.00 Dinas Pendidikan
2.0 . " n - " 1
2.1.10 2 1 23[Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 241,714,632.00 196,393,400.00 81.25 196,393,400.00 Dinas Pendidikan
Jumlah SD peserta ujian 203 sekolah 203.00 100 203.00 Dinas Pendidikan
2.1.11 2 |20 |,6|Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 2,885,012,000.00 2,669,413,000.00 92553 2,669,413,000.00 Dinas Pendidikan
1 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah tenaga pendidik SD non PNS yang dibina 198 orang 93.00 46.97 93.00 Dinas Pendidikan
2.0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan " 1
2.1.12 2 2 - 0 20,190,000.00 0 20,190,000.00 Dinas Pendidikan
1 pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
20 " 1
2.1.13 2 1 29(Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
Jumlah SD penerima pendamping dana BOS/BSP 227 sekolah 0 Dinas Pendidikan
2114 2 zio 30 ;em"gka‘a" Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah 18,802,665,701.00 115,439,149.00 0.61 115,439,149.00 Dinas Pendidikan
asar
Jumlah Sekolah SD Penerima Dana BOS 209 Sekolah 313.00 149.76 313.00 Dinas Pendidikan
2.2 2 22'0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 16,255,682,994.00 5,237,348,966.00 32.22 5,237,348,966.00 Dinas Pendidikan
Jumlah W N Usia 13 - 15 Tah
uma . ‘arg‘a ceara Sla. . anun yang 100 Persen 92.00 92 92.00 Dinas Pendidikan
Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama
20 " 1
221 2 2 3 [Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 549,663,700.00 545,000,000.00 99.15 545,000,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Ruang TU Terbangun 1 ruang 1.00 100 1.00 Dinas Pendidikan
222 2 22'0 4 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1,060,177,638.00 314,740,000.00 29.69 314,740,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Ruang UKS yang terbangun 1 ruang 1.00 100 1.00 Dinas Pendidikan
223 2 22'0 6 |Pembangunan Laboratorium 617,470,000.00 600,000,000.00 97.17 600,000,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah pembangunan laboraturium dan ruang praktikum 1 unit 1.00 100 1.00 Dinas Pendidikan
224 2 22'0 12|Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1,260,840,000.00 1,062,118,266.00 84.24 1,062,118,266.00 Dinas Pendidikan
Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas 3 unit 7.00 23333 7.00 Dinas Pendidikan
sekolah
20 P " 1
225 2 2 14 (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 461,013,637.00 427,552,000.00 92.74 427,552,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah rehabilitasi ruang kelas sekolah 3 ruang 2.00 66.67 2.00 Dinas Pendidikan
226 2 22'0 18[Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
Jumlah laboraturium yang direhabilitasi 1 unit 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
227 2 22'0 25|Pengadaan Mebel Sekolah 144,780,000.00 136,825,700.00 94.51 136,825,700.00 Dinas Pendidikan
Jumlah meubiler sekolah 5 paket 1.00 20 1.00 Dinas Pendidikan
2.0 . " n - " 1
2238 2 2 36(Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 194,875,920.00 106,401,000.00 54.6 106,401,000.00 Dinas Pendidikan
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K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Jumlah SMP peserta ujian 81 sekolah 81.00 100 81.00 Dinas Pendidikan
2.0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi " 1
229 2 39 . 2,126,800,000.00 1,851,562,000.00 87.06 1,851,562,000.00 Dinas Pendidikan
2 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah tenaga pendidik SMP non PNS yang dibina 75 orang 70.00 93.33 70.00 Dinas Pendidikan
20 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan " 1
2210 2 40 - 0 16,910,000.00 0 16,910,000.00 Dinas Pendidikan
2 pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2211 2 22'0 41(Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100,000,000.00 82,075,000.00 82.08 82,075,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah kecamatan yang dibina (KLA) 13 kecamatan 13.00 100 13.00 Dinas Pendidikan
2212 2 22'0 42(Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
Jumlah SMP penerima pendamping dana BOS/BSP 81 sekolah 0 Dinas Pendidikan
2213 2 | 20 |43|Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah 9,740,062,099.00 94,165,000.00 0.97 94,165,000.00 Dinas Pendidikan
2 Menengah Pertama
Jumlah Sekolah SMP Penerima Dana BOS 81 Sekolah 41.00 50.62 41.00 Dinas Pendidikan
23 2 23'0 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6,524,030,000.00 5,730,808,050.00 87.84 5,730,808,050.00 Dinas Pendidikan
Jumlah War‘ga‘ Negara Usia 4 - 6 Tahun yang Berpartisipasi 100 Persen 86.00 26 86.00 Dinas Pendidikan
Dalam Pendidikan PAUD
20 " 1
231 2 3 1 |Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru 3 ruang 0 Dinas Pendidikan
232 2 23'0 2 |Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1,130,238,000.00 1,115,497,550.00 98.7 1,115,497,550.00 Dinas Pendidikan
Jumlah area bermain 2 ruang 8.00 400 8.00 Dinas Pendidikan
Jumlah toilet yang terbangun 2 paket 0 Dinas Pendidikan
233 2 23'0 12|Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 180,000,000.00 179,344,000.00 99.64 179,344,000.00 Dinas Pendidikan
234 2 |20 |45|Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 1,912,392,000.00 1,882,872,000.00 98.46 1,882,872,000.00 Dinas Pendidikan
3 Satuan PAUD
Jumlah tenaga pendidik PAUD non PNS yang dibina 305 orang 317.00 103.93 317.00 Dinas Pendidikan
235 2 |20 |16|Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100,000,000.00 42,994,500.00 42.99 42,994,500.00 Dinas Pendidikan
3 pada Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah tenaga pendidik yang dibina (KLA) 40 orang 40.00 100 40.00 Dinas Pendidikan
236 2 23'0 17|Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 160,000,000.00 0 0 0 Dinas Pendidikan
jumlah peserta pembinaan kelembagaan dan manajemen 315 orang 0.00 0 0.00 Dinas Pendidikan
PAUD (Stunting)
237 2 2:;0 18(Pengelolaan Dana BOP PAUD 3,041,400,000.00 2,510,100,000.00 82.53 2,510,100,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Didik PAUD 4940 siswa 140.00 2.83 140.00 Dinas Pendidikan
24 2 2"‘0 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1,100,700,000.00 971,350,000.00 88.25 971,350,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 15 Tahun keatas yang Bisa 100 Persen 88.00 8 88.00 Dinas Pendidikan
Baca Tulis
24.1 2 2"‘0 17 [Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1,100,700,000.00 971,350,000.00 88.25 971,350,000.00 Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1095 siswa 7.00 0.64 7.00 Dinas Pendidikan
3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 92,964,847,529.00 92,964,847,529.00 69,400,046,112.00 74.65 Dinas Kesehatan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
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K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen "
. P 8080 8080 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan 80% 80% 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
administrasi perkantoran
Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan "
75% 75% 15.00 20 15.00 20 Dinas Kesehatan
prasarana aparatur
Py t ber d it iliki "
ersentase sumber daya aparatur yang memiliki 80% 80% 15.00 18.75 15.00 18.75 Dinas Kesehatan
kompetensi sesuai bidangnya
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 1 Tahun 1 Tahun 0.00 0 0.00 0 Dinas Kesehatan
keuangan
2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja "
31 1 381,407,233.00 373,608,860.00 97.96 373,608,860.00 Dinas Kesehatan
1 Perangkat Daerah
Jumlah dokumen untuk perencanaan dan pelaksanaan "
. . 8 Tahun 1.00 125 1.00 Dinas Kesehatan
anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
20 "

3.1.1 1 1 1 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80,104,200.00 80,093,970.00 99.99 80,093,970.00 Dinas Kesehatan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen 5 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
perencanaan

312 1 |29 | 6 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 139,654,680.00 132,479,000.00 94.86 132,479,000.00 Dinas Kesehatan

1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Iaporan‘mengenal evaluasi kinerja Dinas 3 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kabupaten Katingan
2.0 e i

313 1 1 7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161,648,353.00 161,035,890.00 99.62 161,035,890.00 Dinas Kesehatan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen 1 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
perencanaan

20 I i

3.2 1 N Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61,300,473,059.00 59,346,091,049.00 96.81 59,346,091,049.00 Dinas Kesehatan
Tersedianya data, daftar gaﬂ d?n realisasi gaji pegawai 900 Tahun 0 Dinas Kesehatan
serta kelengkapan administrasinya

20 " . . i

3.21 1 N 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 61,122,418,059.00 59,174,470,049.00 96.81 59,174,470,049.00 Dinas Kesehatan
Cakupan Bulan pembayaran Gaji ASN 12 bulan 0 Dinas Kesehatan

322 1|20 5 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 173,875,000.00 167,841,000.00 96.53 167,841,000.00 Dinas Kesehatan

2 Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Keuangan yang diverifikasi 500 Berkas 0 Dinas Kesehatan
323 1|29 | 7 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 4,180,000.00 3,780,000.00 90.43 3,780,000.00 Dinas Kesehatan
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Belanja Rekeneing koran dan meterai 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
20 L . o i

33 1 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 237,650,000.00 217,500,000.00 91.52 217,500,000.00 Dinas Kesehatan

Dokumen laporan status penggunaan aset 12 Tahun 0 Dinas Kesehatan
20 . i

331 1 3 6 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 237,650,000.00 217,500,000.00 91.52 217,500,000.00 Dinas Kesehatan
Tersedianya da‘ta untuk penyusunan aset Dinas Kesehatan 1 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan

2.0 S | i

3.4 1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 294,237,082.00 259,877,000.00 88.32 259,877,000.00 Dinas Kesehatan
Jumlah ASN dan PPPK yang mengikuti bimtek 100 Tahun 0 Dinas Kesehatan

341 1 25'0 9 Ee”d‘q'ka" dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 18,237,082.00 9,653,000.00 52.93 9,653,000.00 Dinas Kesehatan

ungsi
Jumlah diklat yang dilaksanakan 4 Diklat 0 Dinas Kesehatan
342 1 |29 |11|Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 276,000,000.00 250,224,000.00 90.66 250,224,000.00 Dinas Kesehatan
5 Undangan
Laporan pembayaran kontribusi mengikuti bimtek 1 Laporan 0 Dinas Kesehatan
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1 2 3 a R i 12 13
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Jumlah bimtek yang dilaksanakan 68 orang/Bimtek 0 Dinas Kesehatan
20 I i

35 1 s Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,332,364,483.00 3,891,412,361.00 89.82 3,891,412,361.00 Dinas Kesehatan
Persgn‘tase t‘m|t kerja yang memperoleh pelayanan 96 Tahun 0 Dinas Kesehatan
administrasi perkantoran

35.1 1|20 1 |Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 342,894,814.00 292,691,850.00 85.36 292,691,850.00 Dinas Kesehatan

6 Bangunan Kantor
Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Bola listrik, genset dipelihara, jaringan listrik 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
20 " "

3.5.2 1 s 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 569,843,154.00 562,933,171.00 98.79 562,933,171.00 Dinas Kesehatan
Jumlah bulan dalam pelaksananan penyediaan Peralatan 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD MAK) 1 Paket 0 Dinas Kesehatan

20 " "

353 1 s 3 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 339,845,140.00 243,992,234.00 718 243,992,234.00 Dinas Kesehatan
Jumlah pengadaan Perlengkapan rumah tangga (RSUD 1 paket 0 Dinas Kesehatan
MAK)

3.54 1 2('50 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 755,736,500.00 728,673,000.00 96.42 728,673,000.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (RSUD) 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan

20 " "

3.55 1 s 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 678,866,128.00 691,440,640.00 101.85 691,440,640.00 Dinas Kesehatan
Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
penggandaan
Jumlah Belanja Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Be‘IanJa papan pengumuman, 1 paket 0 Dinas Kesehatan
nama/baliho/spanduk/umbul-umbul

356 1|29 | 6 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang:- 69,497,500.00 39,549,091.00 56.91 39,549,091.00 Dinas Kesehatan

6 undangan
Jumlah bulan dalam pelaksananan penyediaan Peralatan 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah surat kabar/majalah 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
20 P " i

3.5.7 1 s 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,575,681,247.00 1,332,132,375.00 84.54 1,332,132,375.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Bulan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
jumlah perjalan dinas dalam daerah 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Perjalan dinas luar daerah 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan

36 1|29 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1,541,152,520.00 1,465,942,520.00 95.12 1,465,942,520.00 Dinas Kesehatan

7 Pemerintah Daerah
Tersedianya gedung kantor tempat pelaksanaan kegiatan 100 Tahun 0 Dinas Kesehatan
pelayanan

364 1 2.0 1 P‘engadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

7 Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas dokter spesialis dan direktur 1 Paket 0 Dinas Kesehatan

36.2 1 2%0 5 [Pengadaan Mebel 219,450,000.00 218,856,000.00 99.73 218,856,000.00 Dinas Kesehatan

Jumlah pengadaan meubelair rs 1 Paket 0 Dinas Kesehatan
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20 . . i

3.63 1 B 6 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25,732,520.00 25,732,520.00 100 25,732,520.00 Dinas Kesehatan

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 0 Dinas Kesehatan
20 . "

364 1 B 9 |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,295,970,000.00 1,221,354,000.00 94.24 1,221,354,000.00 Dinas Kesehatan

Gedung Kantor yang dibangun 1 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
20 " . . i

3.7 1 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,486,998,557.00 1,907,779,361.00 76.71 1,907,779,361.00 Dinas Kesehatan

Unit kerja mendapatkan layanan sarana dan prasarana 100 Tahun 0 Dinas Kesehatan
20 " "

371 1 3 1 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,500,000.00 0 0 0 Dinas Kesehatan

Jumlah perangko dan benda pos yang terkirim 1098 Surat 0 Dinas Kesehatan
20 " P " - i

3.7.2 1 s 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 803,666,155.00 765,457,592.00 95.25 765,457,592.00 Dinas Kesehatan
J‘umllah buI‘an tagihan pembayaran rekening telepon, 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
listrik dan internet
Jumlah Belanja telpon, air, listrik, dan TV Kabel yang 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
terbayar (RSUD MAK)

20 " "

373 1 s 3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,004,620.00 9,678,900.00 48.38 9,678,900.00 Dinas Kesehatan
Jumlah Bulan penyediaan Peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan

20 " "

3.74 1 3 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,655,827,782.00 1,132,642,869.00 68.4 1,132,642,869.00 Dinas Kesehatan
Cakupan Bulan pembayaran Gaji Non PNS 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
jumlah bulan Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
tepat waktu
Jumlah pegawai honorer/Pegawai Tidak tetap 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan

38 1|29 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2,058,691,710.00 1,937,834,961.00 94.13 1,937,834,961.00 Dinas Kesehatan

S Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan sarana dan prasarana 1 Tahun 0 Dinas Kesehatan
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
381 1 9 1 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 290,810,000.00 254,863,543.00 87.64 254,863,543.00 Dinas Kesehatan
Jabatan
Jumlah‘ kend?r‘aan dinas operasional dan ambulance rs 2 Unit 0 Dinas Kesehatan
yang diperbaiki
Jumlah mobil ambulance/Jenazah yang terpelihara 6 Unit 0 Dinas Kesehatan
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
382 1 9 2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 791,976,000.00 770,268,650.00 97.26 770,268,650.00 Dinas Kesehatan
Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Belanja Service Mobil Dinas Operasional 25 Unit 0 Dinas Kesehatan

3.83 1 250 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 470,297,200.00 435,639,200.00 92.63 435,639,200.00 Dinas Kesehatan
jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah instalasi air bersih yang terpelihara 1 Unit Instalasi 0 Dinas Kesehatan
Jumla‘h pemeliharaan taman dan peralatan yang 1 Taman 0 Dinas Kesehatan
terpelihara

20 " . i

384 1 9 7 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 54,450,000.00 54,170,000.00 99.49 54,170,000.00 Dinas Kesehatan
Jur‘rxlah pemeliharaan apllk‘asl billing sistem RS dan 1 Jaringan 0 Dinas Kesehatan
Jaringan SIMDAyang terpelihara
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385 1 250 fe,me"haraa"/Rehab'mas' Gedung Kantor dan Bangunan 425,989,610.00 397,724,668.00 9336 397,724,668.00 Dinas Kesehatan
ainnya
Persentase‘terlaksananya perbaikan gedung kantor yang 100% 0 Dinas Kesehatan
mengalami kerusakan
386 1|20 |41|Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 25,168,900.00 25,168,900.00 100 25,168,900.00 Dinas Kesehatan
9 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan Taman Kantor 100% 0 Dinas Kesehatan
21 . "
3.9 1 o Peningkatan Pelayanan BLUD 20,331,872,885.00 0 0 0 Dinas Kesehatan
21 . "
39.1 1 o 1 [Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 20,331,872,885.00 0 0 0 Dinas Kesehatan
Tingkat Kemandirian BLUD 75 % BLUD 0 Dinas Kesehatan
4 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN HHHHHH R 7291 Dinas Kesehatan
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
% rumah tangga ber PHBS 00 00 0 0 Dinas Kesehatan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 1 Tahun 1 Tahun 0.00 0 0.00 0 Dinas Kesehatan
keuangan
Persentase ketersediaan Obat dan vaksin 90% 90% 22.00 24.44 22.00 24.44 Dinas Kesehatan
Persentase rumah tangga ber PHBS 80% 80% 21.00 26.25 21.00 26.25 Dinas Kesehatan
Persentase balita stunting menurun 24% 24% 5.00 20.83 5.00 20.83 Dinas Kesehatan
Cak d derit: kit "
aKupan penemuan dan penanganan penderita penyai 95% 95% 15.00 15.79 15.00 15.79 Dinas Kesehatan
menular
Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya 80% 80% 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
Cak rtol i leh t kesehat: "
akupan pertolongan persafinan oleh tenaga kesehatan 90% 90% 10.00 1111 10.00 1111 Dinas Kesehatan
yang memiliki kompetensi
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 90% 90% 10.00 11.11 10.00 11.11 Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 10.00 11.11 10.00 11.11 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita 90% 90% 15.00 16.67 15.00 16.67 Dinas Kesehatan
P t: SDM Kesehat: iliki Kq tensi "
ersentase esehatan yang memiliki Kompetensi 95% 95% 20.00 21.05 20.00 21.05 Dinas Kesehatan
sesuai bidangnya
Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya 80% 80% 15.00 18.75 15.00 18.75 Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas, Cakupan puskesmas pembantu 14% 14% 6.00 42.86 6.00 42.86 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 80% 80% 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
Pusk | ki | kesehat: "
us gsmas Yyang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 10.00 62.5 10.00 62.5 Dinas Kesehatan
remaja
Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF) 79% 79% 20.00 25.32 20.00 25.32 Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi; 89% 89% 20.00 2247 20.00 2247 Dinas Kesehatan
41 2|20 |Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 75,247,819,040.00 62,999,805,716.00 83.72 62,999,805,716.00 Dinas Kesehatan
1 UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan 100% 0 Dinas Kesehatan
411 2|20 1 |Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana 43,086,934,708.00 42,376,280,345.00 9835 42,376,280,345.00 Dinas Kesehatan
1 Pendukungnya
Jumlah sarana dan prasarana Rumah sakit yang terbangun 1 buah 0 Dinas Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana RS yang terbangun 3 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
Luas halaman RS yang terpaving 200 M2 0 Dinas Kesehatan
Luas taman RS 50 M2 0 Dinas Kesehatan
Panjang pagar RS yang terbangun 60 Meter 0 Dinas Kesehatan
4.1.2 2 ZiO 3 |Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2,766,787,973.00 2,672,484,241.00 96.59 2,672,484,241.00 Dinas Kesehatan
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Jumlah sarana darT prasarana Penunjang di Puskesmas 10 Paket 0 Dinas Kesehatan
Pembantu dan Jaringannya

413 2 ZiO 8 [Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 869,477,500.00 696,136,150.00 80.06 696,136,150.00 Dinas Kesehatan
Jumlah gedung dan bangunan RS yang terpelihara 1 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
Jumla‘h gedung dan bangunan ruang bersalin RS yang 1 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
terpelihara
Jumla‘h gedung dan bangunan ruang icu RS yang 1 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
terpelihara
Jumla‘h gedung dan bangunan ruang igd/ugd RS yang 1 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
terpelihara
Jumla‘h gedung dan bangunan ruang rawat inap RS yang 1 Bangunan 0 Dinas Kesehatan
terpelihara
Jumla‘h gedung dan bangunan serta mesin IPAL RS yang 1 Instalasi 0 Dinas Kesehatan
terpelihara

4.14 2 ZiO 9 [Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 307,812,985.00 300,914,485.00 97.76 300,914,485.00 Dinas Kesehatan
Jumlah puskesmas yang direhabilitasi 11 Paket 0 Dinas Kesehatan

4.15 2 ZiO 10|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 818,515,970.00 795,729,448.00 97.22 795,729,448.00 Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan sarana 10 Pustu 0 Dinas Kesehatan
kesehatan

416 2 [ %0 |1y |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga 249,782,500.00 249,757,000.00 99.99 249,757,000.00 Dinas Kesehatan

1 Kesehatan
Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 2 Bangunan 0 Dinas Kesehatan

4.1.7 2 ZiO 12|Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 13,037,377,352.00 4,008,295,863.00 30.74 4,008,295,863.00 Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan sarana 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan
kesehatan

418 2 |20 |3|Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 3,576,670,481.00 1,782,178,347.00 49.83 1,782,178,347.00 Dinas Kesehatan

1 Kesehatan
419 2 |20 |14|Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 6,847,052,800.00 6,812,529,322.00 99.5 6,812,529,322.00 Dinas Kesehatan
1 Pelayanan Kesehatan
Jumlah Sarana Penyuluhan Kesling Tersedia 3 Sarana 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Alat kesehatan yang tersedia 58 Unit 0 Dinas Kesehatan

4.1.10 2 zio 16|Pengadaan Obat, Vaksin 2,815,300,889.00 2,517,742,780.00 89.43 2,517,742,780.00 Dinas Kesehatan
Jumlah puskesmas yang akan didistribusikan obat dan 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan
perbekalan kesehatan
Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan 100% 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Dasar Masyarakat

4111 2 |20 |19 |Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 478,433,982.00 407,218,000.00 85.11 407,218,000.00 Dinas Kesehatan

1 Pelayanan Kesehatan
Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara 2 Perlengkapan 0 Dinas Kesehatan
2.0 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat .
4.1.12 2 20 . . . 393,671,900.00 380,539,735.00 96.66 380,539,735.00 Dinas Kesehatan
1 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah pemeliharaan alkes dan kaibrasi 10 Alkes 0 Dinas Kesehatan
42 2|20 |Penvediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 55,475,385,639.00 34,115,011,873.00 615 34,115,011,873.00 Dinas Kesehatan
2 Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan pelayanan kesehatan 90% 0 Dinas Kesehatan
20 . "

421 2 2 1 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29,040,000.00 27,280,000.00 93.94 27,280,000.00 Dinas Kesehatan
Persentase‘Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan 29% 0 Dinas Kesehatan
kesehatan ibu dan anak

20 " "
422 2 2 2 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
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Anak Usia 6-24 Bulan Mendapatkan MP-ASI Berbahan 13 Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
Dasar Pangan Lokal
Cakupan persalinan di fasyankes 89% 0 Dinas Kesehatan
423 2 22'0 3 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Persentase‘Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan 29% 0 Dinas Kesehatan
kesehatan ibu dan anak
424 2 22'0 4 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 88,061,357.00 80,540,000.00 91.46 80,540,000.00 Dinas Kesehatan
Jumlah bumil kek leh PMT sehi "
umiah bumil ke yang‘mem‘pem e sehingga 322 Orang 0 Dinas Kesehatan
menurunkan Pravelensi bumil KEK
Jumlah kasus kematian Balita 10 Kasus 0 Dinas Kesehatan
Jumlah paket PMT 8000 PMT 0 Dinas Kesehatan
Persentase status gizi balita 100% 0 Dinas Kesehatan
Pre‘va\ensw stunting (pendek dan sangat pendek) pada 21% 0 Dinas Kesehatan
balita
425 2 2.0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
2 Dasar
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memperoleh 100% 0 Dinas Kesehatan
Penyuluhan
Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan UKS 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan
20 . " i
426 2 2 6 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Upaya Kepada Setiap Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 . "
" 2000 Usia 0 Dinas Kesehatan
Tahun) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
20 . . i
427 2 2 7 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pertemuan 32 Orang 0 Dinas Kesehatan
20 . " " i
4238 2 2 8 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Persentase usia 15-59 tahun yang dideteksi hipertensi 100% 0 Dinas Kesehatan
429 2 2.0 9 Pense\olaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
2 Melitus
Pe‘rfentase usia 15-59 tahun yang dideteksi diabetes 100% 0 Dinas Kesehatan
militus
4210 2 2.0 1 PerTge\ola‘an Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
2 Terinfeksi HIV
Persentase Penderita HIV/AIDS yang ditemukan di Lapas .
. 100% 0 Dinas Kesehatan
dan Lokasi Hotspot mendapatkan pengobatan
4211 2 |20 |43|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada 290,949,816.00 162,498,000.00 55.85 162,498,000.00 Dinas Kesehatan
2 Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Persentase Penanganan KLB penyakit menular 100% 0 Dinas Kesehatan
20 . i
4.2.12 2 2 15|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Kecamatan yang rne‘ndapatkan pelayanan 13 Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat miskin
Perlsentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada 20% 0 Dinas Kesehatan
balita
20 . "
4213 2 2 16|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
20 . "
4.2.14 2 2 17|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1,573,409,820.00 1,282,286,820.00 81.5 1,282,286,820.00 Dinas Kesehatan
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No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Terlaksananya Inspeksi Sanitasi 4 PuskesmasBulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Semester 0 Dinas Kesehatan
(RSUD MAK)

4.2.15 2 22'0 18|Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4,278,670,000.00 3,395,916,026.00 79.37 3,395,916,026.00 Dinas Kesehatan
fumlah p‘uskesma‘s yang menerima media informasi dan 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan
informasi sadar hidup sehat
Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan (RSUD MAK) 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan

4.2.16 2 22'0 20(Pengelolaan Surveilans Kesehatan 549,641,938.00 403,038,636.00 73.33 403,038,636.00 Dinas Kesehatan
Jumlah puskesmas telah mendapatkan pelatihan 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan

4217 2 |20 |51 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah 449,950,000.00 433,775,000.00 96.41 433,775,000.00 Dinas Kesehatan

2 Kesehatan Jiwa (ODMK)
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan "
o 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat miskin
20 . "

4.2.18 2 2 22(Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Jumléh tenaga kesehatan yang t“elah mendapatkan 32 Orang 0 Dinas Kesehatan
pelatihan pelayanan kesehatan jiw

20 . . "

4.2.19 2 2 25(Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 82,078,691.00 75,740,000.00 92.28 75,740,000.00 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(P2PTM) dalam kegiatan menskrining kesehatan 32 Orang 0 Dinas Kesehatan
masyarakat di Posbindu PTM

20 . "

4.2.20 2 2 26|Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 18,311,804,196.00 15,938,178,962.00 87.04 15,938,178,962.00 Dinas Kesehatan
Cakupan pengelolaan jaminan kesehatan 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah puskesrnas yang melaksanakan pelayanan 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

4221 2 2.0 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

2 Sekolah
Persentase Sekolah y‘ang memperoleh penyuluhan 100 Persen 0 Dinas Kesehatan
kesehatan reproduksi dan narkoba

20 . "

4222 2 N 33|Operasional Pelayanan Puskesmas 1,990,079,083.00 2,052,245,113.00 103.12 2,052,245,113.00 Dinas Kesehatan
Jumlah bulan dalam pelaksanaan penyediaan dana untuk
peningkatan mutu yang ada di UPTD Kesehatan , 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pembantu dan Polindes

2.0 . . . "
4.2.23 2 2 34(Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 26,807,327,038.00 9,634,840,531.00 35.94 9,634,840,531.00 Dinas Kesehatan
4224 2 | 20 |35|Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 950,131,000.00 568,910,985.00 59.88 568,910,985.00 Dinas Kesehatan
2 Kabupaten/Kota
2.0 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian "
4.2.25 2 36 - . 74,242,700.00 59,761,800.00 80.5 59,761,800.00 Dinas Kesehatan
2 Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Persentase penanganan KLB 100 Persen 0 Dinas Kesehatan
43 2|20 |Penvelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 260,851,000.00 246,458,500.00 94.48 246,458,500.00 Dinas Kesehatan
3 Terintegrasi
Terlaksananya pemutakhiran data dasar standart 16% 0 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan

43.1 2 23'0 1 [Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 111,596,000.00 102,456,000.00 91.81 102,456,000.00 Dinas Kesehatan
Tersedianya da‘ta untuk penyusunan aset Dinas Kesehatan 1 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan

20 . . "
432 2 3 2 |Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 149,255,000.00 144,002,500.00 96.48 144,002,500.00 Dinas Kesehatan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada Cell| i D AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) Ralisasi
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Jumlah Puskesmas yang dllan‘h dalam pemngkatan SDM 16 UPTD Kec. ‘
Pengelola Data Kesehatan / Sistem Informasi Kesehatan 0 Dinas Kesehatan
Puskesmas
Daerah (SIKDA)
Jumlah sistem aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan 1 Media 0 Dinas Kesehatan
2.0 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas .
44 122 N 40,564,496,681.00 27,707,286,794.00 68.3 27,707,286,794.00 Dinas Kesehatan
4 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan 90% 0 Dinas Kesehatan
20 . - i
4.4.1 1{2]2 4 3 |Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 40,564,496,681.00 27,707,286,794.00 68.3 27,707,286,794.00 Dinas Kesehatan
Waktu Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di UPTD 1 Tahun 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan
5 1[2]3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 8,250,390,815.00 8,250,390,815.00 7,449,518,060.00 90.29 Dinas Kesehatan
MANUSIA KESEHATAN
> —— - -
% SDM Kesehatan yang nemiliki Kompetensi sesuai 9797 9797 20.00 2062 20.00 2062 Dinas Kesehatan
bidangnya
P t: SDM Kesehat: iliki Kq tensi "
ersentase esehatan yang memiliki fompetensi 95% 95% 22.00 23.16 22.00 23.16 Dinas Kesehatan
sesuai bidangnya
20 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
5.1 1(2(3 2 Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 6,115,079,960.00 5,607,641,572.00 91.7 5,607,641,572.00 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Persentase meratanya tenaga kesehatan pada sarana 90% 0 Dinas Kesehatan
kesehatan
511 [1]2]3|?0] [Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber 5,988,060,000.00 5,481,121,572.00 9153 5,481,121,572.00 Dinas Kesehatan
2 Daya Manusia Kesehatan
Persentase jumlah, jenIS‘ dan kualifikasi serta distribusi 100% 0 Dinas Kesehatan
tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
512 [1]2]3]?0]3 |Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia 127,019,960.00 126,520,000.00 99.61 126,520,000.00 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan
Jt‘JmIah Dolfumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Beserta 300 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Tindak Lanjut
Jumlah pertemuan lintas sektor tentang perencanaan obat 2 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Jumlah ‘tenaga kesehat‘an dan kader posyandu dalam 60 Orang 0 Dinas Kesehatan
pemberian MP-ASI dari bahan lokal
Perse‘nta‘5e SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi 95% 0 Dinas Kesehatan
sesuai bidangnya
20 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
5.2 1(2(3 3 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 2,135,310,855.00 1,841,876,488.00 86.26 1,841,876,488.00 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Persen‘tase menmgkat‘ny‘a kompetensi sumber daya 90% 0 Dinas Kesehatan
manusia tenaga sesuai bidangnya kesehatan
20 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
521 1|23 3 1 |Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 2,135,310,855.00 1,841,876,488.00 86.26 1,841,876,488.00 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Jumlah Petugas yang dilatih 106 Orang 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan yang terpilih 6 Orang 0 Dinas Kesehatan
Persentase lsumbe‘r d‘aya aparatur yang memiliki 20% 0 Dinas Kesehatan
kompetensi sesuai bidangnya
6 1[2)4 PROGRAM SEDIAAN FARMAS], ALAT KESEHATAN DAN 800,422,107.00 800,422,107.00 411,054,146.00 5135 Dinas Kesehatan
MAKANAN MINUMAN
persentase ketersedian obat , makanan dan vaksin 8080 80 80 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF) 79% 79% 20.00 25.32 20.00 25.32 Dinas Kesehatan
Persentase rumah tangga ber PHBS 80% 80% 15.00 18.75 15.00 18.75 Dinas Kesehatan
Cak d bat d ki "
-akupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang 90% 90% 20.00 2222 20.00 2222 Dinas Kesehatan
aman dan sehat




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
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5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
2.0 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan "
6.1 4 . . L 65,140,451.00 60,985,000.00 93.62 60,985,000.00 Dinas Kesehatan
1 dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
20 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,
6.1.1 4 1 3 |Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 65,140,451.00 60,985,000.00 93.62 60,985,000.00 Dinas Kesehatan
Tradisional (UMOT)
Jum!a‘h puskesmas yang melakukan kegiatan pengobatan 16 UPTD Kec. 0 Dinas Kesehatan
tradisional Puskesmas
20 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
6.2 4 4 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 72,125,000.00 0 0 0 Dinas Kesehatan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
20 Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
6.2.1 4 4 1 [Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 72,125,000.00 0 0 0 Dinas Kesehatan
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
Jumlah Desa/Kelurahan Open Defecation Free (OPF) 13 Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
20 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
6.3 4 6 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman 663,156,656.00 350,069,146.00 52.79 350,069,146.00 Dinas Kesehatan
Industri Rumah Tangga
20 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
6.3.1 4 6 1 [Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan 663,156,656.00 350,069,146.00 52.79 350,069,146.00 Dinas Kesehatan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang 12 Bulan 0 Dinas Kesehatan
aman dan sehat
7 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 2,229,433,149.00 2,229,433,149.00 1,770,357,500.00 79.41 Dinas Kesehatan
KESEHATAN
Persentase rumah tangga ber PHBS 80 Persen 80 Persen 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
Persentase rumah tangga ber PHBS 80% 80% 20.00 25 20.00 25 Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 90% 90% 10.00 1111 10.00 1111 Dinas Kesehatan
yang memiliki kompetensi "
Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF) 79% 79% 20.00 25.32 20.00 25.32 Dinas Kesehatan
20 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
7.1 5 1 serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 2,158,313,149.00 1,715,087,500.00 79.46 1,715,087,500.00 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
711 5 |20 | 1 |Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, 2,158,313,149.00 1,715,087,500.00 79.46 1,715,087,500.00 Dinas Kesehatan
1 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan p‘ert?longan pers‘alman oleh tenaga kesehatan 16 Puskesmas 0 Dinas Kesehatan
yang memiliki kompetensi
Jumlah organisasi yang diberi bantuan 1 organisasi 0 Dinas Kesehatan
Perse‘ntase kecamatan yang mengikuti Lomba Cerdik 100% 0 Dinas Kesehatan
Posbindu
72 5 [20| [Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif 14,960,000.00 6,600,000.00 44.12 6,600,000.00 Dinas Kesehatan
2 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
721 5 |20 [Penvelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 14,960,000.00 6,600,000.00 44.12 6,600,000.00 Dinas Kesehatan
2 Bersih dan Sehat
Jumlah Puskesmas yang di Monitoring dan Evaluasi
(Monev) pelaksanaan Program Indonesia Sehat dalam 13 Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
Pendekatan keluarga
Persentase Rumah Tangga Ber PHBS 80 Persen 0 Dinas Kesehatan
20 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
73 5 3 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 56,160,000.00 48,670,000.00 86.66 48,670,000.00 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
20 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
73.1 5 3 1 |Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 56,160,000.00 48,670,000.00 86.66 48,670,000.00 Dinas Kesehatan
Masyarakat (UKBM)




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun berjalan yang di evaluasi TW4

(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Reali
Anggaran RKPD(%)

si

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

K Rp.

K Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

Jumlah Desa/Kelurahan Open Defecation Free (OPF)

7 Kelurahan

0

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

10,422,060,426.00

10,422,060,426.00

9,578,194,236.00

91.9

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan
administrasi perkantoran

90%

90%

90.00

90.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.1

20

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

29,997,000.00

27,334,000.00

91.12

27,334,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

12%

12.00

100

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

[N

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

9,999,000.00

8,618,000.00

86.19

8,618,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Lembur Penyusunan RKA dan DPA

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.1.2

20

o

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9,999,000.00

9,722,000.00

97.23

9,722,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Lembur Penyusunan Laporan Akhir Tahun, Lakip dan LPPD

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

~

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

9,999,000.00

8,994,000.00

89.95

8,994,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Lembur Penyusunan Lakip dan PK

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.2

20

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5,561,799,264.00

5,299,991,854.00

95.29

5,299,991,854.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
selama 1 Tahun

14%

14.00

14.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.2.1

20

[N

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5,541,801,264.00

5,281,606,854.00

95.3

5,281,606,854.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

14 Bulan

14.00

14.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

o

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

19,998,000.00

18,385,000.00

91.93

18,385,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Lembur Penyusunan Prognosis, Realisasi Anggaran Anjab
dan ABK

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.3

20

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

544,493,000.00

484,023,000.00

88.89

484,023,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah selama 1 Tahun

12%

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

83.1

20

N~

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

240,000,000.00

181,183,000.00

75.49

181,183,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
U /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge |T|erja lan r!ggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) Ralisasi
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
1 Paket 2.00 200 2.00
DPUPRHUB Ruang dan Perhubungan
2.0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.3.2 1 9 . 304,493,000.00 302,840,000.00 99.46 302,840,000.00
5 Fungsi Ruang dan Perhubungan
. I " Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Laporan Pegawai Yang Dapat Mengikuti Pelatihan 12 Bulan 12.00 100 12.00
Ruang dan Perhubungan
2.0 - . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.4 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,740,436,432.00 1,364,434,656.00 78.4 1,364,434,656.00
6 Ruang dan Perhubungan
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
12% 12.00 100 12.00
selama 1 Tahun Ruang dan Perhubungan
2.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.4.1 1 1 11,999,122.00 9,840,000.00 82.01 9,840,000.00
6 Bangunan Kantor Ruang dan Perhubungan
Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Komponen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
PR 12 Bulan 12.00 100 12.00
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Ruang dan Perhubungan
2.0 . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.4.2 1 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 313,307,698.00 304,530,650.00 97.2 304,530,650.00
6 Ruang dan Perhubungan
" Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12.00 100 12.00
Ruang dan Perhubungan
2.0 " - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
843 1 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218,399,812.00 217,834,400.00 99.74 217,834,400.00
6 Ruang dan Perhubungan
Tersedianya Makanan dan Minuman Untu Aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
12 Bulan 12.00 100 12.00
DPUPRHUB Ruang dan Perhubungan
2.0 . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.4.4 1 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102,199,800.00 88,599,950.00 86.69 88,599,950.00
6 Ruang dan Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Laporan Penggunaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12.00 100 12.00
Ruang dan Perhubungan
2.0 N . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
845 1 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,094,530,000.00 743,629,656.00 67.94 743,629,656.00
6 Ruang dan Perhubungan
Dapat Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
12 Bulan 12.00 100 12.00
Dalam dan Luar Daerah Ruang dan Perhubungan
85 1 2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
) 7 Pemerintah Daerah Ruang dan Perhubungan
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
. 1% 0.00 0 0.00
Operasional Ruang dan Perhubungan
2.0 " . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.5.1 1 2 |Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0
7 Ruang dan Perhubungan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas dan . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
. 1 Unit 0.00 0 0.00
Operasional Ruang dan Perhubungan
2.0 " . . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
8.6 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 769,248,000.00 646,687,949.00 84.07 646,687,949.00
8 Ruang dan Perhubungan




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

Terbayarnya Gaji Honorer dan THL Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Selama 1 Tahun

12%

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.6.1

20

~

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

210,000,000.00

139,624,949.00

66.49

139,624,949.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

IS

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

559,248,000.00

507,063,000.00

90.67

507,063,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Laporan pertanggung jawaban pembayaran gaji honorer

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.7

20

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1,766,087,730.00

1,755,722,777.00

99.41

1,755,722,777.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun

12%

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.7.1

20

[N

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1,434,600,000.00

1,427,330,497.00

99.49

1,427,330,497.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dan Operasional

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

©

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

210,000,000.00

209,400,000.00

99.71

209,400,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Laporan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kantor dan
Gedung Lainnya

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

121,487,730.00

118,992,280.00

97.95

118,992,280.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Laporan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

8.8

21

Penataan Organisasi

9,999,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan PK Dinas PUPRHUB

12%

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

21

w

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

9,999,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Lembur Penyusunan Lakip dan PK

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

7,448,582,092.00

7,448,582,092.00

14,402,079,502.00

193.35

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase Luas lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (Ha)

63%

63%

63.00

63.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali
banjir yang dilakukan Peningkatan/pemeliharaan (%)

22.%

22.%

23.00

104.55

23.00

104.55

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X

100%

Rp.

K|*P

K Rp.

K Rp.

K Rp.

K Rp.

12

13

9.1

20

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2,897,322,092.00

2,605,117,247.00

89.91

2,605,117,247.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Jumlah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

5.%

23.00

460

23.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

Normalisasi/Restorasi Sungai

1,624,000,000.00

1,323,856,200.00

81.52

1,323,856,200.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Sungai Yang di Normalisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

9.1.2

20

Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

1,211,400,000.00

1,219,407,047.00

100.66

1,219,407,047.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Kanal Banjir Yang Direhabilitasi

17.00

566.67

17.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan
Kabupaten/Kota

61,922,092.00

61,854,000.00

99.89

61,854,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Tertibnya Pemegang IPPKH Melaksanakan Rehabilitasi DAS

1 Kegiatan

0.00

0.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

9.2

20

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4,551,260,000.00

7,889,497,700.00

173.35

7,889,497,700.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Jumlah Jaringan Irigasi Yang dikembangan dan dikelola

80.%

125.00

156.25

125.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

~
=y
1)

Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

822,540,000.00

931,205,000.00

113.21

931,205,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Jalan Inspeksi Yang Terbangun

2 Km

1.00

50

1.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

~
=y
o

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

1,810,080,000.00

1,969,354,825.00

108.8

1,969,354,825.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Jaringan Irigasi Rawa Yang Direhabilitasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

9.23

20

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

1,918,640,000.00

2,299,270,000.00

119.84

2,299,270,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Yang
Telah Dibangun

75 Km

118.00

157.33

118.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

10

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

7,142,671,633.00

7,142,671,633.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Presentase Penduduk yang memiliki akses air minum yang
aman dan berkelanjutan

7171

7171

0.00

0.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

10.1

20

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

7,142,671,633.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Presentase Sarana Air Bersih Perkotaan Dan Pedesaan

7071

0.00

0.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

10.1.1

20

w
[N

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

288,423,300.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Reali

Anggaran RKPD(%)

si

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja &

R si
IT=10/5X

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5 6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

100%

Rp. K e

K Rp.

K

Rp.

K Rp.

12

13

Sarana an Prasarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat

1Tahun

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

10.1.2

20

w

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perkotaan

3,218,000,000.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Sarana Air Bersih di Perkotaan

1Tahun

71.00

7,100.00

71.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

10.1.3

20

IS

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

3,636,248,333.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Sarana Air Bersih di Pedesaan

1Tahun

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

11

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

20

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

1111

20

~

Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Pengelolaan Persampahan yang Layak

1Tahun

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

12

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH

3,652,376,372.00

3,652,376,372.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Presentase Penduduk yang memiliki akses air minum yang
aman dan berkelanjutan

71.9171.91

71.9171.91

374916.0
0

521,368.38

374916.0
0

521,368.38

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

20

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

3,652,376,372.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Presentase Sarana Dan Prasarana Sanitasi

7071.91

374916.0
0

535,594.29

374916.0
0

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

1211

20

[N

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

140,000,000.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Pengelolaan Air Limbah yang Memenuhi Syarat

1Tahun

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

12.1.2

20

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Kota

3,259,831,355.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Pengelolaan Air Limbah

1Tahun

65.00

6,500.00

65.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

1213

20

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

252,545,017.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Tersedianya SDM Pengelola Air Limbah

1Tahun

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

13

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

HHHHHH R

HHHHHH R

89,928,584,415.81

84.45

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase jalan yang dibangun

11 Km

11 Km

8.00

72.73

8.00

72.73

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase jalan yang ditingkatkan

14.00

155.56

14.00

155.56

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase jalan dan jembatan yang
direhabilitasi/dipelihara

10.00

10.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

13.1

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

HHHHHH R

89,928,584,415.81

84.45

89,928,584,415.81

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Jumlah Panjang Jalan Yang dibangun

30 KM

26.67

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan




Kode

u /Bidang Urusan Daerah dan

Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun berjalan yang di evaluasi TW4

(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Reali
Anggaran RKPD(%)

si

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

R si
IT=10/5X

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

100%

Rp.

K|*P

K Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

Jumlah Panjang Jalan Yang ditingkatkan

12.00

133.33

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Jumlah Panjang Jalan Yang Dipelihara

12 KM

10.00

83.33

10.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Jumlah Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Berkala

12 KM

10.00

83.33

10.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

13.11

«

Pembangunan Jalan

9,569,996,963.00

8,315,201,843.81

86.89

8,315,201,843.81

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Jalan yang Terbangun

30.8 KM

8.00

25.97

8.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

13.1.2

20

)

Rekonstruksi Jalan

82,270,392,065.00

71,778,979,780.00

87.25

71,778,979,780.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Jalan yang ditingkatkan

12.00

133.33

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

13.1.3

Pemeliharaan Berkala Jalan

12,908,549,820.00

8,180,149,440.00

63.37

8,180,149,440.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Jalan yang dipelihara

12.5 KM

10.00

80

10.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

13.1.4

Pemeliharaan Rutin Jalan

1,437,231,495.00

1,362,068,602.00

94.77

1,362,068,602.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Panjang Jalan yang dipelihara

12.05 KM

10.00

82.99

10.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

13.15

20

Pembangunan Jembatan

299,999,999.00

292,184,750.00

97.39

292,184,750.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan

1 Dokumen

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

14

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

590,723,930.00

590,723,930.00

406,909,046.00

68.88

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi

100%

100%

125.00

125.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

590,723,930.00

406,909,046.00

68.88

406,909,046.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

4%

2.00

50

2.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

14.1.1

20

o

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

590,723,930.00

406,909,046.00

68.88

406,909,046.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

4 Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

2,426,105,259.00

2,426,105,259.00

1,480,642,514.00

61.03

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun berjalan yang di evaluasi TW4

(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja &
R q

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

K|*P

K Rp.

K Rp.

K Rp.

12

13

Persentase Terselesaikannya Penyusunan Dokumen
Perencanaan Detail Tata Ruang

100%

100%

125.00

125.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15.1

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1,714,445,820.00

925,545,609.00

53.99

925,545,609.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

2%

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15.1.1

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

1,638,336,000.00

870,609,459.00

53.14

870,609,459.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Laporan/Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

1 Kegiatan

1.00

100

1.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15.1.2

20

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
Bidang Penataan Ruang

76,109,820.00

54,936,150.00

72.18

54,936,150.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

1 Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/Kota

436,999,635.00

377,673,905.00

86.42

377,673,905.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1%

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15.2.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota

436,999,635.00

377,673,905.00

86.42

377,673,905.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Detail Tata Ruang

1 Dokumen

1.00

100

1.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

20

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota

274,659,804.00

177,423,000.00

177,423,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Penataan
Ruang

12%

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

15.3.1

IS

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

274,659,804.00

177,423,000.00

64.6

177,423,000.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Tata Ruang Daerah

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

16

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

8,025,999,822.00

8,025,999,822.00

6,912,769,379.00

86.13

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Persentase unit kerja Internal yang menperoleh pelayanan
administrasi perkantoran

100 100

100 100

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

20

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4,224,028,859.00

4,071,265,326.00

96.38

4,071,265,326.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

16.1.1

20

[N

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3,644,790,859.00

3,516,562,326.00

96.48

3,516,562,326.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

1Tahun

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan

16.1.2

20

~

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

569,038,000.00

548,903,000.00

96.46

548,903,000.00

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan




i inerj Reali| Target Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d: Tingkat Capai Tingkat Capai
U /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada B[ TR L AR AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
i o Dinas P han, K
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1Tahun 0 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
1613 1 2.0 7 Koordinasi ‘dan Penyusunan Laporan Keuangan 10,200,000.00 5,800,000.00 56.86 5,800,000.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Pemukiman dan Pertanahan
Tertib Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
2.0 - . . Di P han, Ki
16.2 1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 205,315,000.00 192,140,500.00 93.58 192,140,500.00 inas Perumanan, Kawasan
5 Pemukiman dan Pertanahan
Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 100 0.00 0 0.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
Daerah Pemukiman dan Pertanahan
20 . " . Di P han, Ki
16.2.1 1 2 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 126,115,000.00 122,490,500.00 97.13 122,490,500.00 inas Perumanan, Kawasan
5 Pemukiman dan Pertanahan
" . " Di P han, Ki
Tersedianya Pakaian Dinas yang Lengkap 1Tahun 0.00 0 0.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
1622 1 2.0 9 Pend\filkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 79,200,000.00 69,650,000.00 87.04 69,650,000.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
5 Fungsi Pemukiman dan Pertanahan
. R " Di P han, Ki
Pegawai yang Mengikuti Diklat/Pelatihan 1 Tahun 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
20 L . Di P han, Ki
16.3 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,603,482,969.00 1,228,517,428.00 76.62 1,228,517,428.00 inas Perumanan, Kawasan
6 Pemukiman dan Pertanahan
1631 1 2.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 38,144,144.00 17,258,500.00 4525 17,258,500.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
6 Bangunan Kantor Pemukiman dan Pertanahan
i Dinas P han, K
Penerangan Bangunan Kantor Dinas 1Tahun 0 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
1632 129 4 |penyediaan Bahan Logistik Kantor 145,860,000.00 120,326,000.00 82.49 120,326,000.00 Dinas Perumahan, Kawasan
6 Pemukiman dan Pertanahan
Tersedianya Jamuan Makan dan Minum 1 Tahun 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
20 " Di P han, Ki
1633 1 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 109,818,825.00 96,871,500.00 88.21 96,871,500.00 inas Perumanan, Kawasan
6 Pemukiman dan Pertanahan
Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan 1 Tahun 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Administrasi Perkantoran Pemukiman dan Pertanahan
2.0 o i Dinas P han, K:
1634 1 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,309,660,000.00 994,061,428.00 75.9 994,061,428.00 inas Perumanan, fawasan
6 Pemukiman dan Pertanahan
" . " Di P han, Ki
Tersedianya Dana Untuk Perjalanan Dinas 1 Tahun 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
20 " . . Di P han, Ki
164 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 802,381,697.00 580,160,552.00 723 580,160,552.00 inas Perumanan, fawasan
8 Pemukiman dan Pertanahan
2.0 . Dinas Perumahan, Kawasan
16.4.1 1 1 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,400,000.00 0 0 0 R
8 Pemukiman dan Pertanahan
Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas 1 Tahun 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
2.0 . - . R Di P han, Ki
1642 1 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 282,098,000.00 167,368,852.00 5033 167,368,852.00 inas Perumanan, fawasan
8 Pemukiman dan Pertanahan
Tagihan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan 1 Tahun 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Internet Pemukiman dan Pertanahan
20 " Di P han, Ki
1643 1 3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 312,042,697.00 208,944,700.00 66.96 208,944,700.00 inas Perumanan, fawasan
8 Pemukiman dan Pertanahan
" Di P han, Ki
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
20 " Di P han, Ki
1644 1 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205,341,000.00 203,847,000.00 99.03 203,847,000.00 inas Perumanan, fawasan
8 Pemukiman dan Pertanahan
165 1 2.0 Pemeh‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1,190,791,267.00 840,685,573.00 706 840,685,573.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
S Pemerintahan Daerah Pemukiman dan Pertanahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan "
20 N i N Dinas Perumahan, Kawasan
16.5.1 1 1 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 169,993,600.00 39,716,585.00 2336 39,716,585.00 .
9 Pemukiman dan Pertanahan
Jabatan
" " " Di P han, Ki
Mobil Jabatan Berfungsi Dengan Baik 1 Tahun 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge |T|erja lan r!ggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, "
20 N o N N Dinas Perumahan, Kawasan
16.5.2 1 2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 280,995,920.00 89,652,811.00 31.91 89,652,811.00 .
9 Pemukiman dan Pertanahan
Lapangan
" . " Dinas Perumahan, Kawasan
Kendaraan Dinas Operasional Layak Digunakan 1 Tahun 0 .
Pemukiman dan Pertanahan
1653 1 2.0 9 Pe‘mehharaan/Rehabllltasl Gedung Kantor dan Bangunan 679,826,400.00 663,907,400.00 97.66 663,907,400.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
9 Lainnya Pemukiman dan Pertanahan
i i Dinas P han, K
Peralatan Kantor Berfungsi dengan Baik 1 Tahun 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
1654 1 2.0 10 Pemehharaan/Rehabllltasll Sarana dan Prasarana Gedung 59,975,377.00 47,408,777.00 79.05 47,408,777.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
9 Kantor atau Bangunan Lainnya Pemukiman dan Pertanahan
i i Dinas P han, K
Peralatan Gedung Kantor Berfungsi dengan Baik 1 Tahun 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
17 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 684,635,739.00 684,635,739.00 7,683,749,560.00 1,122.31 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Persentase Rumah tidak layak huni yang mendapat 34.6734.67 34.6734.67 27.00 77.88 27.00 77.88 Dinas F?erumahan, Kawasan
bantuan SPM Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan
171 3 2.0 Penerbitan lzin Pémbangunan dan Pengembangan 27,491,312.00 7,172,295,100.00 7,172,295,100.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Kawasan Permukiman Pemukiman dan Pertanahan
Presentase Data Base Pertanahan 60 34.67 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan "
20 N Dinas Perumahan, Kawasan
17.1.1 3 3 |dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan 27,491,312.00 3,148,683,000.00 3,148,683,000.00 R
1 h Pemukiman dan Pertanahan
Permukiman Kumuh
Terlaksannya Dukungan Peningkatan Rumah Layak Huni 1 Tahun 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Bagi MBR Pemukiman dan Pertanahan
2.0 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan
17.2 3 . 258,757,002.00 210,417,000.00 81.32 210,417,000.00 .
2 Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Pemukiman dan Pertanahan
. Dinas Perumahan, Kawasan
Presentase Data Wilayah Kawasan Kumuh 7034.67 47.00 67.14 47.00 .
Pemukiman dan Pertanahan
2.0 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Dinas Perumahan, Kawasan
17.2.1 3 2 . . 258,757,002.00 210,417,000.00 81.32 210,417,000.00 .
2 Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pemukiman dan Pertanahan
Rumah Layak Huni MBR 1 Tahun 47.00 4,700.00 47.00 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
173 3 2.0 Peningkatan K‘ualltas Kawasan Permukiman Kumuh 398,387,425.00 301,037,460.00 75.56 301,037,460.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
3 dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Pemukiman dan Pertanahan
1731 3 2.0 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta 398,387,425.00 301,037,460.00 75.56 301,037,460.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
3 PSU Pemukiman dan Pertanahan
Terlaksananya Dukungan Peningkatan Rumah Lyak Huni 1 Tahun 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Bagi MBR Pemukiman dan Pertanahan
18 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00 2,066,462,700.00 11354 Dinas F?erumahan, Kawasan
KUMUH Pemukiman dan Pertanahan
o Dinas P han, K
persentase taman yang dipelihara 34.67 34.67 34.67 34.67 0.00 0 0.00 0 inas ‘eruma an, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
181 4 2.0 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,820,000,000.00 2,066,462,700.00 113.54 2,066,462,700.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Pemukiman dan Pertanahan
Presentase Rumah Tidak Layak Huni 4034.67 0.00 0 0.00 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
2.0 terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan
18.1.1 4 1 § X 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00 100 1,820,000,000.00 i
1 Kumubh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Pemukiman dan Pertanahan
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Ter\‘aksananva Dukungan Peningkatan Rumah Lyak Huni 1 Tahun 34.00 3,400.00 34.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
Bagi MBR Pemukiman dan Pertanahan
19 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 27,128,585,829.00 27,128,585,829.00 30,496,050,444.00 112.41 Dinas F?erumahan, Kawasan
UTILITAS UMUM (PSU) Pemukiman dan Pertanahan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada Cell| i D AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 42534253 42534253 205488.0 483,160.12 205488.0 483,160.12 Dinas F?erumahan, Kawasan
Perumahan 0 0 Pemukiman dan Pertanahan
20 Di P h; Ki
19.1 1|a]s Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 27,128,585,829.00 30,496,050,444.00 112.41 30,496,050,444.00 inas Perumanan, Kawasan
1 Pemukiman dan Pertanahan
Presen‘tase Jalan, Dra‘mase, Taman, Bangunan Gedung 205488.0 205488.0 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemerintah, LPJU, Wilayah Perkotaan, Jalan Dan 6042.53 342,480.00 .
0 0 Pemukiman dan Pertanahan
Jembatan Perdesaan
1911 |1|4|5|%%|1 [perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1,074,962,600.00 1,166,906,600.00 108.55 1,166,906,600.00 Dinas Perumahan, Kawasan
1 Pemukiman dan Pertanahan
Jalan, Jembatan, Drama‘se, Gedung Pemerintah, LPJU dan 1 Tahun 0.00 0 0.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
Taman yang memenuhi syarat Pemukiman dan Pertanahan
1912 1als 2.0 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan l{nllta‘s Umum di 26,053,623,229.00 25,915,367,720.00 99.47 25,915,367,720.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Pemukiman dan Pertanahan
Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dan/atau Fasilitas 1 Tahun 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Umum lainnya Pemukiman dan Pertanahan
. o na Di P han, Ki
KonMeningkatnya Jumlah Taman dan Taman Kondisi Baik 1Tahun 20.00 2,000.00 20.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
LPJU Wilayah Perkotaan 1 Tahun 82.00 8,200.00 82.00 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Panjang jalan dan Jumlah Jembatan Penghubung ke jalan 1 Tahun 35.00 3,500.00 35.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
Poros Pemukiman dan Pertanahan
o i i Dinas P han, K
Panjang jalan, drainase lingkungan perumahan 1Tahun 42.00 4,200.00 42.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
15
20 1|51 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13,604,305,445.00 13,604,305,445.00 13,082,029,355.00 96.16 Satuan Polisi Pamong Praja
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen . .
. P 100 Persen 100 Persen 245.00 245 245.00 245 Satuan Polisi Pamong Praja
perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21 1ls]1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5,147,226,385.00 5,147,226,385.00 4,690,411,840.00 91.13 Badan Penanggulangan Bencana
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen Badan Penanggulangan Bencana
. - 60 Persen 60 Persen 90.00 150 90.00 150
perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan Daerah
211 1ls]1 20 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 11,099,942.00 11,023,624.00 99.36 11,023,624.00 Badan Penanggulangan Bencana
1 Perangkat Daerah Daerah
L‘aporan‘bulanan realisasi fisik dan realisasi keuangan 12 persen 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
disampaikan tepat waktu Daerah
2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja L .
212 1{5]|1 0 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1 Perangkat Daerah
20 L .
21.21 1{5]|1 i 1 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Dokumen Laporan Tahunan, Lakip dan RKT Dinas 3 Dokumen 0 Satuan Polisi Pamong Praja
20 P Badan Penanggulangan Bencana
21.2.2 115|1 i 7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,999,942.00 11,923,624.00 99.36 11,923,624.00 b h
aeral
Tercapainya laporan realisasi keuangan dan fisik tepat 12 Bulan 12.00 100 12.00 Badan Penanggulangan Bencana
waktu Daerah
20 L . o .
213 115|1 N Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,785,743,515.00 4,524,301,046.00 94.54 4,524,301,046.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 . " Badan Penanggulangan Bencana
214 115|1 N Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,861,696,076.00 2,785,571,001.00 97.34 2,785,571,001.00 b h
aeral
- " . Badan P [ B
Gaji ASN yang dibayarkan tiap bulan 30 Persen 28.00 93.33 28.00 adan Penanggulangan Bencana
Daerah
20 " - . o .
2141 115|1 N 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,785,743,515.00 4,524,301,046.00 94.54 4,524,301,046.00 Satuan Polisi Pamong Praja
JG“T:‘ah Bulan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima 12 Bulan 24.00 200 24.00 Satuan Polisi Pamong Praja
aji
20 " " . Badan Penanggulangan Bencana
2142 1[5]1 N 1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,861,696,076.00 2,785,571,001.00 97.34 2,785,571,001.00 b h
aeral




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada Cell| i D AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
. " . Badan P | B
Cakupan jumlah ASN yang dibayarkan gajinya tepat waktu 28 Orang 28.00 100 28.00 adan enanggu ar:]gan encana
aeral
20 . " . Badan Penanggulangan Bencana
215 1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61,875,000.00 61,792,500.00 99.87 61,792,500.00 b h
aeral
P‘egawa\ BPBD yang cakap dan berkompeten sesuai 70 Persen 0.00 0 0.00 Badan Penanggulangan Bencana
bidangnya Daerah
2.0 - . . L .
21.6 1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20,000,000.00 19,200,000.00 96 19,200,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 . " . Badan Penanggulangan Bencana
2161 1 5 2 [Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 61,875,000.00 61,792,500.00 99.87 61,792,500.00 b h
aeral
" . " " Badan P | B
Terciptanya pegawai BPBD yang rapi dan tertib 70 Orang 75.00 107.14 75.00 adan enanggu ar:]gan encana
aeral
2162 1 25'0 9 Ee”d‘q'ka" dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 20,000,000.00 19,200,000.00 9% 19,200,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
ungsi
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 1Tahun 2.00 200 2.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2163 1 2.0 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
5 Undangan Daerah
Jumlah pegawai y‘ang‘menglkutl ‘Pendldlkan dan Pelatihan 15 Orang 0.00 0 0.00 Badan Penanggulangan Bencana
Formal maupun Bimbingan Teknis Daerah
20 L . o .
217 1 s Administrasi Umum Perangkat Daerah 249,481,240.00 248,666,184.00 99.67 248,666,184.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 . " Badan Penanggulangan Bencana
218 1 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,138,481,581.00 1,086,634,685.00 95.45 1,086,634,685.00 b h
aeral
Proses pelayan‘an admmlstrasl‘ pada kantor BPBD 12 Persen 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Katingan yang tertib dan lancar Daerah
2181 1 2.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12,748,615.00 12,726,539.00 99.83 12,726,539.00 Badan Penanggulangan Bencana
6 Bangunan Kantor Daerah
Cakupan bulan ketersediaan komponen listrik untuk 12 Bulan 12.00 100 12.00 Badan Penanggulangan Bencana
penerangan kantor Daerah
21.8.2 1 2(;0 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,405,984.00 19,351,000.00 99.72 19,351,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.00 175 21.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 " Badan P | B
21.83 1% | 2 [Penvediaan peralatan dan Perlengiapan Kantor 207,176,769.00 206,562,212.00 99.7 206,562,212.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Cakupan bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Cakupan bulan ketersediaan perlengkapan kantor yang 12 Bulan 9.00 75 9.00 Badan Penanggulangan Bencana
cukup Daerah
20 " Badan Penanggulangan Bencana
2184 1 5 3 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16,635,097.00 16,634,934.00 100 16,634,934.00 b h
aeral
Cakupan bulan ketersediaan peralatan dapur kantor yang 12 Bulan 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
cukup Daerah
2185 1 zéo 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184,864,800.00 155,246,000.00 83.98 155,246,000.00 Badan Pe"a"ggma':‘ga" Bencana
aeral
Cakuparf bulan ketersediaan makanan dan minuman bagi 12 Bulan 12.00 100 12.00 Badan Penanggulangan Bencana
pegawai dan tamu Daerah
20 " - o .
21.8.6 1 s 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35,673,000.00 35,565,000.00 99.7 35,565,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 21.00 175 21.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2.0 I Badan P ] B
2187 1% | 5 |Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68,006,800.00 54,406,294.00 80 54,406,294.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Cakupan bulan ketersediaan barang cetakan dan 12 Bulan 12.00 100 12.00 Badan Penanggulangan Bencana
penggandaan Daerah
20 " L .
21.8.8 1 s 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22,777,577.00 22,407,900.00 98.38 22,407,900.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Bulan terpenuhinya barang cetakan dan 12 Bulan 21.00 175 21.00 Satuan Polisi Pamong Praja
penggandaan
2189 1 2.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 14,799,500.00 14,600,000.00 98.65 14,600,000.00 Badan Penanggulangan Bencana
6 undangan Daerah
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u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada Cell| i D AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
" Badan Penanggulangan Bencana
Cakupan bulan ketersediaan bahan bacaan yang cukup 12 Bulan 12.00 100 12.00 b h
aeral
21.8.10 1| %0 | |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2,541,000.00 2,497,000.00 98.27 2,497,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
6 undangan
Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan 12 Bulan 21.00 175 21.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Perundang-undangan
21.8.11 1 2(;0 7 |Penyediaan Bahan/Material 3,303,679.00 3,234,000.00 97.89 3,234,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Bulan Penyediaan alat kebersihan kantor 12 Bulan 21.00 175 21.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 P . Badan P | B
21.8.12 1% | ® [Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 634,250,000.00 626,458,706.00 98.77 626,458,706.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
C‘akupan bulan pegawai yang melaksanakan perjalanan 12 Bulan 12.00 100 12.00 Badan Penanggulangan Bencana
dinas dalam daerah Daerah
Cakupan bulan pegawai yang melaksanakan perjalanan 12 Bulan 0 Badan Penanggulangan Bencana
dinas luar daerah Daerah
20 T . o .
21.8.13 1 s 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165,780,000.00 165,611,284.00 99.9 165,611,284.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam dan 12 Bulan 21.00 175 21.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Luar Daerah
219 1 20 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
| 7 Pemerintah Daerah Daerah
21.10 1|20 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 399,996,500.00 399,000,000.00 99.75 399,000,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
7 Pemerintah Daerah
20 . o .
21.10.1 1 B 9 |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 399,996,500.00 399,000,000.00 99.75 399,000,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah‘ pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya 1 Tahun 2.00 200 2.00 Satuan Polisi Pamong Praja
yang dilaksanakan
21102 1 20 10 Pengadaan S‘arana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
7 Bangunan Lainnya Daerah
" " Badan P [ B
Halaman gedung kantor yang baik dan tertata rapi 1 Paket 0 adan Penanggulangan Bencana
Daerah
21103 1 2.0 1 Pengadaan Sarana dan Pr‘asarana Pendukung Gedung 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
7 Kantor atau Bangunan Lainnya Daerah
N . Badan P [ B
Jalan dan jembatan kantor yang baik dan layak 1 Paket 0 adan Penanggulangan Bencana
Daerah
20 " . . o .
21.11 1 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7,902,670,000.00 7,645,272,255.00 96.74 7,645,272,255.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 " . . Badan Penanggulangan Bencana
21.12 1 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300,633,000.00 264,895,568.00 88.11 264,895,568.00 b h
aeral
Proses pelayan‘an admmlstrasl‘ pada kantor BPBD 12 persen 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Katingan yang tertib dan lancar Daerah
20 " L .
21121 1 3 1 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000.00 1,440,000.00 96 1,440,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Bulan Penyediaan materai 12 Bulan 30.00 250 30.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2.0 . - . R L .
21.12.2 1 s 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66,000,000.00 58,402,255.00 88.49 58,402,255.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, 12 Bulan 30.00 250 30.00 Satuan Polisi Pamong Praja
listrik dan internet
2.0 . - . R Badan P | B
21123 1%, | 2 [Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46,459,000.00 28,649,568.00 61.67 28,649,568.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Cakupan bulan pembayaran tagihan listrik dan air yang 12 Bulan 12.00 100 12.00 Badan Penanggulangan Bencana
tepat waktu Daerah
20 " Badan P | B
21.12.4 1%, | 4 |penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 254,174,000.00 236,246,000.00 92.95 236,246,000.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
" " Badan P [ B
Cakupan bulan ketersediaan peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 0 adan Penanggulangan Bencana
Daerah
Badan Penanggulangan Bencana
Cakupan bulan laporan keuangan yang tepat waktu 12 Bulan 0 b h
aeral
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No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Cafupanjumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan 6 Orang 6.00 100 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
gajinya tepat waktu Daerah
20 " L .
21.125 1 3 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7,835,170,000.00 7,585,430,000.00 96.81 7,585,430,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Bulan Tenaga Harian Lepas yang menerima Honor 12 Bulan 30.00 250 30.00 Satuan Polisi Pamong Praja
21.13 1|20 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 246,414,190.00 245,589,870.00 99.67 245,589,870.00 Satuan Polisi Pamong Praja
S Pemerintahan Daerah
2114 1 20 Pemeh‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 772,541,286.00 479,594,462.00 62.08 479,594,462.00 Badan Penanggulangan Bencana
S Pemerintahan Daerah Daerah
Cakupan bulan penggun?an sarana dan prasarana kantor 12 persen 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
yang layak dan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
2.0 . o ) ) Badan Penanggulangan Bencana
21.14.1 1 9 2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 708,066,286.00 433,350,962.00 61.2 433,350,962.00 Daerah
Lapangan
Cakupan unit kendaraan dinas dan operasional serta . Badan Penanggulangan Bencana
. . . " 25 Unit 25.00 100 25.00
peralatan mesin yang memadai dan berfungsi dengan baik Daerah
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
21.14.2 1 9 2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 244,434,190.00 243,949,870.00 99.8 243,949,870.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Lapangan
Jt‘JmIah kgndaraar\‘dmas/operaslonal yang terpelihara dan 12 Bulan 30.00 250 30.00 Satuan Polisi Pamong Praja
diperpanjang perizinannya
21.143 1 250 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,980,000.00 1,640,000.00 82.83 1,640,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 30.00 250 30.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 " . . Badan Penanggulangan Bencana
21.14.4 1 9 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9,450,000.00 9,450,000.00 100 9,450,000.00 b h
aeral
Ca‘kupan jumlah peralatan kerja yang berfungsi dengan 10 Unit 3.00 30 3.00 Badan Penanggulangan Bencana
baik Daerah
21145 1 2.0 9 Pe‘mehharaan/Rehabllltasl Gedung Kantor dan Bangunan 55,025,000.00 36,793,500.00 66.87 36,793,500.00 Badan Penanggulangan Bencana
9 Lainnya Daerah
Terﬁc\ptanya kond|‘s| gedung kantor yang terawat dan 1 paket 1.00 100 1.00 Badan Penanggulangan Bencana
terjaga dengan baik Daerah
21146 1 2.0 9 Pe‘mehharaan/Rehabllltasl Gedung Kantor dan Bangunan 0 0 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja
9 Lainnya
Jumlah Unit gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan 1Tahun 1.00 100 1.00 Satuan Polisi Pamong Praja
22 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 1,130,142,976.00 1,130,142,976.00 1,041,581,788.00 92.16 Satuan Polisi Pamong Praja
KETERTIBAN UMUM
Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap perda/perkada| 65 Persen 65 Persen 237.00 364.62 237.00 364.62 Satuan Polisi Pamong Praja
2.0 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban L .
221 2 616,256,600.00 603,444,988.00 97.92 603,444,988.00 Satuan Polisi Pamong Praja
1 Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
20 X - - .
2211 2 1 |Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 243,262,800.00 125,300,000.00 5151 125,300,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
1 dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
Jumlah kegiatan pengamanan 1 Tahun 71.00 7,100.00 71.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2212 2 |20 4 |Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 217,384,000.00 324,906,988.00 149.46 324,906,988.00 Satuan Polisi Pamong Praja
1 Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan Pemantauan kondisi Linmas 13 Kecamatan 102.00 784.62 102.00 Satuan Polisi Pamong Praja
20 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
22.1.3 2 1 7 |Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 155,609,800.00 153,238,000.00 98.48 153,238,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban Umum
Terlak: Kegiatan O i P kit M. kat L .
erlaksananya Keglatan Operasl Penyakit Masyaraka 1 Tahun 2.00 200 2.00 Satuan Polisi Pamong Praja
(PEKAT) dan Ketentraman Umum
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Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
222 5 |20 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 513,886,376.00 438,136,800.00 85.26 438,136,800.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2 Peraturan Bupati/Wali Kota
2221 5 |20 [Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 397,355,000.00 359,886,800.00 90.57 359,886,800.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2 Bupati/Wali Kota
Jumlah Perda dan Perbub yang disosialisasikan 4 Kegiatan 6.00 150 6.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2.0 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan L .
2222 2 2 . . 116,531,376.00 78,250,000.00 67.15 78,250,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
2 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Tersampaikannya Perda KTR kepada Masyarakat 4 Kecamatan 15.00 375 15.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Badan P [ B
23 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1,394,930,769.00 1,394,930,769.00 1,156,601,070.00 82.91 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi 100 Persen 100 Persen 126.00 126 126.00 126 Badan Penanggulangan Bencana
bencana Daerah
231 3 2.0 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 391,890,226.00 297,656,070.00 75.95 297,656,070.00 Badan Penanggulangan Bencana
2 Bencana Daerah
Cakupan bulan ketersediaan Sumber Daya yang tanggaj
P . ‘/‘ ‘/ g‘ . 88ap Badan Penanggulangan Bencana
akan potensi bencana serta mampu meminimalisir 12 Persen 6.00 50 6.00 Daerah
kerugian akibat bencana yang terjadi
2311 3 2.0 6 Pen‘gua‘tan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
2 Kq ) Daerah
Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap potensi 2 Desa 0.00 0 0.00 Badan Penanggulangan Bencana
bencana yang ada Daerah
20 Badan P | B
2312 3|7 | 7 |Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 391,890,226.00 297,656,070.00 75.95 297,656,070.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Cafupanjumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan 10 Orang 10.00 100 10.00 Badan Penanggulangan Bencana
gajinya tepat waktu Daerah
. " Badan P [ B
Data kerugian akibat bencana 1 Laporan 0 adan Penanggulangan Bencana
Daerah
Jumlah rapat koordinasi pendataan kerugian akibat 1 Kegiatan 0 Badan Penanggulangan Bencana
bencana Daerah
. . Badan P [ B
Terpenuhinya hak anak korban bencana 1 Kegiatan 0 adan Penanggulangan Bencana
Daerah
2313 3 2.0 3 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
2 Kabupaten/Kota Daerah
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) TRC yang 30 Orang 0.00 0 0.00 Badan Penanggulangan Bencana
tanggap bencana Daerah
20 . Badan P | B
232 35 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 497,799,833.00 425,097,000.00 85.4 425,097,000.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Cakupan bulan ketersediaan logistik dan peralatan Badan Penanggulangan Bencana
" 12 Persen 6.00 50 6.00
kebencanaan di Posko BPBD maupun Posko Kecamatan Daerah
2321 3 2.0 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 497,799,833.00 425,097,000.00 854 425,097,000.00 Badan Penanggulangan Bencana
3 Bencana Kabupaten/Kota Daerah
Cakupan bulan ketersediaan logistik kebencanaan yang 12 Bulan 21.00 175 21.00 Badan Penanggulangan Bencana
cukup Daerah
Cafupanjumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan 12 Orang 1.00 833 1.00 Badan Penanggulangan Bencana
gajinya tepat waktu Daerah
20 . Badan P | B
233 3[%)|  [Penataan sistem Dasar Penangguiangan Bencana 505,240,710.00 433,848,000.00 85.87 433,848,000.00 adan e"a"gg“ a’:‘ga" encana
aeral
Cakupan bulan koordinasi terkait penanga‘nan‘ ! Badan Penanggulangan Bencana
penanggulangan bencana yang berpotensi terjadi maupun 12 Persen 6.00 50 6.00 Daerah
yang sudah terjadi
2331 3 2.0 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 505,240,710.00 433,848,000.00 85.87 433,848,000.00 Badan Penanggulangan Bencana
4 Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Daerah
Cakupan jumlah pegawai Non PNS yang dibayarkan tepat 11 Orang 11.00 100 11.00 Badan Penanggulangan Bencana
waktu Daerah
Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kesiapan 12 Laporan 6.00 50 6.00 Badan Penanggulangan Bencana
penanggulangan bencana Daerah
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No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
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5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
24 4 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 5,372,783,655.00 5,372,783,655.00 365,403,600.00 6.8 Satuan Polisi Pamong Praja
KEBAKARAN
Jumlah korban jiwa akibat kebakaran 00 00 3.00 0 3.00 0 Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
Badan Penanggulangan Bencana
25 4 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 11,314,000.00 11,314,000.00 11,297,640.00 99.86 Daerah
KEBAKARAN
Cakupan luasan resiko bencana akibat kebakaran hutan 100 Persen 100 Persen 0.00 0 0.00 0 Badan Penanggulangan Bencana
dan lahan Daerah
20 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
25.1 4 1 dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 5,372,783,655.00 365,403,600.00 6.8 365,403,600.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
20 Badan Penanggulangan Bencana
25.2 4 1 dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 11,314,000.00 11,297,640.00 99.86 11,297,640.00 Daerah
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan‘bulan ketersediaan sarana dan prasarana yang Badan Penanggulangan Bencana
memadai dalam rangka pencegahan maupun 12 Persen 3.00 25 3.00 Daerah
pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan
20 L .
25.2.1 4 1 1 |Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 75,333,596.00 75,063,600.00 99.64 75,063,600.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Tingkat kesadaran masyarakat dalam penanggulangan 1 Tahun 98.00 9,800.00 98.00 Satuan Polisi Pamong Praja
bahaya kebakaran
2.0 Badan Penanggulangan Bencana
25.2.2 4 1 |Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0
1 Daerah
. P " . Badan P | B
Berkurangnya titik hotspot di wilayah Kabupaten Katingan 1 Kegiatan 0.00 0 0.00 adan enanggu ar:]gan encana
aeral
2523 4 2.0 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
1 Kabupaten/Kota Daerah
Terjaganya kualitas udara yang bersih dan aman dampak 1 Kegiatan 0.00 0 0.00 Badan Penanggulangan Bencana
kebakaran hutan dan lahan Daerah
25.2.4 4|20, |Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 939,546,960.00 149,440,000.00 15.91 149,440,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
1 Kabupaten/Kota
Tercapainya Ketentraman dan Ketertipan Umum 1 0 Satuan Polisi Pamong Praja
2525 4 20 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
1 Kebakaran Daerah
Terpenuhinya Hak Masyarakat untuk mendapatkan ruang . Badan Penanggulangan Bencana
. . 1 Kegiatan 0.00 0 0.00
yang bersih dan bebas dari terpapar asap karhutla Daerah
2526 4 2.0 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, B 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
1 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Daerah
Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran . Badan Penanggulangan Bencana
. . 1 Kegiatan 0.00 0 0.00
Hutan dan Lahan yang cukup dan berfungsi dengan baik Daerah
2527 4|20 | ¢ |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 4,357,903,099.00 140,900,000.00 323 140,900,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja
1 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Meningkatnya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran 100 0 Satuan Polisi Pamong Praja
2528 4 2.0 3 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran 0 0 0 0 Badan Penanggulangan Bencana
1 dan Penyelamatan (SKIK) Daerah
Penyebarlt‘Jasan mf‘o‘rmasl pencegahan bencana karhutla 1 Kegiatan 0.00 0 0.00 Badan Penanggulangan Bencana
yang efektif dan efisien Daerah
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah
2.0 Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Badan Penanggulangan Bencana
2529 4 9 11,314,000.00 11,297,640.00 99.86 11,297,640.00
1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Daerah
dan Penyelamatan Non Kebakaran
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K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Cakupan bulan Terjalinnya sinergisitas antar instansi, baik
) A ) ) ) Badan Penanggulangan Bencana
instansi vertikal maupun horisontal, di dalam maupun 12 Bulan 0.00 0 0.00 Daerah
diluar Kabupaten Katingan
26 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4,016,405,813.00 4,016,405,813.00 3,804,144,935.00 94.72 Dinas Sosial
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan " .
) L 90% 90% 100.00 11111 100.00 11111 Dinas Sosial
capaian kinerja dan keuangan
26.1 1|29 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 42,060,650.00 41,840,247.00 99.48 41,840,247.00 Dinas Sosial
1 Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 6% 6.00 100 6.00 Dinas Sosial
Jumlah laporan capaia kinerja dan ikhtisar realisasi yang 1% 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
tersusun
Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun 2% 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
20 " .
26.1.1 1 1 1 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35,888,526.00 35,780,646.00 99.7 35,780,646.00 Dinas Sosial
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 6 Dokumen 6.00 100 6.00 Dinas Sosial
26.1.2 1 |29 | 6 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4,172,240.00 4,070,710.00 9757 4,070,710.00 Dinas Sosial
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang 1 Dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
tersusun
20 e " .
26.1.3 1 1 7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,999,884.00 1,988,891.00 99.45 1,988,891.00 Dinas Sosial
Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun 2 Dokumen 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
20 L . " .
26.2 1 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,861,061,268.00 2,679,176,641.00 93.64 2,679,176,641.00 Dinas Sosial
Jumlah Laporan yang tersusun 12% 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
Jumlah bulan terbayarnya gaji pegawai negeri sipil 14% 14.00 100 14.00 Dinas Sosial
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1% 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
Jumlah laporan yang tersusun 1% 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
20 " . . i i
26.2.1 1 N 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,835,089,878.00 2,653,531,629.00 93.6 2,653,531,629.00 Dinas Sosial
Jumlah bulan terbayarnya gaji Pegawai Negeri Sipil 14 Bulan 14.00 100 14.00 Dinas Sosial
2622 1 |29 | 5 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 4,886,186.00 4,829,700.00 98.84 4,829,700.00 Dinas Sosial
2 Tahun SKPD
Jumlah laporan keuanga akhir tahun yang tersusun 1 Dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
2623 1|29 | 7 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 20,161,204.00 19,915,312.00 98.78 19,915,312.00 Dinas Sosial
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah laporan yang tersusun 12 Dokumen 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
2624 1 2.0 3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 924,000.00 900,000.00 974 900,000.00 Dinas Sosial
2 Anggaran
Jumlah laporan yang tersusun 1 Dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
20 L . . i i
26.3 1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64,150,000.00 60,600,000.00 94.47 60,600,000.00 Dinas Sosial
Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK atau sejenisnya 10% 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
263.1 1 |29 |11|Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 64,150,000.00 60,600,000.00 94.47 60,600,000.00 Dinas Sosial
5 Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK atau sejenisnya 10 Orang 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
26.4 1 2(;0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 413,854,272.00 407,303,045.00 98.42 407,303,045.00 Dinas Sosial
Persentase umt‘k‘ena |r‘wernal yang memperoleh 100% 100.00 100 100.00 Dinas Sosial
pelayanan administrasi perkantoran
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Jumlah bulan tersedia makan dan minum harian pegawai 12% 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan 2% 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
penggandaan
Jumlah eksemplar pengadaan bahan bacaan dan 3363% 2285.00 67.95 2285.00 Dinas Sosial
peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedia anggaran perjalanan dinas 12% 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan 2% 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
kantor
Jumlah paket penyediaan ATK 1% 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
26.4.1 1|20 1 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 8,862,316.00 8,860,000.00 99.97 8,860,000.00 Dinas Sosial
6 Bangunan Kantor
Jumlah pengadaaan komponen instalasi listrik 1 Paket 3.00 300 3.00 Dinas Sosial
26.4.2 1 2(;0 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104,032,121.00 99,526,250.00 95.67 99,526,250.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan 2 Paket £.00 200 £.00 Dinas Sosial
kantor
Jumlah paket penyediaan ATK 1 Paket 12.00 1,200.00 12.00 Dinas Sosial
26.4.3 1 2(;0 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66,864,000.00 66,738,000.00 99.81 66,738,000.00 Dinas Sosial
Jumlah bulan tersedia makan dan minum harian pegawai 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
20 " " .
26.4.4 1 s 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57,456,335.00 55,973,252.00 97.42 55,973,252.00 Dinas Sosial
Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan 2 Paket 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
penggandaan
26.4.5 1|29 | 6 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang:- 9,999,500.00 9,999,500.00 100 9,999,500.00 Dinas Sosial
6 undangan
Jumlah ek: | d bahan b d " .
umiah eksemplar pengacaan bahan bacaan dan 3363 Eksemplar 3078.00 91.53 3078.00 Dinas Sosial
peraturan perundang-undangan
20 T . " .
26.4.6 1 s 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166,640,000.00 166,206,043.00 99.74 166,206,043.00 Dinas Sosial
Jumlah bulan tersedia anggaran perjalanan dinas 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
265 1|29 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 68,139,633.00 61,930,000.00 90.89 61,930,000.00 Dinas Sosial
7 Pemerintah Daerah
Jumlah paket penyediaan perlengkapan kantor 1% 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
2651 1 2.0 1 P‘engadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Sosial
7 Dinas Jabatan
265.2 1 | %9 |11|Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 68,139,633.00 61,930,000.00 90.89 61,930,000.00 Dinas Sosial
7 Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah paket penyediaan perlengkapan kantor 1 Paket 2.00 200 2.00 Dinas Sosial
20 " . . " .
26.6 1 s Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 396,739,990.00 384,838,853.00 97 384,838,853.00 Dinas Sosial
Jumlah Rekening yang terbayar 3% 3.00 100 3.00 Dinas Sosial
Jumlah bulan tersedia jasa pelayanan umum kantor 12% 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
20 " P " - i i
26.6.1 1 s 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53,249,990.00 47,328,853.00 88.88 47,328,853.00 Dinas Sosial
Jumlah rekening yang terbayar 3 Dokumen 3.00 100 3.00 Dinas Sosial
20 " " .
26.6.2 1 3 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 343,490,000.00 337,510,000.00 98.26 337,510,000.00 Dinas Sosial
Jumlah bulan tersedia jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 14.00 116.67 14.00 Dinas Sosial
26.7 1|20 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 170,400,000.00 168,456,149.00 98.86 168,456,149.00 Dinas Sosial
S Pemerintahan Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas/operational uang terpelihara 11% 8.00 72.73 8.00 Dinas Sosial
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Jumlah‘umt p‘er‘alatan dan perlengkapan kantor yang 15% 15.00 100 15.00 Dinas Sosial
rusak diperbaiki
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1% 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
26.7.1 1 é 2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 146,310,000.00 144,402,349.00 98.7 144,402,349.00 Dinas Sosial
Lapangan
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 11 Unit 8.00 72.73 8.00 Dinas Sosial
26.7.2 1 250 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10,450,000.00 10,443,800.00 99.94 10,443,800.00 Dinas Sosial
Jumlah‘umt p‘er‘Iaaran dan perlengkapan kantor yang 15 Unit 15.00 100 15.00 Dinas Sosial
rusak diperbaiki
26.7.3 1| 20| o |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 13,640,000.00 13,610,000.00 99.78 13,610,000.00 Dinas Sosial
9 Lainnya
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
27 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 334,844,812.00 334,844,812.00 256,447,900.00 76.59 Dinas Sosial
Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial 60.45 Persen 60.45 Persen 36.00 59.55 36.00 59.55 Dinas Sosial
271 5 [%0] |Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 334,844,812.00 256,447,900.00 76.59 256,447,900.00 Dinas Sosial
3 Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penerima manfaat KUBE yang diberdayakan 20 Persen 0 Dinas Sosial
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan 20 Persen 0 Dinas Sosial
berusaha
Jumlah p‘eserta yang mengikuti pelatihan peningkatan 20 Persen 0 Dinas Sosial
ketrampilan
Jumlah petugas dan pendamping sosial yang mendapat 22 Persen 0 Dinas Sosial
pemberdayaan
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan 1 Persen 0 Dinas Sosial
Jumlah yayasan yang mendapatkan pemberdayaan 2 Persen 0 Dinas Sosial
27.11 2 |29 [Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial 32,080,906.00 29,777,000.00 92.82 29,777,000.00 Dinas Sosial
3 Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah petugas dan pendamping sosial yang mendapat 22 Orang 22.00 100 22.00 Dinas Sosial
pemberdayaan
2.0 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan " .
27.1.2 2 3 . 225,477,847.00 161,365,900.00 71.57 161,365,900.00 Dinas Sosial
3 Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah penerima manfaat KUBE yang diberdayakan 20 KK 20.00 100 20.00 Dinas Sosial
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan 20 Orang 35.00 175 35.00 Dinas Sosial
berusaha
Jumlah peéerta yang mengikuti pelatihan peningkatan 20 Orang 0 Dinas Sosial
keterampilan
20 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
27.13 2 3 4 |sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 77,286,059.00 65,305,000.00 845 65,305,000.00 Dinas Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan 1 Lembaga 0 Dinas Sosial
Jumlah yayasan yang mendapatkan pemberdayaan 2 Yayasan 0 Dinas Sosial
20 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan
27.1.4 2 3 5 |Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 0 Dinas Sosial
(LK3)
28 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 393,820,591.00 393,820,591.00 339,768,500.00 86.27 Dinas Sosial
Persentase PMKS tertangani 54.68 Persen 54.68 Persen 21.00 38.41 21.00 38.41 Dinas Sosial
20 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
28.1 4 1 Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 393,820,591.00 339,768,500.00 86.27 339,768,500.00 Dinas Sosial
Pengemis di Luar Panti Sosial




| | S I hegan(outou capaen neia oD pad (Ll e TWa | ArggaranRPDyang | K donpeaos | i tneindan [N | oo paranggun s e
Program/Kegiatan/Subkegiatan put) Tahun (akhir periode RPJMD) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) anggaran RKPD s/d TW4(n-1) 5 a
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
100%
: 2 3 4 K Rp. K|*P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K e 12 B
Jk‘;:‘ls:nz':':;;’;"g mendapatkan konseling dan 22 Persen 10.00 45.45 10.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 20 Persen 10.00 50 10.00 Dinas Sosial
Jumlah ODGI dan disabilitas kejiwaan yang tertangani 9 Persen 9.00 100 9.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 10 Persen 5.00 50 5.00 Dinas Sosial
Jumlah OGDJ dan disabilitas kejiwaan yang tertangani 10 Persen 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah orang terlantar yang tertangani 10 Persen 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pemenuhan kebutuhan dasar bagi LNASIA 20 Persen 20.00 100 20.00 Dinas Sosial
Jumlah disabilitas yang tertangani 10 Persen 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 14 Persen 14.00 100 14.00 Dinas Sosial
Jumlah ODGI dan disabilitas kejiwaan yang tertangani 10 Persen 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah orang terlantar yang tertangani 12 Persen 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
Jumlah orang terlantar yang tertangani 4 Persen 4.00 100 4.00 Dinas Sosial
Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas 2 Persen 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 9 Persen 9.00 100 9.00 Dinas Sosial
28.1.1 4 ZiO 1 [Penyediaan Permakanan 45,479,640.00 38,946,000.00 85.63 38,946,000.00 Dinas Sosial
Jumlah ODGI dan disabilitas kejiwaan yang tertangani, 10 Orang 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah orang terlantar yang tertangani 12 Orang 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pemenuhan kebutuhan dasar bagi LANSIA 20 Paket 20.00 100 20.00 Dinas Sosial
Jumlah penyandang disabilitas yang tertangani 10 Orang 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang ditangani 14 Orang 9.00 64.29 9.00 Dinas Sosial
28.1.2 4 ZiO 2 |Penyediaan Sandang 58,096,791.00 54,570,000.00 93.93 54,570,000.00 Dinas Sosial
Jumlah ODGI dan disabilitas kejiwaan yang tertangani 10 Orang 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah orang terlantar yang tertangani 12 Orang 12.00 100 12.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pemenuhan kebutuhan dasar bagi LANSIA 20 Paket 20.00 100 20.00 Dinas Sosial
Jumlah penyandang disabilitas yang tertangani 10 Orang 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang ditangani 14 Orang 5.00 35.71 5.00 Dinas Sosial
28.13 4 ZiO 3 [Penyediaan Alat Bantu 24,654,994.00 22,305,000.00 90.47 22,305,000.00 Dinas Sosial
Jumlah orang terlantar yang tertangani 4 Orang 4.00 100 4.00 Dinas Sosial
Jumlah penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas 2 Unit 2.00 100 2.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 9 Orang 9.00 100 9.00 Dinas Sosial
28.1.4 4 ZiO 4 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4,620,000.00 0 0 0 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 9 Orang 9.00 100 9.00 Dinas Sosial
28.15 4 ZiO 5 |Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 141,939,166.00 123,788,500.00 87.21 123,788,500.00 Dinas Sosial
Jk‘;:‘ls:nz':':;;’;"g mendapatkan konseling dan 22 Orang 20.00 90.91 20.00 Dinas Sosial
28.1.6 4 ZiO 11|Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 77,040,000.00 62,904,000.00 81.65 62,904,000.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani 20 Orang 10.00 50 10.00 Dinas Sosial
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28.1.7 4 ZiO 12|Pemberian Layanan Rujukan 41,990,000.00 37,255,000.00 88.72 37,255,000.00 Dinas Sosial
Jumlah ODGJ dan disabilitas k‘ejlwaan yang tertangani 9 Orang 10.00 11111 10.00 Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang tertangani
Jumlah PMKS yang tertangani 10 Orang 9.00 90 9.00 Dinas Sosial
29 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 403,805,075.00 403,805,075.00 576,786,250.00 142.84 Dinas Sosial
Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial 60.45 persen 60.45 persen 79.00 130.69 79.00 130.69 Dinas Sosial
29.1 5|20 |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 403,805,075.00 576,786,250.00 142.84 576,786,250.00 Dinas Sosial
2 Kabupaten/Kota
Jumlah kecamatan yang mendapatkan penyaluran bansos 13 persen 13.00 100 13.00 Dinas Sosial
Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan yang disusun 1 persen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
20 PP " .
29.1.1 5 2 1 |Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 179,581,395.00 175,213,000.00 97.57 175,213,000.00 Dinas Sosial
Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang 1 Dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
tersusun
2912 5 |20 | |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 224,223,680.00 401,573,250.00 179.09 401,573,250.00 Dinas Sosial
2 Kabupaten/Kota
Jumlah kecamatan yang mendapatkan penyaluran bansos 13 Kecamatan 13.00 100 13.00 Dinas Sosial
30 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 649,303,237.00 649,303,237.00 574,072,400.00 88.41 Dinas Sosial
Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial [ 100 Persen 100 Persen 100.00 100 100.00 100 Dinas Sosial
30.1 6|20 |Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 598,253,297.00 528,432,400.00 88.33 528,432,400.00 Dinas Sosial
1 Kabupaten/Kota
Jumlah paket pengadaan kebutuhan dasar makanan 1 Persen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
Jumlah Paket pengadaan kebutuhan dasar sandang 1 persen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
korban bencana
Jumlah tempat penampungan pengungsi 1 Persen 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan 70 Persen 0 Dinas Sosial
30.1.1 6 ZiO 1 |Penyediaan Makanan 164,605,689.00 159,404,400.00 96.84 159,404,400.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pengadaan kebutuhan dasar makanan 1 paket 6.00 600 6.00 Dinas Sosial
korban bencana
20 " " .
30.1.2 6 i 2 |Penyediaan Sandang 67,357,300.00 59,360,000.00 88.13 59,360,000.00 Dinas Sosial
Jumlah paket pengadaan kebutuhan dasar sandang 1 paket 6.00 600 6.00 Dinas Sosial
korban bencana
20 " . " .
30.1.3 6 i 3 |Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 7,561,196.00 6,515,000.00 86.16 6,515,000.00 Dinas Sosial
Jumlah tempat panampungan yang dibuat 1 Lokasi 6.00 600 6.00 Dinas Sosial
20 . " .
30.1.4 6 1 4 |Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 358,729,112.00 303,153,000.00 84.51 303,153,000.00 Dinas Sosial
Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan 10 KK 10.00 100 10.00 Dinas Sosial
20 " . " .
30.1.5 6 1 5 |Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 0 Dinas Sosial
302 |20 | |Penvelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 51,049,940.00 45,640,000.00 89.4 45,640,000.00 Dinas Sosial
2 Ki 1 Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah peserta sosialisasi 50 Persen 50.00 100 50.00 Dinas Sosial
Jumlah anggota TAGANA yang dikerahkan 18 Persen 18.00 100 18.00 Dinas Sosial
302.1 6|20 | |Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga 30,699,940.00 25,310,000.00 82.44 25,310,000.00 Dinas Sosial
2 Bencana
Jumlah peserta sosialisasi 50 Orang 50.00 100 50.00 Dinas Sosial
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3022 6 |20 | 5 |Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga 20,350,000.00 20,330,000.00 99.9 20,330,000.00 Dinas Sosial
2 Bencana
Jumlah anggota TAGANA yang dikerahkan 18 Orang 18.00 100 18.00 Dinas Sosial
31 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 228,794,500.00 228,794,500.00 224,619,000.00 98.17 Dinas Sosial
Jumlah areal pemakaman yang terbangun dan terpelihara 1TMP 1T™MP 1.00 100 1.00 100 Dinas Sosial
311 7|20 |Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 228,794,500.00 224,619,000.00 98.17 224,619,000.00 Dinas Sosial
1 Kabupaten/Kota
Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara 1TMP 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
Jumlah‘ sarana t‘ian prasarana taman makam pahlawan 1TMP 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
yang direhab/dibangun
3111 7|20 |Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam 208,640,000.00 205,480,000.00 98.49 205,480,000.00 Dinas Sosial
1 Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
um\ahlsarana d‘an prasarana taman makam pahlawan 1 Unit 0 Dinas Sosial
yang direhab/dibangun
3112 7|20, |Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 20,154,500.00 19,139,000.00 94.96 19,139,000.00 Dinas Sosial
1 Kabupaten/Kota
Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara 1T™MP 1.00 100 1.00 Dinas Sosial
32 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3,859,316,365.00 3,859,316,365.00 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase umt, K‘erJa \T\ternal yang memperoleh 100 Persen 100 Persen 0.00 0 0.00 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
pelayanan administrasi perkantoran
321 1 20 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 69,312,720.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1 Perangkat Daerah
Memng‘ka‘tnyai sistem perencanaan, penganggaran dan 12 Persen 2.00 16.67 2.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
evaluasi kinerja perangkat darah
20 " . " .
3211 1 i 1 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19,668,860.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan jumlah penyusunan dokumen RKPD 4 dokumen 4.00 100 4.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
32.1.2 1 ZiO 2 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4,840,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan jumlah penyusunan dokumen RKA 1 dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3213 1 ZiO 3 :Eerdmasl dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 4,840,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan jumlah penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3214 1 ZiO 4 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2,420,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan jumlah penyusunan dokumen DPA 1 dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3215 1 ZiO 5 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2,420,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan jumlah penyusunan dokumen perubahan DPA 1 dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
32.16 1 20 6 Koo‘rdmasl d‘an F"er‘wus‘unan Laporan Capaian Kinerja dan 2,420,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
cakupan jumlah penyusunan dokumen capaian kinerja 1 dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 e " . " .
3217 1 1 7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32,703,860.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan penyusunan dokumen evaluasi kinerja 1 dokumen 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 L . " . " .
322 1 N Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,201,059,535.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
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Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
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Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Persen 2.00 16.67 2.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 " - . " . " .
3221 1 N 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,164,655,475.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Cakupan Bulan pembayaran Gaji ASN 100% 100.00 100 100.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3222 1|29 | 7 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 36,404,060.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
cakupan jumiah bulan penyusunan dokumen laporan 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
keuangan
2.0 - . . " . . .
323 1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22,500,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Adminitrasi Kepegawaian 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3231 1|20 |11|Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 22,500,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5 Undangan
jumlah aparatur yang mengikuti bimtek sesuai bidang 8 orang 6.00 75 6.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
tugasnya
20 L . " . " .
324 1 s Administrasi Umum Perangkat Daerah 298,596,610.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Umum 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 " " . " .
3241 1 s 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32,462,981.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan 1 paket 1.00 100 1.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 " " . " .
324.2 1 s 3 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13,485,629.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan bulan kebutuhan rumah tangga 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3243 1 2(;0 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62,614,664.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan bulan makanan dan minuman yang disediakan 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 " " . " .
3244 1 s 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65,303,336.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan bulan kebutuhan cetak dan penggandaan 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
dokumen kantor
3245 1 20 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,490,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6 undangan
jumlah bahan bacaan yang disediakan 2600 eksemplar 2600.00 100 2600.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 T . " . " .
3246 1 s 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118,240,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan bulan perjalanan dinas yang dilaksanakan 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
325 1 2.0 Pengat‘iaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7 Pemerintah Daerah
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3251 1 20 1 P‘engadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7 Dinas Jabatan
Jt‘JmIa‘h pengadaan kendaraan dinas/operasional yang 7 unit 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
)
20 . . " . " .
3252 1 B 6 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
jumlah d latan d lengk: bagi . " . . .
jumia »penga ‘aan peralatan dan periengkapan bagi 7 unit 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
penunjang kegiatan kantor
20 P d S dan Py Ged Kantor at: " . . .
3253 1 10 engadaan ‘arana an Prasarana Gedung Rantor atau 0 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7 Bangunan Lainnya
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Ju‘m\a‘h pengadaan perlengkapan gedung kantor yang 6 unit 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
)
20 " . . " . " .
326 1 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112,389,500.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Daerah 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3261 1 ZéO 1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,577,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
jumlah penyediaan kebutuhan materai 490 lembar 490.00 100 490.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.0 . - . R " . . .
32.6.2 1 s 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46,882,500.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jbur‘mah rekening listrik, TV kabel yang dibayarkan tiap 3 rekening 3.00 100 3.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
ulan
20 " " . " .
32.6.3 1 s 3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,490,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
p‘ersent‘asle peralatan dan perlengkapan kantor yang 80% 80.00 100 80.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
diperbaiki
20 " " . " .
3264 1 3 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55,440,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
cakupan penyediaan jasa pelayanan kantor 3 orang 15.00 500 15.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
327 1 20 Pemeh‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 155,458,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
S Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
32.7.1 1 é 1 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 66,958,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jabatan
c‘akuFan bulan k‘endar?a‘n operasional dinas yang 12 bulan 12.00 100 12.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
dipelihara dan diperbaiki
c‘akupar‘\ ?u\an gedung kantor yang dipelihara dan 12 bulan 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
diperbaiki
3272 1|20 |4¢|Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 88,500,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9 Kantor atau Bangunan Lainnya
33 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 837,086,414.00 837,086,414.00 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
TENAGA KERJA
Perslentase pencari kerja yang mendapat pelatihan 80 Persen 80 Persen 0.00 0 0.00 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
kewirausahaan
331 3 ZiO Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 837,086,414.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja 60 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
33.1.1 3|", | 1 |Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kiaster 837,086,414.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kompetensi
Jum\‘ah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 60 orang 70.00 116.67 70.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
kewirausahaan
34 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 176,562,563.00 176,562,563.00 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1 44 Persen 44 Persen 0.00 0 0.00 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 - " . " .
341 4 1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 73,150,883.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja 80 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 " . " . " .
3411 4 i 1 [Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 73,150,883.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
jumlah peserta mengikuti pelatihan antar kerja 10 orang 10.00 100 10.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
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2.0 P n - " . . .
34.1.2 4 1 3 |Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 0 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Ju‘m\a‘h peserta‘yang m‘englkun penyuluhan dan 40 orang 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
bimbingan bagi pencari kerja
20 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja " . . .
342 4 9,860,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 . " . " .
3421 4 2 2 |Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 9,860,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
jumlah perusahaan, instansi dan lembaga yang " . . .
) L 4 perusahaan 4.00 100 4.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
dimonitoring
20 . . " . " .
343 4 3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 63,193,680.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tersedianya data base pencari kerja 100 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 " . . . " . " .
3431 4 3 2 |Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 63,193,680.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
jumlah pencari kerja yang memperoleh layanan AK | 640 orang 74.00 11.56 74.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
344 4 20 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 30,358,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Terdatanya IMTA 4 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang " . . .
3441 4 1 . N 30,358,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5 Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
jumlah tenaga kerja asing (TKA) diterbitkan IMTA 4 orang 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
35 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 238,932,032.00 238,932,032.00 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Persentase t?naga kerja terdaftar sebagai anggota BPIS 60 Persen 60 Persen 0.00 0 0.00 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan
20 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran
35.1 5 1 Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya 45,509,145.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Persyaratan Kerja 6 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 . " . " .
35.1.1 5 1 1 [Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 0 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Dukumen Persyaratan Kerja 6 perusahaan 8.00 133.33 8.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 -~ . . " . " .
35.1.2 5 1 2 |Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 12,722,145.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Kerjsama 3 perusahaan 3.00 100 3.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
35.1.3 5|7, |3 |Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 32,787,000.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
serta Pengupahan
20 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
35.2 5 2 Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 193,422,887.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Daerah Kabupaten/Kota
Ui Py han Hub Indsutrial Bagi Pekerja d: " . . .
paya Pencegahan Hubungan Indsutrial Sagi Pekerja can 6 Persen 0.00 0 0.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pengusaha
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
20 Kerja, dan Penut P h; " . " .
35.2.1 5 1 erja,‘ an Penutupan Perusanaan Yang . 118,902,725.00 0 0 0 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota




Kode

u /Bidang Urusan Daerah dan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

R si
IT=10/5X

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

100%

Rp.

K|*P

K Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis,
Dinamis dan Berkeadilan

5 kasus

40

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

35.2.2

20

~

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

30,024,565.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

5 kasus

20.00

400

20.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

3523

20

w

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan
pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

18,769,017.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serikat Pekerja/Buruh

3sp/sb

23333

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

35.2.4

20

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Kabupaten/Kota

25,726,580.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pelayanan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

5 perusahaan

3.00

60

3.00

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

36

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4,961,676,865.00

4,961,676,865.00

4,963,887,973.00

100.04

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh
pelayanan administrasi perkantoran

100 Persen

100 Persen

397.00

397

397.00

397

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.1

20

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3,707,438,204.00

3,636,510,786.00

98.09

3,636,510,786.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

12 Persen

16.00

133.33

16.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.1.1

20

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3,432,268,204.00

3,361,340,786.00

97.93

3,361,340,786.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Tugas Pelaksanaan Kantor

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.1.2

20

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

275,170,000.00

275,170,000.00

100

275,170,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Penyediaan Jasa Pembinaan Non PNS

16 Orang

64.00

400

64.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.2

20

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

332,570,000.00

314,684,947.00

94.62

314,684,947.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

12 Persen

10.00

83.33

10.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

K Rp.

Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

36.2.1

20

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

257,810,000.00

242,344,947.00

9%

242,344,947.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.2.2

20

=y
=

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

74,760,000.00

72,340,000.00

96.76

72,340,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan

1Tahun

12.00

1,200.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.3

20

Administrasi Umum Perangkat Daerah

517,518,661.00

416,891,785.00

80.56

416,891,785.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

12 Persen

13.00

108.33

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.3.1

20

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

19,207,493.00

16,989,500.00

88.45

16,989,500.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

1 Paket

1.00

100

1.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.3.2

20

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

102,999,286.00

107,744,050.00

104.61

107,744,050.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

9.00

75

9.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

3.00

25

3.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya Makan Minum

12 bulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.3.3

20

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

96,655,882.00

82,369,155.00

85.22

82,369,155.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

2 item

2.00

100

2.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyediaan Papan Pengumuman,Leaflet,Spanduk,Baliho
dan sejenisnya

3 Item

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.3.4

20

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

36,800,000.00

15,004,000.00

40.77

15,004,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

K Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan

2 item

2.00

100

2.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.3.5

20

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

261,856,000.00

194,785,080.00

7439

194,785,080.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan
Dalam Daerah

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.4

20

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

382,150,000.00

362,507,355.00

94.86

362,507,355.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

12 Persen

13.00

108.33

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.4.1

20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

12 bulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.4.2

20

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

49,500,000.00

49,499,855.00

100

49,499,855.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.4.3

20

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

42,890,000.00

32,461,500.00

75.69

32,461,500.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.4.4

20

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

289,760,000.00

280,546,000.00

96.82

280,546,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

36.5

20

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

22,000,000.00

18,913,100.00

85.97

18,913,100.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

12 Persen

13.00

108.33

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4

(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Reali

si

Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

12

13

36.5.1

20

~

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

22,000,000.00

18,913,100.00

85.97

18,913,100.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tersedianya biaya pemeliharaan dan peizinan kendaraan
dinas/operasional

34 unit

37.00

108.82

37.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

37

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

287,678,813.00

287,678,813.00

332,842,690.00

115.7

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

% peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan

100 Persen

100 Persen

399.00

399

399.00

399

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

371

20

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

197,833,516.00

196,656,590.00

99.41

196,656,590.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

12 Persen

13.00

108.33

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

37.11

20

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

197,833,516.00

196,656,590.00

99.41

196,656,590.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah

220 Orang

220.00

100

220.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

37.2

20

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

89,845,297.00

87,506,100.00

97.4

87,506,100.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terpenuhnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

13 Persen

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

3721

20

w

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

89,845,297.00

87,506,100.00

97.4

87,506,100.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Daerah

13 Kecamatan

12.00

9231

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

38

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

137,747,457.00

137,747,457.00

3,447,805,020.00

2,502.99

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan

100 Persen

100 Persen

386.00

386

386.00

386

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

38.1

20

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

1,317,100,000.00

1,317,100,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge |T|erja lan r!ggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) Ralisasi
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
20 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
38.1.1 3 2 1 [Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 0 0 0 0 Perlindungan Anak, Pengendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang " .
. 300 Orang 0 Perlindungan Anak, Pengendalian
mendapatkan penanganan oleh unit terpadu
Penduduk dan Keluarga Berencana
20 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
38.2 3 3 Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 137,747,457.00 1,717,984,520.00 1,247.20 1,717,984,520.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Terpenuhnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat 13 Persen 13.00 100 13.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
20 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
38.2.1 3 3 3 |Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan 137,747,457.00 158,769,520.00 115.26 158,769,520.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang " .
. 13 Kecamatan 13.00 100 13.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
mendapatkan penanganan oleh unit terpadu
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
39 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 365,064,280.00 365,064,280.00 1,167,044,151.00 319.68 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah 100 Persen 100 Persen 400.00 400 400.00 400 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
20 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
39.1 4 1 Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah 365,064,280.00 1,167,044,151.00 319.68 1,167,044,151.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak 13 Persen 9.00 69.23 9.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
. . Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2.0 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan " .
39.11 4 " 365,064,280.00 364,384,451.00 99.81 364,384,451.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
1 Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga daerah 240 Orang 240.00 100 240.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
20 fenguata: d‘an ie:ger:balzganKLlembagZ Plenyedla Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
39.2 4" ayanén eningkatan Kualitas euarga‘ alam . 0 0 0 0 Perlindungan Anak, Pengendalian
2 Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya
Penduduk dan Keluarga Berencana
dalam Daerah Kabupaten/Kota
20 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
39.2.1 4 2 1 [Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 0 0 0 0 Perlindungan Anak, Pengendalian
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Daerah 8 Desa 0 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4

(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Reali

si

Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

12

13

40

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN
ANAK

9,239,403.00

9,239,403.00

9,233,950.00

99.94

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

100 Persen

100 Persen

400.00

400

400.00

400

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

40.1

20

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

9,239,403.00

9,233,950.00

99.94

9,233,950.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pengumpulan Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan anak dalam Kelembagaan
Data di Tingkat Kabupaten/Kota

13 Persen

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

40.1.1

20

[N

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota

9,239,403.00

9,233,950.00

99.94

9,233,950.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Pemenuhan Kabupaten Layak Anak

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

41

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

95,192,775.00

95,192,775.00

82,163,910.00

86.31

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Remaja dalam PIK-R

100 Persen

100 Persen

386.00

386

386.00

386

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

41.1

20

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

95,192,775.00

82,163,910.00

86.31

82,163,910.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

13 Persen

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

41.1.1

20

[N

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

43,357,776.00

40,043,910.00

92.36

40,043,910.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Pemenuhan Kabupaten Layak Anak

12 bulan

6.00

50

6.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

41.1.2

20

N~

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2,245,000.00

2,235,000.00

99.55

2,235,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Pemenuhan Kabupaten Layak Anak

4 lomba

4.00

100

4.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

41.13

20

IS

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

49,589,999.00

39,885,000.00

80.43

39,885,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge |T|erja lan rrggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) Ralisasi
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Persentase Pemenuhan Kabupaten Layak Anak 80 Orang 80.00 100 80.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
42 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 48,697,519.00 48,697,519.00 48,033,620.00 98.64 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
persentase pemenuhan kabupaten layak anak 100 Persen 100 Persen 404.00 404 404.00 404 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
20 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
42.1 7 2 Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 48,697,519.00 48,033,620.00 98.64 48,033,620.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi anak yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan 13 Persen 13.00 100 13.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
20 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
42.1.1 7 2 1 [yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 48,697,519.00 48,033,620.00 98.64 48,033,620.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Persentase Pemenuhan Kabupaten Layak Anak 200 Orang 200.00 100 200.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
43 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 859,516,714.00 859,516,714.00 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Perikanan
i i Dinas Pertanian, P: d
Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (beras) 43.559,18 ton 43.559,18 ton 46809.00 107,461.14 46809.00 107,461.14 inas Pe :"',ak" angan dan
erikanan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan " .
2.0 . . Dinas Pertanian, Pangan dan
43.1 3 i Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 104,927,867.00 0 0 0 perikanan
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4311 3 2.0 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 17,387,869.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
1 Makanan Perikanan
Neraca bahan makanan kabupaten 1 Data 1.00 100 1.00 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
Perikanan
43.1.2 3 20 4 |Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 87,539,998.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
1 Perikanan
Di Pertani. P: d
Data harga bahan pokok daerah 12 Data 0 inas Pel am‘an, angan dan
Perikanan
Laporan Hasil Sasaran Pangan dan Analisa Ketersediaan 1 Data 1.00 100 1.00 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
Pangan Perikanan
432 3 2.0 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 107,381,490.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
2 Kabupaten/Kota Perikanan
2.0 . Dinas Pertanian, P: d
43.2.1 3 3 [Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 107,381,490.00 0 0 0 inas Pe am‘an angan dan
2 Perikanan
i i Dinas Pertanian, P: d
Data ketersediaan cadangan pangan di masyarakat 1 Data 1.00 100 1.00 inas Pe am‘an angan dan
Perikanan
2.0 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan
433 3 ) . L 647,207,357.00 0 0 0 .
4 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Perikanan
2.0 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Dinas Pertanian, Pangan dan
433.1 3 . . 647,207,357.00 0 0 0 )
4 Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Perikanan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada Cell| i D AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) Ralisasi
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Di Pertani. P: d
skor pph 8 kel 0.00 0 0.00 inas Pertanian, Pangan dan
Perikanan
44 9|a PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 68,896,143.00 68,896,143.00 0 0 Dinas Pe":"',ak"’ Pangan dan
erikanan
Dinas Pertanian, Pangan dan
Persentase Penurunan Kecamatan Rawan Pangan 7.70% 7.70% 8.00 114.29 8.00 114.29 perik
erikanan
441 9la 2.0 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 16,242,895.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
1 Kecamatan Perikanan
2411 9la 2.0 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan 16,242,895.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
1 dan Kerentanan Pangan Perikanan
Di Pertani. P: d
Peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) 1 Peta 1.00 100 1.00 inas Pel am‘an, angan dan
Perikanan
442 9la 2.0 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 52,653,248.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
2 Kabupaten/Kota Perikanan
4421 9l|a 2.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan 52,653,248.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
2 Pangan Kabupaten/Kota Perikanan
Data lfe‘tersedlaan, jumlah daerah rawan pangan dan 1 Data 1.00 100 1.00 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
mandiri pangan Perikanan
45 9ls PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 62,611,875.00 62,611,875.00 0 0 Dinas Pe":"',ak"’ Pangan dan
erikanan
0.00 0 0.00 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
Perikanan
451 9ls 2.0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 62,611,875.00 0 0 0 Dinas Pertam‘an, Pangan dan
1 Kabupaten/Kota Perikanan
20 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Dinas Pertanian, Pangan dan
45.1.1 9(5 1 5 |Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 62,611,875.00 0 0 0 perikanan
Kabupaten/Kota
_— . IR Di Pertanian, P d
Dokumen hasil uji laboratorium dan sosialisasi 2 Data 0.00 0 0.00 inas be am‘an angan dan
Perikanan
10
46 10| 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 271,192,000.00 271,192,000.00 0 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Perserﬂase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan 60 60 60 60 0.00 0 0.00 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
dan ) Pemukiman dan Pertanahan
461 10| 2 20 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 271,192,000.00 0 0 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Kabupaten/Kota Pemukiman dan Pertanahan
i Dinas P han, K
Presentase Sengketa Lahan Yang Terselesaikan 60 60 0.00 0 0.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
2611 10| 2 20 2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 271,192,000.00 0 0 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemukiman dan Pertanahan
i Dinas P han, K
Penyelesaian Sengketa Lahan 1Tahun 0.00 0 0.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
47 10]s PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 1,900,848,368.00 1,900,848,368.00 0 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Pemukiman dan Pertanahan
Perserﬂase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan 60 60 60 60 0.00 0 0.00 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
dan ) Pemukiman dan Pertanahan
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah "
20 A Dinas Perumahan, Kawasan
47.1 10| 5 untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 1,900,848,368.00 0 0 0 .
1 Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten/Kota
. Dinas P han, K
Presentase Tanah Untuk Bangunan Pemerintah 60 60 0.00 0 0.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti "
2.0 ) Dinas Perumahan, Kawasan
47.1.1 10( 5 2 |Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 1,900,848,368.00 0 0 0 .
1 . Pemukiman dan Pertanahan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
i Dinas P han, K
Penyelesaian Sengketa Lahan 1Tahun 0.00 0 0.00 inas ‘eruma an, fawasan
Pemukiman dan Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN "
Dinas Perumahan, Kawasan
48 10(6 PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH 207,549,682.00 207,549,682.00 0 0 .
ABSENTEE Pemukiman dan Pertanahan




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge |T|erja lan r!ggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Perserﬂase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan 60 60 60 60 0.00 0 0.00 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
dan ) Pemukiman dan Pertanahan
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta "
2.0 . . . . Dinas Perumahan, Kawasan
48.1 10( 6 Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah 207,549,682.00 0 0 0 .
1 Pemukiman dan Pertanahan
Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
. Dinas Perumahan, Kawasan
Presentase Data Tanah Ulayat Adat Dan Pemerintah 60 60 0.00 0 0.00 .
Pemukiman dan Pertanahan
48.1.1 10( 6 20 2 |Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 92,360,000.00 0 0 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Pemukiman dan Pertanahan
Jumlah Data Tanah 1 Tahun 0.00 0 0.00 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam "
20 o R Dinas Perumahan, Kawasan
48.1.2 10(6 4 |Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) 115,189,682.00 0 0 0 .
1 Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kompetensi Aparat Kecamatan, 1 Tahun 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Kelurahan/Desa Pemukiman dan Pertanahan
49 1010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 475,000,000.00 475,000,000.00 0 0 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Perserﬂase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan 60 60 60 60 0.00 0 0.00 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
dan ) Pemukiman dan Pertanahan
491 10]10 2.0 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 475,000,000.00 0 0 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Kabupaten/Kota Pemukiman dan Pertanahan
Presentase Data Base Pertanahan 60 60 0.00 0 0.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
4911 10]10 2.0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 475,000,000.00 0 0 0 Dinas F?erumahan, Kawasan
1 Tanah Kabupaten/Kota Pemukiman dan Pertanahan
Data Base Pertanahan 1 Tahun 0.00 0 0.00 Dinas F?erumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
11
50 111 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6,444,174,938.00 6,444,174,938.00 6,139,063,183.00 95.27 Dinas Lingkungan Hidup
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen " . "
. P 8585 8585 180.00 211.76 180.00 211.76 Dinas Lingkungan Hidup
perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.1 1)1 2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 Perangkat Daerah
20 " . "
50.1.1 1)1 1 1 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 4 Dokumen 1.00 25 1.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 e " . "
50.1.2 1)1 1 7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen evaluasi kinerja 2 Dokumen 0 Dinas Lingkungan Hidup
20 L . " . "
50.2 11(1 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,020,747,016.00 3,885,150,270.00 96.63 3,885,150,270.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 " - . " . "
50.2.1 11|11 N 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,015,398,016.00 3,880,800,270.00 96.65 3,880,800,270.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumah penyediaan gaji ASN 37 ASN 74.00 200 74.00 Dinas Lingkungan Hidup
502.2 11| 1|20 | 3 |Pefaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 4,350,000.00 4,350,000.00 100 4,350,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
2 Keuangan SKPD
Jumlah materai 705 Lembar 1750.00 248.23 1750.00 Dinas Lingkungan Hidup
5023 11]1 20 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 999,000.00 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
2 Tahun SKPD
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 Dokumen 9.00 75 9.00 Dinas Lingkungan Hidup
2.0 - . . " . "
50.3 11(1 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70,000,000.00 70,000,000.00 100 70,000,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 . " . " . "
50.3.1 1)1 5 2 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 60,000,000.00 60,000,000.00 100 60,000,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
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R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Jumlah pakaian dan atribut yang diadakan 80 Stel 200.00 250 200.00 Dinas Lingkungan Hidup
503.2 11| 1 |29 |11|Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 10,000,000.00 10,000,000.00 100 10,000,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
5 Undangan
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek 10 Orang 15.00 150 15.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.4 11(1 2(;0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,051,549,822.00 1,003,719,870.00 95.45 1,003,719,870.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.4.1 11| 1|20 | 1 |Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,249,984.00 2,248,000.00 99.91 2,248,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
6 Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Listrik 1 Paket 2.00 200 2.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.4.2 11(1 2(;0 2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128,057,074.00 127,546,791.00 99.6 127,546,791.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jenis ATK 13 Jenis 15.00 115.38 15.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kerja 8 Unit 0 Dinas Lingkungan Hidup
50.4.3 11(1 2(;0 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 337,158,000.00 298,304,000.00 88.48 298,304,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Penerima Makan dan Minum Harian 167 Org 334.00 200 334.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 " " . "
50.4.4 1)1 s 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,945,070.00 80,940,750.00 99.99 80,940,750.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Kegiatan Cetak dan Penggandaan 2 Keg 2.00 100 2.00 Dinas Lingkungan Hidup
5045 11]1 20 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2,999,694.00 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
6 undangan
Jumlah Peraturan Bupati dan Buku Panduan 1 Dok 0.00 0 0.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 T . " . "
50.4.6 1)1 s 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500,140,000.00 494,680,329.00 98.91 494,680,329.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80 ASN 130.00 162.5 130.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 80 ASN 90.00 1125 90.00 Dinas Lingkungan Hidup
505 111|209 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 388,970,100.00 388,415,000.00 99.86 388,415,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
7 Pemerintah Daerah
20 . " . "
50.5.1 11(1 B 9 |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 388,970,100.00 388,415,000.00 99.86 388,415,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Gedung 2 Gedung 4.00 200 4.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 " . . " . "
50.6 111 s Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 413,336,000.00 343,438,443.00 83.09 343,438,443.00 Dinas Lingkungan Hidup
2.0 . - . R " . "
50.6.1 111 s 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140,376,000.00 88,298,443.00 62.9 88,298,443.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Tagihan 12 BIn 21.00 175 21.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.6.2 1)1 ZéO 3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000.00 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Keg 4.00 200 4.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.6.3 11(1 ZéO 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 260,960,000.00 255,140,000.00 97.77 255,140,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Pegawai Honorer / Kontrak 130 ASN 260.00 200 260.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.7 111 |20 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 499,572,000.00 448,339,600.00 89.74 448,339,600.00 Dinas Lingkungan Hidup
S Pemerintahan Daerah
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
50.7.1 111 9 2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 272,218,000.00 222,314,600.00 81.67 222,314,600.00 Dinas Lingkungan Hidup
Lapangan
Jumlah kendaraan yang dipelihara 16 Unit 31.00 193.75 31.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.7.2 111 250 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36,350,000.00 35,275,000.00 97.04 35,275,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Peralatan yang diperbaiki 20 Unit 35.00 175 35.00 Dinas Lingkungan Hidup
50.7.3 111 250 9 fe,me"haraa"/Rehab'mas' Gedung Kantor dan Bangunan 191,004,000.00 190,750,000.00 99.87 190,750,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
ainnya
Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor 2 Gedung 3.00 150 3.00 Dinas Lingkungan Hidup
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put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
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K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
51 2]11(2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 6,808,963.00 6,808,963.00 6,680,000.00 98.11 Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang 3% 3% 2.00 66.67 2.00 66.67 Dinas Lingkungan Hidup
disusun
51.1 2|12]2|?0| [Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6,808,963.00 6,680,000.00 98.11 6,680,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 (RPPLH) Kabupaten/Kota
20 " . "
51.1.1 2(11| 2 i 1 [Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 6,808,963.00 6,680,000.00 98.11 6,680,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen 1 Dok 1.00 100 1.00 Dinas Lingkungan Hidup
52 2[11|3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 1,094,380,433.00 1,094,380,433.00 1,032,860,444.00 9438 Dinas Lingkungan Hidup
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Peningkatan Penerimaan Asli Daerah 2% 2% 3.00 150 3.00 150 Dinas Lingkungan Hidup
52.1 2|11|3 [ 20| |Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 1,094,380,433.00 1,032,860,444.00 9438 1,032,860,444.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 Hidup Kabupaten/Kota
20 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
52.1.1 2|11 3 1 1 [Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap 1,042,120,433.00 1,032,860,444.00 99.11 1,032,860,444.00 Dinas Lingkungan Hidup
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jt‘JmIah Dokumen TerkaitStatus Mutu dan Baku Mutu 1 Dok 1.00 100 1.00 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan
Jumlah Laporan Evaluasi Pemantauan Kualitas Lingkungan 1Llab 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Peralatan Laboratorium Lingkungan 2 Unit 2.00 100 2.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Status Kelembagaan 2 Status 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Tayangan Akses Informasi LH di Website 12 BIn 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Titik Pantau Lingkungan Hidup 20 Titik 0 Dinas Lingkungan Hidup
% penurunan Indeks Pencemaran Air dan ISPU 80% 0 Dinas Lingkungan Hidup
20 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian
52.1.2 2(11)3 1 2 |Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan 52,260,000.00 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Iklim
Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Pemutakhiran Data 2 Dok 1.00 50 1.00 Dinas Lingkungan Hidup
Gas Rumah Kaca
Jumlah Kampung Pro Iklim 2 Kec 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Laporan Profil Emisi Gas Rumah Kaca 1 Dok 0 Dinas Lingkungan Hidup
Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH 1 Dok 0 Dinas Lingkungan Hidup
522 2l11] 3 20 P‘emuhhan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
3 Hidup Kabupaten/Kota
5221 2l11] 3 20 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
3 Pencemaran
Jumlah Alat Karhutla yang dipelihara 48 Alat 0.00 0 0.00 Dinas Lingkungan Hidup
jumlah Dokumen DAta Kerusakan Lingkungan 1 Dok 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Karhutla 1 Dok 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Evaluasi Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 Dok 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jurrflah Peringatan Dini Karhutla dari System Aplikasi 12 BIn 0 Dinas Lingkungan Hidup
Peringatan Bahaya Karhutla
Luas Lokasi Yang direhabilitasi 5Ha 0 Dinas Lingkungan Hidup
53 2[11|4 (F’K'gi:ﬁM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 5,603,229,990.00 5,603,229,990.00 4,785,750,238.00 85.41 Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 78,65 point 78,65 point 166.00 212.82 166.00 212.82 Dinas Lingkungan Hidup
20 . " . "
53.1 2|11| 4 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5,603,229,990.00 4,785,750,238.00 85.41 4,785,750,238.00 Dinas Lingkungan Hidup
5311 [2]11|4 zio Ee”geb'a:":ama" Keanekaragaman Hayati di Luar 2,077,309,639.00 1,334,630,220.00 64.25 1,334,630,220.00 Dinas Lingkungan Hidup
awasan Hutan
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53.1.2 11( 4 ZiO 3 |Pengelolaan Kebun Raya 1,436,411,902.00 1,390,575,018.00 96.81 1,390,575,018.00 Dinas Lingkungan Hidup
Luasan Pengelolaan Kebun Raya 13 Ha 26.00 200 26.00 Dinas Lingkungan Hidup
53.1.3 11( 4 ZiO 4 |Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1,989,508,597.00 1,966,613,000.00 98.85 1,966,613,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Luas Kebun Persemaian 1.5 Ha 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Taman Rekrasi / RTH/ Taman Hijau 2 Lokasi 0 Dinas Lingkungan Hidup
Lokasi RTH yang dikelola 2 Lokasi 6.00 300 6.00 Dinas Lingkungan Hidup
53.1.4 11| 4 ZiO 5 |Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Koordinasi Dalam dan Luar Daerah 2 Dok 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati 1 Keg 1.00 100 1.00 Dinas Lingkungan Hidup
53.15 11| 4 | 20 | ¢ |Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam 99,999,852.00 93,932,000.00 93.93 93,932,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Jumlah Dokumen 1 Dok 2.00 200 2.00 Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN
54 11(5 BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 29,999,760.00 29,999,760.00 15,920,000.00 53.07 Dinas Lingkungan Hidup
BERACUN (LIMBAH B3)
Indeks kualitas udara dan indeks kualitas air 76 point 76 point 152.00 200 152.00 200 Dinas Lingkungan Hidup
54.1 115 ZiO Penyimpanan Sementara Limbah B3 29,999,760.00 15,920,000.00 53.07 15,920,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
20 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan
54.1.1 1|5 1 2 |Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 29,999,760.00 15,920,000.00 53.07 15,920,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sementara Limbah B3
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT
55 11(7 HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA 149,920,000.00 149,920,000.00 81,490,000.00 54.36 Dinas Lingkungan Hidup
YANG TERKAIT DENGAN PPLH
Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang 3% 3% 2.00 66.67 2.00 66.67 Dinas Lingkungan Hidup
disusun
55.1 117 |20 |Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, 149,920,000.00 81,490,000.00 5436 81,490,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi
20 Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau
55.1.1 11| 7 1 1 [Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau 149,920,000.00 81,490,000.00 54.36 81,490,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan
PPLH
Jumlah Dokumen MHA 1 Dok 1.00 100 1.00 Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN . . .
56 11| 8 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang 80% 80% 74.00 92.5 74.00 92.5 Dinas Lingkungan Hidup
20 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
56.1 11)8 1 Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.0 . A " " . "
56.1.1 11| 8 1 2 |Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Sekolah yang berwawasan Lingkungan Hidup 5 Sekolah 0 Dinas Lingkungan Hidup
57 1] 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
MASYARAKAT
Persentase jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 80% 80% 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
571 11] 9 20 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 Daerah Kabupaten/Kota
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20 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
57.1.1 119 1 1 |Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Kecamatan yang ikut 13 Kec 13.00 100 13.00 Dinas Lingkungan Hidup
58 11)10 :T;)fPRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN 10,720,000.00 10,720,000.00 10,220,000.00 95.34 Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang 100% 100% 100.00 100 100.00 100 Dinas Lingkungan Hidup
ditindaklanjuti
20 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
58.1 11{10 1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 10,720,000.00 10,220,000.00 95.34 10,220,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
58.1.1 11|10] 20 | 1 |Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 10,720,000.00 10,220,000.00 9534 10,220,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani 2 Pengaduan 0 Dinas Lingkungan Hidup
59 1111 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4,298,868,555.00 4,298,868,555.00 3,928,209,450.00 91.38 Dinas Lingkungan Hidup
Indeks kualitas udara dan Indeks kualitas Air 76 point 76 point 152.00 200 152.00 200 Dinas Lingkungan Hidup
20 " . "
59.1 1111 1 Pengelolaan Sampah 4,181,619,814.00 3,896,984,450.00 93.19 3,896,984,450.00 Dinas Lingkungan Hidup
2.0 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, " . "
59.1.1 1111 2 . 795,776,395.00 745,626,500.00 93.7 745,626,500.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah 26% 0 Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
20
59.1.2 1111 3 |Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan 3,295,847,221.00 3,101,157,950.00 94.09 3,101,157,950.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah Penanganan Timbulan Sampah 74% 140.00 189.19 140.00 Dinas Lingkungan Hidup
59.13 11|11[ 20 | 4 |Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan 89,996,198.00 50,200,000.00 55.78 50,200,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
1 Persampahan
Jumlah Kelompok Swadaya masyarakat yang dibina 6 Kelompok 2.00 3333 2.00 Dinas Lingkungan Hidup
59.2 1112|209 | |Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang 117,248,741.00 31,225,000.00 26.63 31,225,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
3 Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
20 P dan Pelak: Penilaian Kinerj " . "
59.2.1 1111 2 [Penyusunan dan Pefaksanaan Penilaian Kinerja 117,248,741.00 31,225,000.00 26.63 31,225,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
3 Pengelolaan Sampah
Sertifikat Adipura 1 Dok 0.00 0 0.00 Dinas Lingkungan Hidup
12
60 12]1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4,712,700,269.00 4,712,700,269.00 4,499,537,488.00 95.48 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
DAERAH KABUPATEN/KOTA Sipil
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan
. - 100 Persen 100 Persen 100.00 100 100.00 100 .
perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sipil
60.1 121 22'0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,565,409,844.00 2,378,831,843.00 92.73 2,378,831,843.00 Dinas Kepe"d“d“;af; dan Pencatatan
ipi
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Persen 12.00 100 12.00 Dinas Kependudu:‘a: dan Pencatatan
ipi
20 " - . Di K dudukan dan P tat:
60.1.1 12[ 1| %7 | 1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,565,409,844.00 2,378,831,843.00 92.73 2,378,831,843.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
" " . Di K dudukan dan P tat
Cakupan Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12.00 100 12.00 inas Kependu uS‘ar; an Pencatatan
ipi
2.0 - . . Di K dudukan dan P tat
60.2 217 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000.00 49,800,000.00 996 49,800,000.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat 12 Persen 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Daerah Sipil
20 . " . Di K dudukan dan P tat:
60.2.1 12| 1|’ | 2 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50,000,000.00 49,800,000.00 996 49,800,000.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada B[ TR L AR AT AR | WA EiETD Realisasi Kinerja dan T G
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) R i
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
Jurrxlah dan Jenis Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 61 stel 61.00 100 61.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Atribut Kelengkapannya Sipil
60.2.2 12]1 20 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 0 0 0 0 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
5 Undangan Sipil
Cakupan Bulan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 12 Bulan 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Perundang-Undangan Sipil
60.3 12| 1 zéo Administrasi Umum Perangkat Daerah 398,713,415.00 397,167,500.00 99.61 397,167,500.00 Dinas Kepe"d“d“;af; dan Pencatatan
ipi
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Persen 12.00 100 12.00 Dinas Kependudu:‘a: dan Pencatatan
ipi
603.1 12]1 20 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,990,576.00 4,950,000.00 99.19 4,950,000.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
6 Bangunan Kantor Sipil
C‘aktfpan Bulan Penyediaan Komponen Instalasi 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sipil
603.2 12| 1 zéo 3 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19,991,669.00 19,926,000.00 99.67 19,926,000.00 Dinas Kepe"d“d“;af; dan Pencatatan
ipi
Cakupan Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependudu:‘a: dan Pencatatan
ipi
6033 12| 1 zéo 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63,720,000.00 63,475,000.00 99.62 63,475,000.00 Dinas Kepe"d“d“;af; dan Pencatatan
ipi
Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependudu:‘a: dan Pencatatan
ipi
20 " Di K dudukan dan P tat:
60.3.4 12[1|%|'5 |enyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110,184,170.00 109,727,000.00 99.59 109,727,000.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
Cakupan Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Penggandaan Sipil
603.5 12]1 20 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 13,167,000.00 13,084,500.00 9937 13,084,500.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
6 undangan Sipil
Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Perundang-Undangan Sipil
20 T . Di K dudukan dan P tat:
60.3.6 12| 1| 5| 9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186,660,000.00 186,005,000.00 99.65 186,005,000.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
Cakupan ?ulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Konsultasi SKPD Sipil
604 12]1 20 Pengat‘iaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 199,939,996.00 198,000,000.00 99.03 198,000,000.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
7 Pemerintah Daerah Sipil
Ter\aksananya‘ Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang 12 persen 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Urusan Pemerintah Daerah Sipil
20 . . Di K dudukan dan P tat:
60.4.1 12[1| %7 6 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 199,939,996.00 198,000,000.00 99.03 198,000,000.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
. . . Di K dudukan dan P tat
Jumlah dan Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Set 1.00 100 1.00 inas Kependu uS‘ar; an Pencatatan
ipi
20 " . . Di K dudukan dan P tat:
60.5 121|%7| |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,235,351,014.00 1,213,222,145.00 98.21 1,213,222,145.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
Ter\aksananva Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 12 Persen 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Pemerintahan Daerah Sipil
2.0 . - . R Di K dudukan dan P tat:
60.5.1 12[ 1| % | 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya A dan Listrik 85,500,000.00 79,824,745.00 9336 79,824,745.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
C‘akupan‘Bu!an Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Air dan Listrik Sipil
20 " Di K dudukan dan P tat:
60.5.2 12[1|%7| 3 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 240,480,262.00 238,082,500.00 99 238,082,500.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan 12 Bulan 12.00 100 12.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
Perlengkapan Kantor Sipil
20 " Di K dudukan dan P tat:
60.5.3 12[1| % | 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor 909,370,752.00 895,314,900.00 98.45 895,314,900.00 inas Kependu “S,af; an Pencatatan
ipi
. Di K dudukan dan P tat
Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 12.00 100 12.00 inas Kependu uS‘ar; an Pencatatan
ipi
60.6 12]1 20 Pemeh‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 263,286,000.00 262,516,000.00 99.71 262,516,000.00 Dinas Kependuduk‘ah dan Pencatatan
9 Pemerintahan Daerah Sipil




Kode

Daerah dan

u /Bidang Urusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan

Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Reali

Anggaran RKPD(%)

si

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

R si
IT=10/5X

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

100%

Rp.

K|*P

Rp.

K

Rp.

Rp.

12

13

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 Persen

12.00

100

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

60.6.1

20

~

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

113,295,200.00

112,987,000.00

99.73

112,987,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

60.6.2

20

o

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

24,990,800.00

24,919,000.00

99.71

24,919,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Cakupan Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

12 Bulan

12.00

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

60.6.3

20

©

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

125,000,000.00

124,610,000.00

99.69

124,610,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Jumlah dan Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

1 Unit

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

61

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

433,054,454.00

433,054,454.00

429,359,205.00

99.15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Rata-rata tingkat ilikan

97 Persen

97 Persen

100.00

103.09

100.00

103.09

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

20

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

53,115,175.00

51,140,000.00

96.28

51,140,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk

5 Persen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

61.1.1

20

IS

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

53,115,175.00

51,140,000.00

96.28

51,140,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Jumlah Desa yang dilayani Penerbitan Dokumen
Kependudukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

10 Desa

50

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

20

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

379,939,279.00

378,219,205.00

99.55

378,219,205.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

12 Persen

12.00

100

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

61.2.1

20

~

Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk

379,939,279.00

378,219,205.00

99.55

378,219,205.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Cakupan Bulan Pelayanan Secara Aktif Terkait Pelayanan
Administrasi Kependudukan

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

62

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

144,115,150.00

144,115,150.00

142,836,000.00

99.11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil

55 Persen

55 Persen

55.00

55.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

62.1

20

Pelayanan Pencatatan Sipil

144,115,150.00

142,836,000.00

99.11

142,836,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil

5 Persen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

62.1.1

20

~

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

144,115,150.00

142,836,000.00

99.11

142,836,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Jumlah Desa yang dilayani Penerbitan Dokumen
Kependudukan Pelayanan Pencatatan Sipil

10 Desa

5.00

50

5.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

63

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

428,190,415.00

428,190,415.00

418,784,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Persentase Kecamatan Yang Melakukan Pemutakhiran
Informasi Kependudukan

100%

100%

100.00

100.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

20

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan
Penyajian Database Kependudukan

428,190,415.00

418,784,000.00

418,784,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

12%

12.00

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
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put)
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sasi
Kiner
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Kinerja dan Reali

Anggaran RKPD(%)
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4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X

100%

Rp.

K|*P

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

12

13

63.1.1

20

[N

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

428,190,415.00

418,784,000.00

97.8

418,784,000.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Cakupan bulan pengolahan dan penyajian data pelayanan
administrasi kependudukan

12 Bulan

12.00

100

12.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

64

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4,775,012,630.00

4,775,012,630.00

4,364,862,198.00

91.41

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh
pelayanan administrasi perkantoran

9090

9090

186.00

206.67

186.00

206.67

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3,166,899,678.00

2,852,152,077.00

90.06

2,852,152,077.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase Unit Kerja Internal Memperoleh Pelayanan
Administrasi Perkantoran

100 90

200.00

200.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.1.1

20

[N

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3,166,899,678.00

2,852,152,077.00

90.06

2,852,152,077.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Gaji dan Tunjangan ASN

12 bulan

24.00

24.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

30,750,000.00

30,650,000.00

99.67

30,650,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai
Bidangnya

100 90

200.00

200

200.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.2.1

20

~

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

30,750,000.00

30,650,000.00

99.67

30,650,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai
yang disedi |

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.2.2

20

=y
=

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Administrasi Umum Perangkat Daerah

938,855,952.00

742,602,124.00

742,602,124.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase cakupan unit kerja internal yang mendapatkan
layanan sarana prasarana aparatur

100 90

191.00

191

191.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.3.1

20

[N

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

6,766,110.00

5,698,000.00

84.21

5,698,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.3.2

20

~

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

45,295,250.00

45,000,000.00

99.35

45,000,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.3.3

20

w

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9,781,542.00

5,277,500.00

53.95

5,277,500.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.3.4

20

IS

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

92,916,000.00

67,924,000.00

67,924,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman yang

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.3.5

20

«

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

86,996,050.00

72,146,616.00

82.93

72,146,616.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

12 bulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan papan Pengumuman,
Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.3.6

20

o

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

19,501,000.00

14,983,000.00

76.83

14,983,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundanga-undangan

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
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Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Reali

si

Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

R si
IT=10/5X

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

100%

Rp.

K|*P

Rp.

Rp.

K

Rp.

Rp.

12

13

64.3.7

20

©

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

677,600,000.00

531,573,008.00

78.45

531,573,008.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Melancarkan Kegiatan ke Dalam Daerah

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Melancarkan Kegiatan ke Luar Daerah

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

66,235,400.00

260,389,500.00

393.13

260,389,500.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan
sarana dan prasarana

100 90

200.00

200

200.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.4.1

20

©

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

199,189,500.00

199,189,500.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Pembangunan Kantor Desa

1Tahun

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.4.2

20

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

66,235,400.00

61,200,000.00

924

61,200,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Jumlah barang pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

357,824,000.00

316,033,360.00

88.32

316,033,360.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase unit kerja internal yang memperoleh
pelayanan administrasi perkantoran

9090

190.00

21111

190.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.5.1

20

~

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

81,744,000.00

59,348,176.00

59,348,176.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.5.2

20

w

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6,570,000.00

1,105,000.00

16.82

1,105,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Perbaikan Peralatan Kerja

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.5.3

20

IS

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

269,510,000.00

255,580,184.00

94.83

255,580,184.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Pembinaan Non PNS

12 bulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

214,447,600.00

163,035,137.00

76.03

163,035,137.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Persentase cakupan unit kerja internal yang mendapatkan
layanan sarana dan prasarana aparatur

100 90

190.00

190.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.6.1

20

~

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

204,367,600.00

154,275,137.00

75.49

154,275,137.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang diservice dan
Perpanjangan Perizinan

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.6.2

20

o

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8,880,000.00

8,760,000.00

98.65

8,760,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Pemiliharaan Peralatan Kantor secara
seluruhnya

12 bulan

12.00

100

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

64.6.3

20

=y
=

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1,200,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Pemeliharaan Taman Kantor Secara
keseluruhan

12 bulan

12.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

65

PROGRAM PENATAAN DESA

59,040,000.00

59,040,000.00

58,160,000.00

98.51

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat

9090

9090

190.00

21111

190.00

21111

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Penyelenggaraan Penataan Desa

59,040,000.00

58,160,000.00

98.51

58,160,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
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Daerah dan
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Indikator Kinerja

put)

Capaian Kinerja RPJMD pada
Tahun (akhir periode RPJMD)

Reali
sasi
Kiner

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di evaluasi TW4
(n-1)

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang di
evaluasi TW4 (n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Reali

si

Anggaran RKPD(%)

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

Rp.

K

Rp.

Rp.

12

13

Tingkat swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat

9090

21111

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

65.1.1

20

o

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

59,040,000.00

58,160,000.00

98.51

58,160,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Pembinaan Non PNS

12 bulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah Pasar Desa yang berprestasi

1 Pasar Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

66

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

36,472,130.00

36,472,130.00

41,740,200.00

114.44

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat

9090

9090

160.00

177.78

160.00

177.78

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Fasilitasi Kerja sama antar Desa

36,472,130.00

41,740,200.00

114.44

41,740,200.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tingkat swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat

9090

160.00

177.78

160.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

66.1.1

20

~

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga
dalam Kabupaten/Kota

17,150,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah PD dan PLD yang mengikuti Pelatihan

76 orang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

66.1.2

20

w

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

19,322,130.00

41,740,200.00

216.02

41,740,200.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah Desa yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di
Kawasan Pesisir

2 Desa

50

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

2,535,430,712.00

2,535,430,712.00

2,057,114,351.00

81.13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat

9090

9090

176.00

195.56

176.00

195.56

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

20

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

2,535,430,712.00

2,057,114,351.00

81.13

2,057,114,351.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tingkat swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat

9090

176.00

195.56

176.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67.1.1

20

[N

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa

29,610,000.00

29,080,000.00

98.21

29,080,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Cakupan Bulan Pembinaan Non PNS

12 bulan

13.00

108.33

13.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Laporan terhadap hasil Penilaian Realisasi keuangan Desa
dan Aset

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67.1.2

20

IS

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

124,590,701.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan
Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Desa

308 Orang

0.00

0.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67.1.3

20

«

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa

6,545,076.00

6,545,076.00

100

6,545,076.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah Peserta Yang mengikuti Rapat Kepala Desa

170 Orang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67.1.4

20

©

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa

2,253,875,668.00

1,937,356,275.00

85.96

1,937,356,275.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades

50 Desa

42.00

84

42.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67.1.5

20

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa

120,809,267.00

84,133,000.00

69.64

84,133,000.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Jumlah PJ. Kepala Desa yang di lantik, Jumlah Desa yang
mengikuti pelantikan Kades dan Aparatur Desa

50 Desa

42.00

84

42.00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

67.1.6

20

=y

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Data Evaluasi Desa/Kelurahan yang sesuai dengan aturan

154 Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa




i inerj; Reali| T: t Kinerja dan A RKPD | Realisasi Capaian Kinerja d Tingkat Capai Tingkat Capai
u /Bidang Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPIMD pada ea.l arge |T|erja lan r!ggaran d ealisasi Capaian Kinerja .an ) m.g al apala.n ) Realisasi Kinerja dan mg.a .apalan
No Kode N N )/Kegi ( )/ A g sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Realisasi Kinerja & Perangkat Daerah Penanggung Jawab |Ket
Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun (akhir periode RPJMD) N N anggaran RKPD s/d TW4(n-1) N
put) Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%) Ralisasi
5 6 7 8 9=8/7x100% 10=6+8 EETELRS
1 2 3 a4 L00% 12 13
R| R
K Rp. k[P K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K P
. Di Pemberd: M kat d
Jumlah Desa yang berprestasi 1 Desa 1.00 100 1.00 inas Pemberf ayDaan asyarakat can
esa
" " Di Pemberd: M kat d
Jumlah Rapat yang dilaksanakan 2 Kali 0 inas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA "
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
68 2(13]5 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT 1,287,271,289.00 1,287,271,289.00 1,005,723,658.80 78.13 Desa
HUKUM ADAT
Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program 9090 9090 183.00 203.33 183.00 20333 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak
di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat "
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
68.1 2|13(5 i Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat 1,287,271,289.00 1,005,723,658.80 78.13 1,005,723,658.80 Desa
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Tingkat swadaya masyarakat terhadap program 9090 183.00 203.33 183.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat Desa
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan "
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
6811 |2[13]s |72 (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 102,323,566.00 84,981,750.00 83.05 84,981,750.00 Desa
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
. o Di Pemberd: M kat d
Jumlah Kapasitas Kader yang dibina 90 orang 346.00 384.44 346.00 inas Pember ayDaan asyarakat can
esa
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2.0 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
68.1.2 2]13(5 4 46,893,194.00 36,890,200.00 78.67 36,890,200.00
1 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Di Pemberd: M kat d
Jumlah Desa yang mengikuti program P2WKSS 2 Desa 0 inas Pemberf ayDaan asyarakat can
esa
o Di Pemberd: M kat d
Jumlah Posyandu yang dibina 1 Posyandu 0 inas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
20 Fas\llta‘ﬂ Pengembangan UsaI‘wa Ekonomi Masyarakat d.an Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
68.1.3 2(13]5 1 5 |Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 155,972,480.00 62,345,000.00 39.97 62,345,000.00 Desa
Desa
I . . Di Pemberd: M kat d
Persentase BUMDES yang mengikuti Kegiatan Pameran 2 Kegiatan 0 inas Pember ayDaan asyarakat can
esa
I " . Di Pemberd: M kat d
Persentase BUMDES yang mengikuti Pelatihan 2 Kegiatan 0 inas Pemberf ayDaan asyarakat can
esa
68.1.4 2l13ls 20 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 169,789,180.00 141,153,991.60 8313 141,153,991.60 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
1 Tepat Guna Desa
Cakupan Bulan Pembinaan Non PNS 12 bulan 2.00 16.67 2.00 Dinas PemberdayDaan Masyarakat dan
esa
Di Pemberd: M kat d
Persentase Jumlah Kelembagaan Posyantek dan TTG 4 Kelembagaan 0 inas Pemberf ayDaan asyarakat can
esa
o Di Pemberd: M kat d
Persentase Jumlah Pengurus posyantek yang dibina 70 Orang 0 inas Pember ayDaan asyarakat can
esa
2.0 - " Di Pemberd: M kat d
6815 [2[13[5 | % | 7 |Fasiitasi Bulan Bhaki Gotong Royong Masyarakat 186,093,178.00 125,070,452.00 67.21 125,070,452.00 inas Pember EVD“" asyarakat can
esa
Jumlah Desa yang berperstasi dalam rangka Lomba 1 Desa 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gotong Royong Masyarakat Desa Desa
Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Bulan Bhakti 2 Desa 1.00 50 1.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gotong Royong Masyarakat Desa
20 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
68.1.6 2(13]5 1 9 |Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 626,199,691.00 555,282,265.20 88.67 555,282,265.20 Desa
Keluarga
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di bina oleh TP- 1 Tahun 1.00 100 1.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
PKK Desa
2|14
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si
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Kinerja &
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4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

Rp.

Rp.

K

Rp.

K Rp.

12

13

69

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

215,000,000.00

215,000,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan
Sarana dan Prasarana Aparatur

100 Persen

100 Persen

100.00

100

100.00

100

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

69.1

20

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

215,000,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

1 Persen

1.00

100

1.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

69.1.1

20

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

215,000,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tempat Parkir yang di Bangun

1 Paket

1.00

100

1.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

70

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

52,070,000.00

52,070,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

100 Persen

100 Persen

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah Kabupaten Kota

100 Persen

100 Persen

193.00

193

193.00

193

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

70.1

20

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

52,070,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

12 Persen

13.00

108.33

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

70.1.1

20

©

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga

52,070,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Paket Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga
(SIGA) di Balai Penyuluh KB

1Tahun

12.00

1,200.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

71

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

4,405,608,630.00

4,405,608,630.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

% peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan

00

00

169.00

169.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
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sasi
Kiner
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Realisasi Kinerja dan
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Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X

100%

Rp.

K|*P

K Rp.

Rp.

K Rp.

K Rp.

12

13

711

20

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal

434,010,600.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
KB sesuai kearifan Budaya Lokal

130

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

7111

20

w

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

78,405,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

71.1.2

20

«

Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media
Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan
Program KKBPK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Keluarga Berencana

13 Kecamatan

16.00

123.08

16.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

7113

20

=Y

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Operasional Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan
KB (Bangga Kencana) Pertemuan Kelompok Kerja di
Kampung KB

13 Kecamatan

10.00

76.92

10.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Keluarga Berencana

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

71.1.4

20

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan
KKBPK

355,605,600.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

biaya langganan daya dan jasa(listrik dan air bersih)

1Tahun

12.00

1,200.00

12.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

biaya operasional pengolahan data

1Tahun

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

biaya operasional penyuluh KB

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Biaya OP KB

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

dukungan administrasi antara lain atk dan penggandaan

1tahun

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

dukungan manajemen

1Tahun

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




Kode

Daerah dan
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Kiner
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Tingkat Capaian
Kinerja dan Reali
Anggaran RKPD(%)

si

Realisasi Kinerja dan
anggaran RKPD s/d TW4(n-1)

Tingkat Capaian
Kinerja &

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

4

5

6

7

9=8/7 x100%

10=6+8

R si
IT=10/5X
100%

Rp.

K|*P

K Rp.

K Rp.

Rp.

12

13

Pembangunan Pagar Balai KB di Tumbang Lawang (DAK
Fisik)

1 Paket

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan Pagar Balai KB di Tumbang Pahanei

1 Paket

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Perjalanan Dinas Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi
dari ke Lokasi

1Tahun

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Reviu APIP Daerah dari ke Lokasi

1Tahun

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

71.2

20

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)

1,913,885,000.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Terpenuhnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

130

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

71.2.1

20

[N

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini

13 Kecamatan

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh
Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Keluarga Berencana

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

71.2.2

20

Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Keluarga Berencana

13 Kecamatan

13.00

100

13.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Uang Transport Pengumpulan Data (Biaya Operasional
Pengolahan Data)

13 Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

7123

20

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk
Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana




Indikator Kinerja Reali | Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian

u /Bid: u il D: h d Capaian Kinerja RPJMD pad
‘ Pro :arr:;l::"iatan/Subke iata:era an )/ T::::;‘ak:::":riode RPT:A;) sasi | Tahun berjalan yang di evaluasi TW4 Anggaran RKPD yang di Kinerja dan Reali
8 B8 e put) . Kiner (n-1) evaluasi TW4 (n-1) Anggaran RKPD(%)

PP Tingkat Capaian
. Realisasi Kinerja dan Kinerja & B T hE 0 o
si anggaran RKPD s/d TWA(n-1) inerja : erangkat Daerah Penanggung Jawal

No Kode

R si
IT=10/5X
100%
Rp
K Rp. K K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8

1 2 3 4 12

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Persentase Keluarga Berencana 13 Kecamatan 13.00 100 13.00 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1,913,885,000.00 0 0 0 Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

20
